a""

; E
" jbf"(' @"f&

WV

996

KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH
LINGKUNGAN HIDUP DENGAN HUKUM PIDANA

TESIS

Disjuken sebagai calah satn syarat untok menyelesgikan pendidikan pado
Program Magister [Ime Hukum Bidang Kajian Hukum dan, Sistem Pecadilan Pidags
Universitas Diponegoro Semarang

Oleh :

ELFIRA TAUFANI

Pembimbing :

Prof.Dr. H. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H.

; PROGRAM MAGISTER ILMU BUEKUM
BIDANG KAJIAN EUEUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
, UNIVERSITAS DIPONEGORO
: 1996 ¢



=

Motto

"Teloh lehirlah bencana di doraton don di lauten

oleh karena usaka tangon mannsia,

supaya Allah merasaken kepads mereka sebagion.dari (Balasan)
perbuatan yang mereka perbuat,

Mudsh-mudshan mereks kembali kepads kebenaran (foubat)’
(Q.s. 30 : 41)



Kupersembahkan Untuk :

Bapanda & Ibunda H.Taufik & Hj.Sardiani
Ayahanda Djalib B don Alm. Ibu Sabick
yang sangat penulis Rormati

Suamiky serts Anak ku Ayu & Godam

Adikks, Yuzar, Tanty, 1da, Nana, & Yana




KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH
LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RUKUM PIDANA

TESIS

Olceh :

ELFIRA TAUFANI
NIM. 3591012149

Disetujui / disahkan untuk dipertahankan
dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro Semarang

Prof.Dr. H.« BARDA NAWAWI ARIEF, S.H.

PROGRAM MAGISTER ILMU JiUKUM
BIDANG KAJIAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1996



Dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Umu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

pada tanggal 20 Januari 1997

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Semarang. 20 Januari 1997

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Prof. PURWAHID PATRIK, S.H.



KATA PENGANTAR
S e sG1 (¥
bé“?’/}?}."o Vj ‘4‘»(‘4""3}?

Puji syukur kehadirat Allah Swt, yang telah melim-
pahkan rakhmat dan hidayah-Nya kepsda penulis. Atas
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ABSTRAK

Penegakan hukum -dengsn menggunaksnr instrumen hukum
pidana di dalam mengantisipasi pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup, seperti tercantum di dalsm Pasal 22
Undang~undang Nomor 4 Tahun 1982 tidak berjalan sebagai-
mana vyang diharvapkan. Ini dapat diketahui dari sedi-
kitnya kasus pidana lingkungan yang diproses dan diputus

oleh pengadilan. Sampsi dengsn 14 tahun berlakunva
Undang-undang ini, hanya terdapat tujuh kasus lingkungan
vang diselesaikan melalui peradilan pidana. Enam dian-

taranya merupakan pelanggaran Pasal 22 UU, No. 4/1882,
sisanya berupa pelanggaran UU.No. 51880 tentang Konser-
vasi Sumber Daya Alam Hayati dan Fkosistem. Dari ketu-
Juh kasus lingkungan .ini sebagian besar (lima kasus)
terdapat di Pulau Jawa. Sedikitnys kasus lingkungan
hidup yang diselesaikan melalui kebijakan hukum pidana,
Jika dibandingkan dengan banyvaknya kasus lingkungan
hidup vyang terjadi, merupsaskan indikstor bagi kegagalsn
penegakan hukum lingkungan, khususnya penegakan pidana
lingkungan hidup berdasarkan Pasal 22 UU. No. 4/1882.

Dilihat dari sudut sanksi pidana, ketentusn pidans vyang
terdspat dalam UU.No.4/1982 telah memberikan ancaman
vang cukup serius, bagi pelaku pencemaran dan perusskan

lingkungan. Tetapi, sanksi tersebut sering gagal atau
sulit untuk diterapkan kepada pelsku kejahatan lingkung-
an hidup. Kegagalan tersebut, disebabksan sulitnysa

pembuktian kessalshan pelaku, vaitu untuk membuktikan
adanya kausalitas antara perbustan dengan akibat yang
ditimbulkan. Jenis delik di dalam Pasal 22 UU.No.4/1982
merupakan delik materiel. Dalam delik materiel ini,
suatu perbuatan dapat dipidana, apabila telah menimbnul-
kan akibat yang dilarang. Atau dengan kata lain akibat
merupakan unsur yang hakiki deri delik, dan harus dibuk-
tikan, Selsin itu, sulitnya menjerat pelaku delik
lingkungan dengan undang-undang ini, disebabkan pulsa
minimnys pengetahuan penedak hukum terhadap hukum ling-
kungan, serta belum terpadunya persepsi penegsk hukum
dalam menafsirkan fakta hukum terhadap fakta di lapang-
an.

Kendala-kendala ini, menimbulkan tekad dari pemerintah
untuk mengadakan verubshsan terhadap UU Ho. 4/1982, dan
tekad ini telah terwujud dengan adanyva Rancangzn Undang-
Undang Lingkungan Hidup yang skan segera disahkan.

Perkembangan kehidupan masyvarakat dalam kaitannya dengan
pengelolaan lingkungan hidup, telah berkembang sedemi-
kian rupa, sehingga menyebabkan sebagian materi UU No.4
tahun 1882 sudsh tidak memadai lagi untuk menjamin ter-
capainya tujuan pembangunan berwawasan lingkongan. Per-
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kembangan ini, diikuti oleh kebutuhan akan norma  hukum
vang lebih memperhatikan tingkat kesadaran masysrakat
dan perkembangan lingkungan global, sertas instrumen hu-
kum internasional vand berkaitan dengan masalash 1ling-
kungan hidup. Oleh karena itu, di dalam Rancangan
Undang-undang ini, terdapat beberapa perbedaan mendasar,
Jika dibandingkan dengan UU. No.4,/1882.

Dari sudut kebijakan hukum pidana, antars lain dirumus-
kannya dua macam delik lingkungan, delik lingkungan
formil dan delik lingkungan materiel. Menurut Pasal 22
Ul No. 4/1982, jika suatu perbusatan pencemsaran maupun
perusakan lingkungan tidak dapat difBuktikan akibatnya,
pelakunya tidak dapat dikenakan pidansa. Dengan telah
diaturnya delik lingkungan hidup vang bersifat formil,
maka akibat dari suatu delik tidak lagi bersifat hakiki,
sehingga tidak merupakan unsur esensiel vang harus
dibuktikan.

Perubahan mendasar lainnya, adalah peningkatan Jjumlah
ancaman sanksi pidana. Berst ringannys sankss vang da-
pat diancamkan terhadap pelaku delik lingkungan, dida-
sarkan kepada besar kecilnya akibat vyangZ ditimbulkan
(delik materiil), atan vyang dapat dibayangkan akan
terjadi dari suatu delik lingkungan (delik formil).

Bila diperhatikan berat ringannya jumlah pidansa vang da-
pat diancamkan, Rancangan Undang-Undang lingkungan int
nampaknya menganut pola pemidanasn yang sama dengan vang
dianut dsalam Konsep KUHP baru.

Sehubungan dengan akan diajuksannya Rancangan Undang-un-
dang tentang Lingkungan Hidup, mengdantikan Undang-
undang Nomor 4/1882, maks untuk menjsamin terlaksananya
fungsi undang-undang ini sebagal pengdawal bagi pelestsg-
rian sumber daya alam, khususnya melalui saransa hukum
pidana, disarsnkan untuk meningkatksn pengetshuan dari
aparat penegak hukum lingkungan, khususnys dalam mengha-
dapi kasus pidana lingkungan
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat memi-
1iki tujuan nasional vang ingin q;raih dan diwujudkan
untuk kepentingan bangsa dan negsranya, agar dapat
menempatkan dirinya sejajar dengan negara dan bangsa
yahg merdeka dan berdaulat lainnya, serta ikut ber-
peran di dalam pergaulan antar bangsa.

Di dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum tujuan
nasional negdara Indonesisa, yaitu melindungi sedensap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesis,
memajukan kesejahterasn umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia vang
berdasarkan kemerdeksaan, perdamaian abadi dan keadil-
an sosial, yang kesemuanya ini menjadi cita-cita ke-
merdekasn Indonesia.

Untuk mengisi kemerdekaan dalam rangka menca-
pai tujuan tersebut maka dilaksanakan pembangunan
nasional. Pembangunan adalah usaha untuk memperbaikil
dan meningkatkan kualitas diri, vang pelaksanasannya
meliputi segala bidang kehidupan. Pembangunan na-
szional merupakan suatu proses yang berkesinambungan
bertujuan untuk mewuiudkan masyarakat adil makmur

vang merata materiil spirituil berdasarkan Pancasila
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di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia
vang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan
rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman,
tenteram, tertib, dan dinamis serta dalam linghkungan
pergaulan dunia vang merdeka, bersahabat, tertib dan
damal, sebagaimana disebutkan di galam setiap Garis-
garis Besar Haluan Negarsa (GBHN) vang merupakan arah
atau acuan bagi pelaksanasan pembangunan nasional,
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakikat pem-
bangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuh-
nya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesis,
dengan mempergatikan adanys keselarasan hubungan
antars manusia dengan Tuhannya, antara gesama manu-
sia, dan antora manusia dengan lingkungan alam di
sekitarnya.

Saslah satu modal  dasar sebagal penunjang
pelaksanssn pembangunan vyang dimiliki oleh bangsa
Indonesia adalah, kekayasn alam yang beraneka ragam,
terdapat di darat, laut, udara dan dirdantara vyang
dapat didayagunakan secara bertanggung Jawab unfuk
kemakmuran rakyat. Namun di dalam pelaksanaan tahap-
tahap pembangunan sering dihsdapkan kepada per-
masalahan-permasalahan, seperti permasalahan mengenal
sumber dava alam dan lingkungan hidup, vyang selalu

merupakan suatu dilemma. Pelaksanaan pembangunan

mengharuskan dilakukannya eksplorasi-dah eksploitasi



terhadap kekayaan alam ini, vang memiliki sifst tfer-

batag jdumlahnva, karena beberapa diantarsnva ads vang
Eictak dapat diperbaiki stau ditingkathkan keber-
arlaannys. Pemanfaatsan secara terus menerus tanpa

terencana akan menimbulkan kerugian yang sangat besar
seperti rusaknya lingkungan dan pfncemaran alam vyang
tidak hanya dirasakan oleh manusia vang ada saat ini,
tetapi Jjuga oleh generasi mendatang, bahkan kerusakan
dalam skala besar dapat pulas dirasakan baik secara
langsung maupun tidak langsung oleh seluruh makhluk
di bumi ini, sebab lingkungan hidup itu sendiri ada-
lah bagian penting dari ekosistem yang berfungsi se-
bagai penyanggah kehidupan seluruh mskhluk. Lingkung-
an hidup adalah harta bersama (common property), vang
di dalamnya terksait basik kepentingan lingkungan hidup
itu sendiri mauvpun kepentingan manusia terhadap ling-
kungannys. Selain karensa pemanfaatan sumber  daya
alanm vyang tidék terencana, meningkatnya ussaha-usahs
di bidang industri, di dalam proses produksinya Jjugdsa
dapat mempengaruhi kelestarian 1ingkungan' hiaup
dengan pembuangan limbah industri vang tidak memenuhi
persyaratan, serta polusi yang ditimbulkannysa.

Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup
membutuhkan suatu sistem yang terpadu di dalam ke-
bijaksanaan nasional vang meliputi; perumusan, pelak-

sanaan, pengendaglian dan pengawasan terhadap ling-



1)

kungan hidup, bahkan GBHN yang untuk pertama kalinya
memasukkan kebijakan mengenai lingkungan hidup pads
tahun 1873-1878 dan hinggda kini terus berlanjut dalam
GBHN 1993-1998, menegaskan perlunyva kerja sams re-—
gional dan internasional tentang pemelihafaan dan
perlindungan lingkungan hidup. .

Sebagai sustu negara ya;é berdasarkan atas
hukum, maka segala sesuatunya haruslah diupayakan
agar sesual dengan tata atursn yang telah ditentukan.
Hukum adalah norma yang berisikanr suruhan, larangan,
dan kebebasanl untuk melskukan atasu tidak terhadap
suatu perbuatan yang telah ditentukan, vang berfung-
s1 sebagal sarana untuk terciptanya ketertiban dan
keteraturan dan sebagai sarana untuk melskukan peru-
bahan di dalam pergaulan hidup bersama, 1’

Masalah pengelolasn dan pelestarian sumber
daya alam beserta lingkungan hidup diatur di dalam
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 vaitu Undang-undang

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Ling-

Lihat Juga Satjipto Rahardjo, di dalam Hukum dan Perubahan
Sosial, Alumni, Bandung, 1883, menvebutkan fungsi hukum seba-
gal sarana untuk melakukan kontrol sosial, yaitu dimana hukum
merupakan suatu proses yang dilskuksn  untuk mempengsruhi
orang-orang agar bertingkah laku sesuail dengsn harapan masya-
raakat, dan hukum sebsgai sarana perubahan sosial, yaitu peng-
gunasn hukum secara sadar untuk mencapal suatu  tertid atau
keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk
melakukan perubahan-perubshan vang diinginkan ¢hal. 127 dan
1487,



kungan Hidup (UULH) yang mulai berlaku seiak tanggal
11 Maret 1982. Prinsip dasar yvang melandasi undsng-
undang ini adglah prinsip hukum liingkungan dan pen-
taatan setiap orang akan prinsip tersebut, yang kese-
luruhannya berlandaskan pada wawasan nusantara. Un-

dang-undang HNomor 4 Tahun 1982 ini sdalah undang-

S

undang payung (umbrella act, umbrella provision. Kad-
er Wet) bagl segdala peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan masalah lingkungan hidup.  Dengan
demikian, undang-undang 1ini adalah landasan untuk
menilai dan meﬁyesuaikan semua peraturan yang memuat
ketentuan tentang lingkundan hidup vang telah maupun
akan ada, vyang dirangkum dalam satu sistem hukum
lingkungan Indonesia.

Di dalam UU No. 4 Tahun 1882 antara lain Jjuga
diatur tentang usaha pemeliharsan lingkungan hidup
melalul upaya penegakan hukum pidana sebagai instru-
men terakhir (wltimum remedium), disamping penegakan
hukum melalui sanksi administratif dan sanksi perda-
ta.

Penegakan hukum lingkungan dengan instrumen
hukum pidana di dalam mengantisipasi Kerusakan dan
pencenaran lingkungan hidup diatur di dalam Pasal 22
UULH tentang Ketentuan Pidana, vaitu ancaman pidana
penjara selama-lamanya sepuluh tahun dan atau denda

Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) bila dilakukan



dengan sengaja, dan kurungan selama-lamanya satu
tahun dan atau denda sebanysk-banyaknya Rp.1.000.000
(satu Juta rupiah) karena kelalaian. Secara leng-
kapnya Passal 22 UULH tersebut berbunyi sebagai beri-

kut

(1) Barangsiapa dengan sengdsga melakukan
perbustan vang menyebabkan rusaknya
lingkungan hidup atau tercemarnya
lingkungan hidup vyang diatur dalam
undang-undang ini atau undang-undang
lain diancam pidana dengan pidana
penjara selama-lamanya 10 (sepuluh
tahun) dan atau denda sebanvak-banyak-
nya Rp. 100.000.,000.~- (seratus Jjuta
rupiah).

(2) Barangsiapa karena Kkelalaiannva mela-
kukan perbuatsn vang menyebabkan ru-~
saknya linghkungan hidup atsn tercemar-
nya lingkungan hidup yang diatur dalam
undang-undang ini atau undang-undang
lain diancam pidana kurungan selama-
lamanya 1 (satu) tahun dan atau dends
"sebanvak-banvaknya Rp. 1.000,000,-(satn
duta rupiahdy.

(3) Perhuatan sebhagaimana tersebut dalam

avat (1) passal ini adslah kejahatan dan

perbuatan sebagaimana tersebut dalam

avat (2) pasal ini adalsah pelanggaran.

Penetapan sanksi pidana di dalam suatu undang-
undang merupakan salah satu sarana di dalam menanggu-
langi kejahatan, yvang merupakan bagian dari kebijakan
kriminal astau politik kriminal, hal ini berarti mem-

buat s=uatu peiencanaan ke depan sebagai usaha untuk

mengantisipasi kejahatan.



Kebijakan menetapkan ketentuan pidana dalam
perundang-undangan ini, vang oleh Barda Nawawi Arief
dikatakan sebagai tahap kebijakan legislatif adalah,
tahap vang paling strategis dilihat dari keseluruhan
proses kebijaksanaan untuk mengoperasionalisasikan
sanksi pidana, sebab pads tahaqh inilah dirumuskan
garis-garis kebijaksanaan sistem pidana dan pemida-
naan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi
tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana
cleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana
oleh asparat pelaksansa pidana.z) Jadi, penetapan Un-
dang-undang Nomor 4 Tahun 1982 berikut sanksi pidana
di dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) tersebut
merupakan suatu kebijakan vang telah dipilih oleh
pembuat undang-undang dan pembuat Kkebijakan untuk
menghadapi serta menanggulangi masalah-masalah (keja-
hatan) di bidang lingkungan, sebagai usaha untuk me-
nyelamatkan harta bersama. Inil sejalan dengan apa
vang disebutkan dalam konsiderans undang-undang 1ini,

vaitu antara lain:

8. bahwa lingkungan hidup Indonesia
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Essa
kepads Bangsa Indonesia, merupakan
ruang bagl kehidupsan Bangsa Indonesia

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan
Eejahatan Dengan Pidana Penjara, CV Ananta, ©Semarang, 1984,
hal. 3.



dalam segala asp=k dan matranya se-
suai dengan wawasan Nusantars;

b. bahwa dalam mendayagunakan sumber
dava alam untuk memajukan kesejahte-
raan umum seperti termuat dalam Un-
dang-Undang Dasar 1845 dan untuk men-
capai kebahagisan hidup yang serasi
dan seimbang untuk menunjang pem-
bangunan yang berkesinambungan dilak-
sanakan dengan kebijaksanasan terpadu
dan menyveluruh serta memperhitungkan
kebutuhan generasi sekarang dan men-
datang. S

c¢. bahwa kebijaksanaan melindungi dan
mengenbangkan lingkungan hidup dalam
hubungan kehidupan antar bangss ada-
lah sesuai dan selaras dengan perkem-
bangan kesadaran lingkungan hidup
umat manusis;

d. bahwa dalam rangka mengatur pengelo-
laan lingkungan hidup berdasarkan
kebijaksanaan nasional yang terpadu
dan menyveluruh, perla ditetapkan
undang-undang yang meletakkan keten-
tuan. pokok untuk menjadi landasan
bagi pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagai sarana untuk menyelamatkan harta bér-
sama (lingkungan hidup), penetapan ketentuan sanksi
pidana di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982 adalah
salah satu upava penegakan hukum lingkungan, dengan
memuat ancaman pidana "relatif berat” yaitu maksimal
pidans penjara <10 (sepuluh) tahun dan atau denda Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah). Meskipun demi-
kian, kerasnya ancaman sanksi terhadap pelaku pence-
maran, ternyata masih tetap banyak terjadi pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup, serta sulitnya

mensrik pelaku-pelaku pencemaran dan perusakan ling-

kungan ini



kemeja hijau.3)

Hingga saat ini setelsh 14 tahun usia Undang-
undang Nemer 4 Tahun 18982 hanya satu kasus lingkungan
vang sampai pada proses di Mahkamah Agung (kasus Si-
doarjo). Itupun setelah melaluil proses yang sulit dan
lama, disebabkan kesulitan di da%gm pembuktian kesa-
lahan pelaku pencemaran. Permasalahan-permasalahan
inilsah vang menarik minat penulis untuk melakukan
suatu penelitian yang lebih mendalam, vaitu melakukan
peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif di
dalam UU.Ro. 4 Tahun 1882 khususnya Pasal 22 UU No. 4
Tahun 1982 tentang penegakan hukum lingkungan dengan
menggunakan instrumen hukum pidans (sanksi pidana).

Pemilihan pokok permasalahan tersebut Jjuga
didasarkan pads pertimbangan-pertimbangan:

a. Kebijakan kriminal atau “"eriminal policy"

menurut Mare Ancel ialah, “the rational
organization of the control of crime by

society"”, vyaitu suatu usaha rasional dari
4)

masyvarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Penetapan ketentuan pidana di dalam Pasal

Jawa_Pos, 20 Juni 1891, hal. XV.

Marc Ancel, Sociml Defence A Modern Approach to Criminal Prob-—
lems, by Routledge & Kegan Psul Ltd, London, First published
1865, Hal., 209.
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bagian dari kebijakan kriminal, oleh ka-
rena itu perlu dipertanvakan kembali spakah
penetapan ketentusn di dalam Pasal 22 ter-

sebut telah dapat mendukung wusaha wuntuk

menanggulangli masalah-masalah lingkungan
hidup, seperti pencemaran dan perusakan
e to

Lingkungan .

Ancamsn sanksi di dalam Pasai 22 tevrsebut
bersifat kumulstif - alterqatif vang mak-
sima;. Karena di dalam Pasal 22 ini Jugsa
disebut “undang-undang lain (sektoral)",
maka disamping ancaman sanksi tersebut ma-
sih terdapat pulsa ancaman sanksil lain dari
undang-undang tentang lingkungan yang ber-
sifat sektoral. Oleh karera itu perlu untuk
diketahui apakah vang menvebabkan kesulitan
untuk menarik pelaku pencemaran dan peru-
sakap dengan Pasal 22 yeang bersifat kumula-
tif-alternatif itu.

Adanya himbauan dari Perserikatan Bangéa—
Bangsa kepada negara-negars anggota PBB
untuk mendayagunakan Hukum Pidana di dalam
mengatasi masalah lingkungan hidup, seperti
ditusngksn di dalam hasil kongres PBB ke-8

pada tahun 1990 di Havana, Cuba dan Kongres
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ke-9 tahun 1885 di Kairo.9)

B. Permasalahan

Dari uraian tersebut di atas, permasalahan di

dalam penulisan thesis ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa Jjauh kebijakﬁg hukvm pidana yang
tertunang di dalam UJLH sebagal undang-
undang payung atau umbrella act étau Kader
Het terwujud secara konsisten (ajeg) di
dalam perundang-undandan sektoral tentang
lingkungan hidup lainnya ?

Z. Rasus lingkungan apa sajakah yang selama
ini sampai ke pengadilan dan diputus ber-
dasarkan ketentuan pidana dalam undang-
undang lingkungan hidup, dan permasalahan-
permasalahan hukum apakah vang timbul di

dalam praktik sehubungan dengan penerspan

kebijakan hukum pidana tersebut?

B.) Draft resolution mengenal “"The role of Criminal Law 1in the
protection of nature and the environment, (Dokumen  HNo.
A/CONF.144/1,. 4, tanggal 3 September 1830. Lihat juga Huladi
dan Barda Nawswi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni,
Bandung, 1992, Hal.170.

Kemadian lihat pula:

Draft resoluton (Topik ke-2) Kongres PBB ke-8. mengenai “The
role of Criminal Law in the protection of the environment”,
(Dokumen no. A/CONF.169/L.3, tanggal 7-10 August 1985.
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3. Usahs atau kebijaksan apakah vang dapat di-
ambil- di dalam mengatasi kesenjangan yang
timbul di dalam penerapan kebijakan hukum

pidana lingkungan di lapangan?

Tujuan FPenelitian e

Berdasarkan uraiasn pada latar belakang peneli-
tian serta beberapa permasalahan seperti yang telah
dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenail
kebijaksn 1legislatif di bidang lingkungan hidup,
khususnya tentang ketentuan sanksi pidansa yang terda-
pat baik pada Undang-undang No. 4 Tahun 1982, maupun
undang-undang sektoral lainnya, dan seberapa jauh ke-
bijakan legislutif tersebut digunakan di dalam upaya

untuk menanggulangi kejahatan lingkungan hidup.

Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan
manfaat baik dari segi praktis maupun akadenmis, meﬁg—
ingat banyaknya kasus pencemaran dan perusakan ling-
kungan yang Eerjadi.

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diha-
rapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijak-
an lingkungan hidup di masa mendatang, dan para apa-

rat penegak hukum di dalam rangka penegakan hukum
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lingkungan, khususnya vang berkaitan dengan penegakan
hukum pidana lingkungan hidup, dalam rangka menunjang
usaha melestarikan sumber daya alam.

ﬁanfaat dari segil skademis, hasil penelitiﬁn
ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan di bidang
ilmu huwkum khususnya hukum pidans, serta menambah

S
khasanah kajian di bidang lingkungan hidup.

Kerangka Pemikiran dan Konsepsional

Tindak pidana (delik) lingkungan hidup adalah
salah satu jenis kejéhatan baru yang akhir-akhir ini
sangat menarik perhatian dari para ahli khususnya
ahli hukum tidak hanya di Indonesia tetapi Jjuga di
seluruh dunia, vang sulit dipisahkan dari keterkait-
annyva dengan masalah pembangunan dan kesejahteraan
manusia.

Adanya hubungan yang erat ini, Jjelas ditunjuk-
kan di dalam lasporan Kongres PBB ke 7 vang menyatakan
bahwa kejahatan lingkungan (ecological/enviromental
erimes) itu adalah

a. mengganggu kualitas hidup (impinged
on the gquality of 1ife);

b. mengganggu kesejahteraan material
seluruh masvaraskat (impinged on the
material well-being of entire so-
cietes); dan

c. mempunyail pengaruh negatif terhadap
usaha~usaha pembangunan bangsa (had s
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negative impact on_ _the development
effort of nations).

Sebenarnya perhatian dunia Internasional
terhadap permasﬁlahan lingkungan hidup telah lama
ada, ini terlihat dengan seringnysa masalah ini di-
angkat ke dalam agenda PBB untuk dibahas dalam kong-
res-kongres PBB mengenai The pretgntion of Crime and
The Treatment Cffenders, vaitu dimulai sejak kongres
PBR ke-4 tahun 1870, vang -membicarakan masalah-
masalah yvang berhubungan dengan pembangunan dan kua-
1itas lingkungsan baik yang sifatnye nasional maupun
global.?)

Keiahaten lingkungan sering mernpakan hasil
dari kegiatan perdagangan dan induosbri yvang menggang-
g kuslitvas Lingkungan hidup dan keseiahteraan mate-
riel seluruh masyarakat. serta mempunyal pengaruh
negatip terhadap wsaha-usaha pembangunan bangsa baik
berupa pencemaran maupun perusakan lingkungan.

Indonesia sebagal negara berkembang, melaksa-

nakan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional se-

7.

)

Barda Nawswi Arief, TPLH dan Masalah Pertanggung Jjawaban PPida-—

" nariya Menurut Hukm Positif di Indonesia, dalam Muladi dan

RBarcda Nawawi Arief, Bunga Rampail Hukum Pidana, Alumni, Ban-
dung, 1992, hal. 189.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hulkum Pidana Terhadap
Tindsk Pidans Ekonomi dan Tindak Pidana Lingkungan, Bahan Pe-
nataran Nasional Hukum Pidana Angkatan IV, Kerjasama Hukum
Indonesia-Belanda, Fakultas Hukum UNSOED, Purwokerto, 1990,

hal. ‘1.
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bagaimana telah digariskan di dalam alinea ke empat
Pembukasan UUD 1945, juga tidak terlepas dari perma-
salahan-permasalahan lingkungan ini.

Pembangunan telah membawa kemajuan vang besaf,
dengan tujuannya yaitu: meningkatkan kualitas fisik
dan non fisik manusia, meningkai&an kualitas 1ling-
kungan sosial, dan meningkatkan kualitas lingkungan
alam. Namun demikian pembangunan Jjugas menghasilkan
produk sampingan seperti limbah sampah dan buangan
baik dalam ujud padat, cair dan gas, yang lambat laun
akan merusak kelestarian alam, karena menurunnya
fungsi lingkungan hidup.

Pengaruh negatip berupa dampak vyang luas,
diusahakan untuk ditanggulangi dengan berbagai jalan,
d1 dalam ketentuan UU No. 4 Tahun 1982 dan undang-
undang sektoral tentang lingkungan hidup lainnya,
pemulihan keadsaszsn yang terganggu karena delik ling-
kungan adalah melaluil pemberian ganti kerudgian kepadsa
penderita, dan berupa membavar biava pemulihan atau
sanksi pidana penjara dan atau denda.

Penggunasan ;arana hukum pidana berikut sanksi
pidananya, atau disebut juga melalui kebijaskan hukum

pidana atau politik hukum pidana di dalam mengatasi

problem lingkungan ini, adalah bagian dari politik
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penegakan hukum. Sudarto pernah mengemukakan,s) bi-
lamana hukum p}dana hendaek digunekan, haruslah tetap
memperhatikan fungsi subsidernya, yvang artinya hukum
pidana hanyalah digunakan apabila upaya lain vang
telah ditempuh tidak menunjukkan hasil yang diharap-

kan. Bila dikaitkan dengan Undang-undang Lingkungan
Proy

Hidup HNo. 4 Tahun 1882, maka sarana lain itu adalah
sarang hukum perdata dan Hukum Administrasi.

Barda Nawawl Arief menvebutkan, pengertian ke-

L

bijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari
dua sudut, vaitu dari politik hukum dan dari po-

litik kriminal. Sudarto mengartikan Poiitik hukum

sebagai:g)

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-
peraturan vang baik sesuai dengan
keadaan dan situasi pada suatu waktu.

b. Xebijakan dari negara melaluil badan-
badan vang berwensang untuk me-
netapkan peraturan-peraturan yang di-
kehendakil vang diperkirakan bisa di-
gunakan untuk mengekspresikan apsa
.vang terkandung dalam nasyarakat un-
tuk megﬁapai apa vang dicita-
citakan. )

8.9

2.

Sudarto, di dalam Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung,
1983, dari hal. 30-32.

Ibid, hal.158

105 Sudarto, Hukimm Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Ter-

hadap Pembaharusn Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1883,
Hal. 93.
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Jadi, melaksanakan politik hukum pidana me-
nurut Sudarto berarti usaha untuk mewujudkan per-
aﬁuran perundang-undangan pidana vang sesuvai dengan
keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk mnasa-
masa vyang akan datang. Lebih lanjut dikatakannvysa,
apabila hukum pidana akan digunakaﬁ hendaknya dilihat
dalam hubungan keseluruhsn dengag. politik Kkriminal
atau Social Defence Planning yang Jjuga merupakan ba-
gian integral dari rencana pembangunén nasional.ll)

Berdasarkan pendapat Sudarto di atas, maka
pada hakikatnya penanggulangan kejahatan lingkungan
dengan hukum pidana bertujuan untuk mewujudkan kese-
jahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat.
Ini dilskukan dengan menarik pelaku kejahatan ling-
kungan ke pengadilan dengan menggunakan instrumen
pidana di dalam Pasal 22 UU No. 4,/1982 atau ketentuan
pidana dalam undang-undang sektoral mengenai ling-
kungan hidup. Akan tetapi untuk memperoleh hasil
vang diharapkan dari swatu undang-undang atau keten-
tuan pidana tidak terlepas dari proses pembentuk-
annya, atan sangat dipengaruhi oleh kebijakan 1legis-
latif.

Seperti dikataksn oleh Barda Nawawi Arief,

kebijakan hukum pidana meliputi tiga tahap penegakan

11 sudarto, op cit. hal.l04.
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hukum dimana diantara tahap yvang satu dengan vang

lainnya saling berkaitan yaitu :12)

a. tahar formulasi atau tahap legisla-
tif, wvaitu tahap perumusan atau
penyusunan peraturan perundangan pi-
dana oleh lembaga vang berwenang.

b. tahap aplikaszi atauw | juga disebut
dengan tahsap yudikatf? vaitu, tahap
pemberian pidana;

c. tahap ekzekusi atsu tahap adminis-
trasi, vaitu tahsp terakhir di dalam
kebijakan pidana.

Selanjutnya dikataksan, tahap formulasi adalah
tahap yang paling strategis di dalam penegakan hukum
pidana. Tahap ini sangat mempengaruhi dan menjadi
pedoman bagi kedua tahap berikutnya, serta sangat
menentukan di dalam pencapaian tujuan dari kebijakan
pidana sebagai usaha rasional dslam mengantisipasi
kejahatan (lingkungan) melalul sarsana penal.

Penggunaan ketentuan pidana di dalam penangan-
an masalah-masslah lingkungan hidup, hanyalah sehbagail

upava terakhir, namun seperti yang dikatakan oleh

Singgih (Jaksa Agung R.I.)13) penggunaan instrumen

12.) Lihat Barda Nawawi Arief dalsm Muladi dan Barda Nawawi Arief,

Teori-Teori dan EKebijakan Pidana, Edisi Revisi, Bandung, Alum-
ni, 1992, hal.173.

13 Harun M. Hussein, Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Pe-

negakan Hulwmnya, Bumi Aksara, Jakarta, 1893, hal. 171.
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pidana sebagai‘ultimun remedium atau senijata pamung-
kas untuk mengantisipasi perusakan dan pecemaran
lingkungaﬁ hidup sangatlah penting. Penggunaan pidana
sebagai =senjata pamungkss telah banvak dikritik.
Sehubungan dengan pentingnyva kebijakan hukum
pidana untuk mengantisipasai kejshsatan, H.L. Packer

)
menyebutkan:14)

The criminal sanction is at once
prime guarantor and prime threatener
of human freedom. Used providently
and humanely it is guarantor; used
indiscriminately and coercively, it
is threatener.

Pi dalam pernyataannya ini, Packer meng-
ingatkan bahwa, penggunaan hukum pidana sebagail ke-
bijakan di dalam penanggulangan kejahatan, disamping
dapat memberikan dampalk yang positif juga dapat ber-
dampak negatif. Berdampak positif apabilé penggunaan
hukum pidana itu memperhatikan segi-segi kemanusiaan
dan dilakukan secara cermat. Sebaliknya ia akan ber-
dampak negatif apabila di dalam pelaksansannya dila-
kukan dengan menyamaratakan dan dipaksakan.

Erat kaitannya dengsn pernyataan Packer ini
adalah apa vang dikemukakan oleh Muladi di dalam pi-
dato pengukuhannya sebagai Guru Besar, vaitu mengenai

14.% Herbert L. Packer, The Limits of The Criminal Sanction, Stan-
ford University Press, California, 1868, hsl. 366.
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kebljakan sanksi pidana dalam bidang hukum ekonomi.
Dikatakannya bahwa,15) di dalam mengelola masyarakat
moderen yang semakin kompleks, hukum pidana digunakan
sebagail sarana untuk meningkatkan rasa tanggung Jjawab
negara, yaitu melalui pendayagunaan secara maksimal
sanksi pidana untuk mendukung nggma hukum adminis-
trasi dalam berbagail hal dalam rangka "public wslfare
offenses”, akan tetapl pengdunaan sanksi pidana seba-
dai ultimum remedium, haruslah dilakukan dengen hati-
hati dan selektif.

Penegsakan hukum lingkungan di Indonesia mela-
lui sarana.hukum (sanksi) pidana dimulai dari diben-
tuknya Undang-undang Lingrungan Hidup No. 4,/1882
{(tahap formulasi). Di dalam UU No. 4/188Z2 terdapat
kebijakan hukum pidana yang diatur dalam ketentuan
Pasal 22. Selain memuat tentang Jjenis delik ling-
kungan, Pasal 22 tersebut sekaligus memuat tentang
sanksi pidananya.

Secara fungsionil bekerjanva hukum pidana da-
lam rangka menanggulangi kejahatan;s) dapat diliﬁat

melalui tiga fase yaitu, fase pengancaman pidana oleh

5. Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Hateriil Indonesia Di Hasa Da-
tang, Pidato Pengukuhan, Fakultas Hukum Universitas Dipone-
goro, Semarang, 1880, hal.8.

18.) Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian ter-
hadap Pembaharusn Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983,

hal. B2.
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pembentuk undang-undang, fase penijatuhan pidana oleh
hakim, dan fase pelaksanaan pidans oleh aparat ekse-
kusi pidana. Sehubungan dengan penegakan kebijakan
hukum pidana ini Barda Nawawi Arief mengatakan,17)
pendekatan rasional merupakan pendekatan yang se-
harusnya melekat pada setiap lan%&&h kebijakan.
Hetode Penelitian
1. Objek Penelitian
Ubiek atan %asaran dari penelitian ini adalah |ke-
Bijakan legislatif yang tertuang di dalam keten-
tuan-ketentuan pidana Undang-undang Nomor 4 tahun
1882 dan undang-undang sektnral lsinnya tentang
Lingkungan Hidup sebagai sarana untuk wmenanggu-
langi TPLH, dan kebijakan aplikasi (penerapan ke-
tentuan-ketentuan pidana) dalam usaha penanggu-
langan TPLH vang tertuang di dalam putusan-

putusan pengadilan berdasarkan peraturan per-

undangan lingkungan.

ol

Pendeksatan HMasalah
Permasalahan pokok dalam penelitian ini adsalah
masalah kebijakan legislatif khususnyva mengenail

kebijakan hukum pidana (sanksi pidana) di dalam

17.3 Barda Nawawi Arief, di dslam Muladi dan Barda HNawawi Arief,

Teori-Teori Dan Kebijaksn Pidana, Edisi Revisi, Alumni, Ban-
dung, 189Z, Hal. 164,
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perundang-undangan lingkungan hidup. Oleh karensa
itu, pendekatan utama terhadsp masalah ini adalah
pendekatan ”yuridis—normatif;. Untuk menunJjang
pendekatan yuridis normatif tersebut, diperlukan
pula pendekatan "yuridis empiris”, terutama untuk
melihat gambaran nyata di dalgm fase penerapan
kebijakan hukum pidana te;hadap penyelesaian
kasus-kasus lingkungan hidup.

Metode Pengumpulan Data
Apabila melihat tujuan dari penelitian ini maka,
data utama‘ di dalam penelitian ini adalah data
sekunder, baik data sekunder yang bersifat primer,
vaitu bahan perundang-undangan yang berkaitan
dengan lingkungan hidup, putussasn-putussn pengadil-
an tentang lingkungan hidup, maupun vyang bersi-
fat sekunder, yaitu diperocleh dari kajianl liters-
tur-literatur tentang lingkungan hidup. Selain
t'itu, juga diambil data primer sebagai data pendu-
kung, vang dilakukan melalul wawancara dengan
aparat penegak hukum di lokasi penelitian. Unﬁuk
memperoleh data tersebut, maka dilakukan dengan

menggunakan balk studi kepustaksan maupun stu-

di lapanganhn.



a. studi kepustakaan.
Sebagaimana dikaltakan oleh Ronny Hanitijo Soe-
mitre. mefode ini adalah untuk mencari dan men-
dapatkan konsepsi-kensepsi, teori-teori, pen-
dapat maupun pernemuan-penzmuan vang berhubungan
erat dengan polkok permaeazalaharn.
f 2
Datae kepustakaan ini dapat berupa: peraturan
oerundangan . karva i1lmiah para =arjana, <dan
lain-lain.8?
b, Studi lapangan.
Untuk mendapatikan data  pendukung guna meleng-
kapi informasi vang diperluksn di dalam men-
Jawab permagsalalan penelitian, dilakukan  tanva
L
Jawabh {(wawancara) dengan berbagsl aparaft peane-
gak hukum, beserta ahli hukuvw pidana dan  hukun
linghkungan.
4., Sampel dan Teknik Sampling
Fenelitian ini tidak bermakzud untuk meneliti  ke-
geluruhan populasi; aleh sehbeh itu perlv ditentu-
kan zampel. Populasi penelitian ini adalah kebi-
jakan 1egisgatif mengenai linghungsn hidup  sejak
tahun 1982, dan kasus-kasus linghkungan hidup  yang
diputus oleh pengadilan negeri di  Jawa, Adapun

1) Iormy Hanitijo Scemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Juri-
metri, Ghalia Indenesia, Jaksrta, 1990, nal. 98.



vang meniadi sampel di dalam penelitian ini adalah
putusan pengadilan negeri mengenai lingkungan hi-
dup di Jawa Barat (Pengadilan Negeri Bogor); Jawa
Tengah (Pengadilan Negeri Semarang), dan Jawa Ti-
mur (Pengadilan Negeri Sidoarijc). Hntuk meleﬁg—
kapi data mengenai penyelesaiﬁf nasalah lingkungan

~

hidup oleh pengadilan tersebut, maka juga dikum-

pulkan data empiris melazlni wawancara dengan be-

berapa orang dari aparat penegak hukum di ketiga
wilayah kerja pengadilan tersebut di atas, serta
data dari Walhi dan -ahli hukum pidana dan ling-
kungan, berdasarkan anggapan bahwa mereka mengeta-
hui dan menguasai wmasalah di dalam penelitian ini.
Analisis dan Penyajian Data

Penelitian ini bersifat analitis deskriptif norma-
tif, vaitu menggambarkan, menjelaskan dan mengana-
lisis gecara yuridis normatif data yang telah di~
percleh. Penjelasan terhadap data dilakukan dengan
menggunakan teori-teocri dan norma-norms hukum yvang
ada, baik terhadap data kepustakaan msaupun déta
dari lapangan. Di ssnping itue jduga tidak diabaikan
analisis ewmpiris terhadap data yvang didapat dari
lapangan, dikaitkan dengan kebijakan linghkungan
fiidup baik berupa perundang-undangan maupun kepu-
tusan pengadilan. Semua Data vang dipercleh dari
penelitian ini disajikan secara knalitatif, yaitu

dalam bentuk ursian~uraisn vang sistematis,



BAB II

TINJAUAN PUSTARA

A. PENGERTIAN DAR' RUANG LINGRUP HURUM LINGKUNGAN

1.

1.}

Pengertian Hukum Lingkungan
Tidaklah mudah untuk memberikan batasan
"
Fo
pengertian dari hukum lingkungan. Ini disebabkan

demikian luas aspek yang tercakup di dalamnva.
Fernyataan ini ternyata sejalan dengan apa vang

dikemukakan oleh Mac Andrews dan Chia Lin Sien:

The nature of environmental law is such that
the subject defies precies delineation. As =
simple working definition, we might say that
environmental law is that set of legal rules
addressed specifically to activities which
potentially affect the quality of the envi-
ronment, whether natural of manmade.

But it will be immediatelly apparent. that
even such a general definition raises a host
of subsidiary issues which, in some cases,
call for th? drawing or essentially arbi-
trary lines. )

Dari apa yang telah dikemukakan oleh He An-
drews dan Chia Lin Sien di atas, dapatlah diketa-
hui bahwa pengertian dari Hukum Lingkungan itu
adalah hukum vang mengatur segala aktivitas vang
secara potensisl mempengaruhi kualitas lingkung-
an baik lingkungan alam maupun lingkungan buatan.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa pengertian hukum

5iti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan Dan  Kebijaksanasn

Linghmngan Dalam Proses Pembangunan Hulun Nasional Indonesia,
Disertsasi, 1987, Hal.Z.
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lingkungan itu akan muncul atau ditentukan dari
kasus-kasus yang terjadi.

Selsain karena menvangkut aspek yang sangat
luas, kesulitan memberikan pengertian yang tegas
terhadap hukum lingkungan ini disebabkan juga ka-
rena hukum lingkungan menyangﬁgt,penetapan nilai-
nilai vyang sedang berlaku, dan diharapkan akan
tetap dapat diberlakukan untuk dimasa vyang akan
datang.

Hukunm Lingkungan adalah hukum yang mengatur
lingkungan. Pengertian sederhana ini tentunya su-
kar untuk difahami, tanpa terlebih dahulu memilah
kedua kata tersebut, hukum dan lingkungan.

Hukum islah segenap himpunan peraturan atau
kaedah-kaedah yang mengatur pergaulan hidup bersa-
ma, yang pelanggaran atasnya diancam dengan sank
si.2)

Pengertian lain yang diberikan tentang hukum
adalsah, =suatu pranata sosial yang berupa suatu
perangkat kaedah guna mengatur tingkah laku maﬁu—
sia demi untuk melindungi kepentingan antar manu-

sia secara tertib dan damai.3) Sedangkan Lingkung-

Harun M. Husein, Lingkingan Hidup. Masalah, Pengelolaan dan
Penegaksn Hulomnya, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, Hal. 35.

St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku IV: Global,
Binacipta, Bandung, 1980, Halb.



an diartikan sebadai semua benda, dava dan kondisi
termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku yang
terdapat dalam suatu ruang dimana manusia herada,
vang mempengaruhi kesejahteraan dan kelangsung-
an hidupnya dan jasad-jasad hidup lainnya.

Drupsteenl mengemukakan,ﬂ*hukum .lingkungan
adalah hukum vang berhubungan dengan lingkungan
alam dalam arti vang seluas~luasnya.4)

Hukum yang mengatur tatanan Linghkungsan, me-
rupakan pengertian yang diberikan oleh St Munadjat
Danusaputro, di dalam bukunya Publisistik dan Hu-
kum Lingkungan.S)

Hukum 1lingkungan sebagai peraﬁgkat norma
vang mengatur tindskan orang dalam kaitannya
dengan pengelolaan lingkungan hidup, adalah
pengertian vang diberikan oleh Hoestadji.s)

HMelihat beberapa pengertian yang telah di-

berikan oleh beberapa sarjana dan pakar lingkungan

sebagalimana disebutkan di atas, semuanya menunjuk

Koesnadi Hardjasocemantri, Hukum Tata Lingkhingan, edisi kelima,
cetakan kedelapan, Gadjah Mada University Press=, Yogvakarta,
1890, Hal. 14,

St. Munadiat Danusszputro, Seri: Hukum &  Lingkhongan  Hidup
No.3/HLH/1978 Publizistik dan Hukam Lingkungan, Litera, Ban-
cdung, 1978. Hal.B.

Moestadil dalam Linda F Duncan, Kumpulan Makalah dalam se-
rangkalan seminar Lingkungan vang diadakan di Semarang, Sura-
bayas dan Medan pads bulan Februari 1881, EMDI, 1991.
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kepada satu obyek yang sama, yaitu lingkungan hi-
dup, vang di dalamnya terkandung unsur-unsur ling-
kungan, vang berupa materi (termasuk di dalamnya
manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah, udara, dan
air), energi, ruang dan keadaan, yvang Kkesemuanya
terkait dalam satu pola hubun%Fn yvang erat dan
tépatur, serta merupakan suatﬁ# sistem interaksi
vang saling mempengaruhi, yang menurut penjelasan
Pasal 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1982 disebutkan
unsur-unsur ini meliputi lingkungan alam hayvati,
lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan
lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan
perikehidupan dan kesejshteraan manusia serta-
makhluk hidup lainnya. Dengan demikian dapatlah
dikatakan bahwa, keberadaan hukum lingkungan
adalah untuk menjaga agar hubungan antara kese-
mua unsur lingkungan tersebut dapat berlangsung
secara harmonis dan seimbang.

Sebagsaimana halnya dengan bidang-hidang
hukum lainnya, yaitu bertujuan mengatur keserﬁ—
sian kehidupgn bersama, maka demikian pula halnya
dengan Hukum Lingkungan akan mulail berfungsi
bilamana ada masalah vaitu berupa gangguan dan
ancaman terhadap lingkungan hidup, pengertian
lingkungan hidup itu sendiri adaiah sebagai beri-

kut ;
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Secara harfiah pengertian lingkungan hidup,
adalah suat& pengertian yvang terdiri dari dua suku
kata, vaitu lingkungan dan hidup.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesisa, ling-
kungan antara lain berarti; daerah (kawasan dan
sebagainya) yang termasuk di dalamnya; semua yang

A
mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan, se-
dangkan hidup berarti masih terus ada, bergerak,
dan bekerja ;ebagaimana restinya (tentang manusia,
binatang, tumbuhan, dan sebagainya).7)

Emil Salim menyatakan, secara umum ling-~
kungan hidup diartikan sebagai segala benda, kon-
disi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam
ruang vang kita tempati dan mempengaruhi hal vang
hidup termasuk kehidupsan manusia.B)

Menuruvt ST Munadjat Danusaputro, lingkungan
hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi,
termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya

vang terdapat dalam ruang dimana manusia berada

dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejah-

?') Tim Penvusun EKamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan EKebudayvaan, Ksmus Besar Bahass
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta : 1882. hal. 526, 306,

8. Emil Salim, Lingkungasn Hidup dan Pembangunan, Cetakan ke-8,
Matiara Sumber Widva, Jakarta : 1973, hsl. 34.
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Leraan manusia dan jasad-jasad hidup 1ainnya.9)
Otto Scvemarwoto di dalam salah satu pen-
jelasannya tentang lingkungan hidup menyebut-
kan: ...yang dimaksud dengan lingkungan suatu
organisme hidup ialah segala sesuatu di sekeliling
organisme itu vang berpengar%p pada kehidupan-
nya. 10’
Ehrlich et al tentang lingkungan hidup ini
menyebutkan
"For our purpose, the environment 1is
‘the unique skin of so0il, water, gase-
ous atmosphere, mineral nutrients,

and organisms that covers thif other-
wise undistinguished planet”. i

Scedjono, wmemberikan arti lingkungan hidup
sebagal lingkungan hidup fisik Jjasmani, vang
mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik
jasmani vang tevrdapat dalam alam. Lebih lanjut di-
katakannya di dalam pengertian ini, msaks manusisa,

hewan dan tumbuh-tumbuhan itu dilihat dan dianggap

9. Munadjat Danusapvtro, Hukum Lingkungan, Bukua I Usam, Bina
Cipta, Jakarta: 1881, hal. 67.

. Otto  Scemarwote, dalam Nursid Sumaatmadia, Studi  Lingkungan
Hidup, Alumni, Bandung : 1988, hal 25,

11 Bhrlich Et al, Haman Ecology dalam Nursid Sumaatmadja, Studi
Lingkungan Hidup, Alumni, Bandung: 1888, hal. 2Z5.
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sebagail perwujudan fisik Jjasmani belaka.lz)

F. Gunawan Suratmo di dalam merumuskan arti
lingkungan hidup menyebutkan, lLingkungan hidup
adalah segala sesuatu disekitar suatu objek vang
saling mempengaruhi, sehingga jika yang dimaksud-
kan lingkungan hidup manusia‘hmaka diartikannya
sebagail segala sesuatu di sekitar manusia dan sis-
tem hubungan, sedangkan jika veng dimaksudkan ada-
lah alam, maka berartl suatu kesatuan areal ter-
tentu dengan segala sesuatu yang berada dalam dan
sistem hubungan satu sama lainnya.la)

Sﬁmua benda, days dan Kkondisi vang terdepat
dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau
makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hi-
dupﬁya, adalah pengertian lingkungan hidup vang
diberikan oleh NHT. Siahaan. 14’

Berdasarkan Pasal 1 butir kesatu dari lUn-
dang-undang No. 4 Tahun 1882, lingkungan hidup
adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dava,
keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamn&a
manusia dan perilakunya, yesng mempengaruhi kelang-

12.) Soedjono, Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungsn Aki-
bat Industri, Alumni, Bandung: 18789, hal. 20.

139 y. Gunawan Suratmo, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta : 1890, hal. 3.

14.) NyT. Siahasn, Ekologi Pembangunen dan Hukum Tata Lingkungan,
Erlangda, Jakarta, 1987, hal.Z.
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sungan perikehidupan dan kesejahteraan manusisa
serta makhluk hidup lainnya.

Pengertian dasar lingkungan hidup ialsh,
semnus benda dan kondisi, termasuk manusia dan
tingkah 1lakunya yang ada dalam ruang yang kita
tempati yang mempengaruhi ke%gpgsungan kehidupan
dan kesejahteraan manusia dan Jasad-jasad hidup
lainnya, asdalah pengertian vang dirumuskan di da-
lam Seminar Segi-segi Hukum dan Pengelolaan Ling-
kungan Hidup, vang diselenggarakan oleh BPHN dalam
rangka kerja sama dengan Fakultas Hukum UNPAD
tanggal 25 - 27 Maret 1976 di Lembang Bandung.19)

Adanya bermacam-macam pengertian Jlingkungan
hidup tidak berarti bahwa terdapat berbsgail penaf-
siran vang berbeda, perbedaan hanva pada redaksi-
nva saja, yang timbul karena perbedaan latar bela-
kang disiplin iilmu . Dari beberapa pengertian
tentang lingkungan hidup di atas, semua penger-
tian tentang lingkungan hidup tersebut mengandung
di‘dalamnya unsur-unsur éebagai bterikut |

1. semua benda, berupa manusia, fauna dan

organiame, tanah, air, dan udara.

2. dafé (energi).

3. keadaan atau kondisi.

4, perilaku manusia.

15.) Harun M. Hussein, op. cit. hal.7.
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5. ruang, vyailtu wadah atau tempsat berbagail
komponen berads,
6. proses intersaksil stau disebut juga dengsan

Jaringan kehidupsan.

2. Ruang lingkup Hukum Lingkungan

Ruang lingkup hugum lingkungan akan sangat
ditentukan oleh ruang lingkup pengertian pengelo-
laan lingkungan hidup.ls) Dalam Pasal 1 ayat 2 Ul
No. 4 Tahun 1982 disebutkan, yang dimaksud dengan
péngelolaan lingkungan hidup adealsh: upays terpadu
dalam pemanfaatan , penataan, pemelihsraan, penga-
wssan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan
lingkungan hidup. Oleh karena itu dari beberapsa
komponen vyang terdapat di dalam lingkungan hidup
tersebut, maka hukum lingkungan sebagai instrumen-
tarium yuridis bagi pengaturan dan pengelolaan
lingkungan, meliputi berbagai aspek pula, sehinggs
ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan
oleh~ruang lingkup.pengelolaan lingkungsan itu sen-
diri, vyang oleh Drupsteen dibaginya atas, hukum
lingkungan pemerintahan17), hukum lingkungan ke-

perdataan, hukum lingkungan ketatanegaraan, dan

16.) ginda F Duncen, Loc cit.

Y7.0 paik yang berssal dari pemerintah pusat, pemerintahan daerah,
maupun vyang dibentuk oleh badan-badan internasional atau me-
lalui perjanjian dengsn negars lain.




34

lhukum lingkungsn kepidanaanla), dengan kata lain
pembagian ini berdasarkan pada pendekstan sistem
hukum. Disamping itu juga dapat didasarkan kepada
pendekatan sumberdaya atau pendekatan ekosistem,
sepertli yang dikemukakan oleh Koesnadi Hardjasoe-
mantri di bawah ini. PN

Di dalam perkembangan Hukum Lingkungan khu-
susnya di Indonesia, EKusnadi Hardjasoemantri me-
nyebutkan, pada perkembangannva yang terakhir,

hukum lingkungan meliputi aspek-aspek sebagai

berikut
1. Hukum Tata Lingkungan
2. Hukum Perlindungan Lingkungan
3. Hukum Kesehatan Lingkungan
4. Hukum Pencemaran Lingkungan (dslam kai-

tannya dengan misalnya pencemaran oleh
industri, dan sebagainya).

9. Hukum Lingkungan Transnasionzl Interna-
sional (dalam kaitannya dengan hubungan
antar negara)

6. Hukum Perselisihan Lingkungan (dalam
kaitannys dengan misalnya penyvelesaian
masalah _ ganti kerugian, dan seba-
gainya.lg)

Hukum Tata Linghungan mengatur penatsan lingkundan
guna mencapgi keselarasan hubungan antara manusia
dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik
mauvpun lingkungan hidup sosial budaya. Hukum Tats
Lingkungan ini meliputi tata ruang, tata guna ta-
18.5 Drupsteen dalam Koesnadi Hardjssoemantri, op. cit. hal.15.

199 1bid, hal.17.



nah, tata c¢ara peran serta masyarakat. tata cara
peningkatan upaya pelestarian kemampuan 1lingkung-
an, tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadar-
an masyarakat., tata cara perlindungan lingkungen,
tata cara ganti kerugian dan pemulihan lingkungan

serta penataan keterpaduan pen%ﬁlolaan linghkungan
£

. 20
hldup.&J’
Hukum Ferlindungan Limghkuangan. Lidsk mengensai
satu bidang  kebhijaksanaan., tetapi terdivi dari

berbagai peraturan perundang-undangan di bidang
rengelolaan lingkungan vang berkaitan dengan ling-
kungan biotis dan sampai batas tertentu juga deng-
an lingkungan anthropogen.21)

Hukum Kesehatan Lingkungan sdalah hukum vang
berhubungan dengan: kebijakan dibidang kesehatan
lingkungan, pemeliharaan kondisi air, tanah dan
udara, serta pencegahan kebisingan. Kesemusnya ini
cdlengan latar belakang perbuatan manusia yang dise-
laraskan dengan lingkungan.22’

Hukum Pencemaran Lingkungan adalah hukﬁm
vang berusaha untuk menanggulangi pencemaran-
pencemaran yang telsh timbul dan pula untuk mence-

gah pencemaran- pencemaran yang mungkin timbul,

20-) 1pid, Hal 18,
21.) Hardjasoemantri, loc cit.

22.) Thid, Hal. 15.



demi untuk melindungi dan melestarikan lingkungan

hidup.23)

Terjadinya pengaturan vang serupa ini dise-

babkan oleh di dalam pengelolsan lingkungan
berhadapan pula dengan hukum sebagai sarana

nuhan kepentingan, sehingga agas dasar ini
P

lingkungan dapat pula dibedsaksan atas:

a. hukum bencana;

b. hukum kesehatan lingkungan;

¢. hukum tentang sumber daya alam
atau konservasi;

d. hukum tentang pembagian pemakaian
ruang; _

¢. hukum perlindungan lingkungan.dq)

Berdasarkan pembagian ini, sebagian

materi hukum lingkungan sdalah meriapakan

administrasi negara, disamping juga mengandung

aspek hukum Perdata, Pidana, Pajak dan hukum

Lernasional.v

B. Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesisa

Sebagaimana diketahui, undang-undang adalah

landasan hukum bagi kebijakan pemerintah, dan

dang-undang merupakan sarana untuk mancapal tujuan

dari suatu kebijakan. MHengingat demikian lnasnya

23.) Spedjono D, op.cit. Hal. 30.

24.) giti Sundari Rangkuti, Op Cit, hal. 3.
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materi vyang diatur, maka kebijakan lingkungan di
Indonesia diatur di dalam beberapa bentuk per-
aturan perundang-undangan.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan
tersebut tidak hanya berbentuk undang-undang,
vaitu undang-undang induk danﬂyndang—undang sek-
toral saja, tetapi Juga peraturan perundangan
lingkungan lsainnya vang berbentuk lebih rendah
dari undang-undang, seperti peraturan pemerintah,
peraturan menteri dan seterusnya.

Sebenarnya apabila ditinjau dari segi perang-
kat perundangannya,perkembangan perundang-undangan
lingkungan di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga
periode, yakni
1. zaman Hindia Belanda.

peraturan / ordonansi yang penting di bidang

lingkungan hidup antara lain:

a. Peraturan Kehutanan tahun 1874;

b. Ordonansi gangguan Stb 1826 HNo 2286, kemu-
dian ditaﬁbah terakhir dengan ©Stb 1940
No 450;

c. Ordonansi Perlindungan satwa Stb 1931 No
134;

d. Peraturan tentang perburuan untuk Jawa dan
Madura Stb 18940 No 733;

e. Ordonansi Perlindungan Cagar Alam Stb 1841

No 147;
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f. Peraturan tentang Perairan Umum Stb 1836 No
4898 jo Stb 19489 No 88.

2. Zaman Jepang.
Osamu 5. Kanreil Homor B, tentang larangan mene-
bang pohon aghata, alba dan balsem tanpa izip
Gunseikan. X

3. Zaman Keﬁerdekaan.
Sampal dengan tahun 1878 terdapat 22 Undang-
undang dan ordonansi di bidang lingkungan hidup
vang telah diinventarisasi oleh Panitia Perumus
dan rencana Kerja bagi Pemerintah di bkidang
pengembangan 1ihgkungan Hidup dalam Himpunan
Peraturan Perundang-undangan di bidang Ling-
kungan Hfdup, vaitu di bidang kehutanan, peng-
airan, pertanian, pertambangan, perindustrian
dan kehewanan/perikanan.ZS) Produk undang-un-
dang nasional di bidang lingkungan hidup vang
dikeluarkan pada masa setelah kemerdekaan Re-
publik Indonesia dapat pula dibagi atas dua
priode yaitu; produk perundangan 1ingkunéan
sebelum tahun 1982, dan sesudahnya.

Seperti telah diketshui bahwa UU No. 4 Tabhun
1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan

Lingkungan Hidup, merupakan undang-undang payung

29.) Harun M. Husein, Op cit, hali 43.
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bagi seluruh undang-undang atap peraturan vyang
menvangkut masalah pengaturan dan rengelolaan
lingkungan hidup di Indonesia. Ini berarti, semua
undang-undang atau peraﬁuran di bidang lingkungan
bailt vyang telah ada sebelum diberlakukannya Un-
dang-undang No. 4 Tahun 1882 3¢aupun vang akan
dibuat haruslah mengacu dan berpatokan pada Un-
dang-undang No. 4 Tshun 1882 ini.
Peraturan dibidang lingkungan sebelum tahun
1982, antars lain
1. HUndang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Po-
kok~pokok Kesehatan (LN No. 131 - TLHN &0.

20681,

S

Undang-undang No. 2 Tahun 1960 ftentang FPer-
tambangan Minvak dan Gas Bumi (LN HNo. 133
Tahun 1960 - TLR No. 2147);

3. Undang-undang MNo. 2 Tahun 1961 tentang
Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit
Tanaman (TLN No. 21i47);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1961 tentang
Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum (LN No.
48 Tahun 1862 - TLN No. 2473);

5. undang-undang Nomor 31 Tahun 1864 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom (LN

No. 124 Tahun 1964 - TLN No. 272Z);

8. Undang-undang Nomor 22 Tabun 196€ tentang
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Hygiene (LN No. 22 Tahun 1868 - TLR 2804)

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1987 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (LN No.
8 Tahun 1867 - TLN No. 2833);

8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tertaﬁg
Ketentuan—ketentuaj Po%gk Peternakan dan
Kesehatan Hewan (LN NHo. 10 Tahun 1987 - TLN
No. 2824);

9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1887 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertaﬁbangan (LN
No. Z:Tahun 1887 - TLN No. 2831);

10. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang
Ketentuan-ketentuan Transmigrasi (LN Nomor
23 Tahun 1872 - TLN No. 2988);

11. Undang—undgng RI Nomor 11 Tahun 1874 tentang
Pengairan (LN No. 65 Tahun 1874 - TLN No.
3046).%25)

Adapun peraturan perundang-undangan tentang
lingkungan yang ada setelah diundangkannya UU No.
4 Tahun 1982, antara lain adalah sebagai berikut
1. Peraturan di bidang lingkungan yang berbentuk

undang-undang.

a. Undang-undang Nomor & Tahun 1983 tentang

Zona Ekonomi Eksklusif.

28.) Ibid Hal. 44.
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 1884 tentang
Perindustrian.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang
Perikanan. |

Undang-undang Nomor 16 Tahun 18835 tentang
Rumah Susun. N

Undang-undang Nomor. & Tahun 1880 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eko-
sistemnya.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1982 tentang

‘Penataan Ruangd.

Peraturan Pemerintah (PP).

a.

PP Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia. |

PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang Ferlindungan
Hutan.

PP Nomor 29 Tahun 1988 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan. _
PP Nomor 7 Tahunl1980 tentgng Hak Pengusaha
Hutan Tanaman Industri.

PP Nomor 20 Tahun 1890 tentang Pengendalian
Pencemaran Air.

PP Nomor 395 Tahun 1991 tentang sungai.

PP Nﬁmor 19 Tsahun 1994 tentang Fengelolaan

Limbsh B3 (Bahan Rerbsahaya dan Beracun).
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Keputusan Presiden (Kepres).

a. Kepres Nomor 23 tahun 18380 tentang Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan.

b. Kepres Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pengelo-
laan Kawasan Lindung.

c. Kepres Nomor 75 Tahun 1%23 tentang Fengelo-
laan Tata Ruang Nasional.

Surat Keputusan / Edaran Menteri Negara KLH.

a. Kepmen Negars KLH Republik Indonesia Nomor-
Kep-49/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penen-
tuan Dampak Penting.

b. Kepmen Negara ELH Republik Indonesia Kep-
S0/HMENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penentuan
Dampak Linghungan.

¢. Kepmen Negara KLH Republik Indonesia HNomor
Kep-51/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penyu-
sunan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Ling-
kungan.

d. Kepmen Negara Republik Indonesis Nomor
5Z/MENKLH/6/1987 tentang Batas Waktu Penfu—
sunan Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan

e. Kepmen Negars Republik Indonesia Nomor
53/MENKLH/&8/1887 tentang Pedoman Susunan
Keanggotaan dan Tata Kerjsa Komisi.

f. Kepmen Negara KLH Republik Indonesia HNomor

KEP-03/MENKLH/I1/1981 tentang Baku Mutu Lim-
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bah Cair Bagi Kegiastan Yang Sudah Ber-
operasi.

SE  HMenteri Negara KLH Republik Indonesisa
Nomor O03/5E/HMENKLH/8/1887 tentang Prosedur
Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Perusak-
an Lingkungan Hidup. A

Kepmen KLH Republik Indonesia MNomor Kep-
02/MENKLH/1,/1988 tentang Pedoman Penetapan

Baku Mutu Lingkungan.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia MNomor 8 Tahun 1888 tentang Pedoman

Teknis Tata Cara Analisis Mendenai Dampak Ling-

kungan Bagi Proyek-proyek PHA dan PMDN,

Keputusan Menteri Perindustrian.

a.

Kepmen Perindustrian Republik Indonesisza
Nomor 148/M/SK/4/1985 tentang Pengamanan
Bahan Beracun dan Berbahava Di Perusahaan
Industri.

Kepmen Perindustrian Republik Indonesia
Nomor 20/M/SK/I1/18986 tentang Lingkup Tugas
Departemen Perindustrian Dalam Pengendalian
Penceﬁaran Industri Terhadap Lingkungan Hi-
dup.

Kepmen Perindustrian Republik Indonesia
Nomor 134/M/SK/4/1988 tentang Pencedahan dan

Penanggulangan Pencemsaran sebagail Akibat
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Kegiatan Usaha Industri Terbadap Lingkungan
Hidup.

d. Kepmen Perindustrian Republik Indonesia
Nomor 135/M/5K/19888 tentang Pembentukan Ko-
misi gPusat Analisis Mengenai Dampalt Ling-
kungan Departemen Perin@xftrian.

Surat Keputusan Menterl Fertambangan dan Energi

Republik Indonesia Nomor 1158/7008/H.PE/1989

rentang Ketentusn Pelaksanaan Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Dalam Usaha Pertambangan dan

Energi.

Surat Keputusan Menteri RKehutanan Republik 1In-

donesis Nomor 500/Kbp-I11/1989 tentang Analisis

Mengenai DPampak lingkungan dan studi Evaluasi

Mengenai Dﬁmpak Lingkungan Pembangunan Kehutan-

an

Surat keputusan Menteri Pertanian Republik In-

donesia Nomor 362/Kpb/RC 410/6/19839 tentang

Kriteria jen}s Kegiatan di lingkungan sektor

pertanian yvyang wajib dilengkapi dengan Penﬁa—

jian informasi lingkungan (PIL) dan Penyajian

Evaluasi Lingkungan (FPEL)

Peraturan Menteri Pekeriaan Umum Republik Indo-

nesia Nomor 45/PKT/1990 tentang Pengendalian

Mutu Air Pada sumber-sumber air.

Surat Keputusan Bersama (SKB).'
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a. SKB Menteri Dalam Negeri, Henteri Kéhutanan
dan Menteri Pekerjaan Umum HNo. 18 Tahun
1984, No.059/Kpts-11/1984, No. 124/Kpts/1984
tentang Penanganan Konservasi Tanah Dalam
Rangka Penggunaan Daerah Aliran Sungal Pri-
pritas. . A

b. SKB Heﬁteri Pertambangan dan Energi dan Men-
teri ‘Kehutanan Nomor. 888 K/050/M.PE/1988
dan 429/Kpts-11/1988 tentang Pedoman Peng-
aturan Pelaksanaan lsaha Pertambangan dan
Energi dalam Kawasan hutan. Peraturan Men-
teri Pekerjaan Umum.

c. SKB Henteri Kehutanan, Henteri Pertanian,
dan Kepala Badan Pertanshan Nasional Nomor.
364/Kpts-11/80, No. b518/Kpts/HK 050/7/80,
dan No. 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pele-
pasan Kawasan hutan dan Pemberian Hak Guna
Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian.

12. Dan vperaturan lainnya, berupa peraturan vyang
lebih rendah kedudukannya, dan berlaku terba-
tss, seperti: peraturan pemerintah daerah, ke—
putusan Gubernur.

Dari beberaps ketentuan tentang perundang-
undangan di atas, beberapa diantaranya vaitu uy
| No. 5 Tahun 1980 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP No. 20 Tahun 1880
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‘“tentang Pengendalian Pencemaran Air, PP No. 29
Tahun 1986 twentang Andal, dan SKep.Men.KLH.02/1988
tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan
adalah merupakan beberapsa peraturan dari 18 bentuk
peraturan perundangan sebagai peraturan pelsksa-
naan untuk beberapa pasal UU 3ﬁx 4 Tahun 18982 vang
masih membutuhkan ketentuan perundangan lebih lan-
jut untuk dapat efektif.

Dengan demikian adanya keanekaragaman kebi-
jakan hukum di bidang linghkungan yvang tertuang ke
dalam berbagail produk perundang-undangan vang per-
nah berlaku dan yang masih tetap berlaku hinggs
sekarang, maka kebijakan hukum di bidang lingkung-
an di Indonesia secara garils besar dapat dilihat
dalam dus masa kebijakan masa sebelum tahun 1882,
vaitu sebelum adanya UU No. 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan kebijakan hukum lingkungan setelah tahun
1982. Seperti diketahui sebelum lahirnya Undang-
undang nomor 4 tahun 1882, telah ada produk
perundang-undangan yang berisikan kebijakan di
bidang lingkungan. Peraﬁuran—peraturan ter=zebut
adalah; perundang-undangan produk masa kolonial,
vang tentunya mengandung suatu kebijakan lingkung-
an vang berorientasi kepada kepentingan kolonial,

haik masa kolonial Belanda maupun masa pemerintah-
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an penjajah Jepang, dan produk zaman kémefdekaan
vang dapat pula dibagi atas masa sebelum tahun
1982, dan masa sesudahnya, dan peraturan yang ada
hubungannya dengan lingkungan seperti beberapa
pasal di dalam KUHP. Dari beberapa peraturan
mengenai lingkungan vyang telah ada sebelum lshir-
nya kebijakan induk mengenal 1fiékungan hidup (UU
No. 4 Tahun 1982), masih tetap berlaku berdasarkan
ketentuan Pasal 23 UU Nomor 4 Tahun 1882, sepan-

jang tidak bertentangan dengan UU Nomor 4 Tahun

1982 tersebut.

Kedudukan EKebijakan Hukum Pidana Dalam Xebijakan
Hukum Lingkungan.
1. Pengertian Kebijakan

Dari beberapa literatur dapat diketahui dan
dipahami arti kata kebijakan. Biasanys kata kebi-
jakan ini tidak berdiri sendiri, tetapi dizkuti
atau berhubungan dengan kata berikut, yang kemu-
dﬁan membentuk satu pengertian pula. seperti: ké-
bijakan kriminal, kebijakan hukum pidana, kebijak-
an pemerintah, kebijakan legislatif, dan sebagai-
nva. v

Dilihat dari sudut terminologinys, di dalam
Kamus Besar bahasa Indonesia halaman 115 kebijakan

antara lain diartikan sebagai rengkaian konsep dan
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asas vang menjadi garis besar dan dasar rencana
dalam pelakssnaan suatu pekerjaan, kepemimpinan,
dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organi-
sasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip,
atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen
dalam.usaha mencapal sasaran; %%ris haluan.2’?

Barda Nawawi Arief juga menggunakan 1stilab
kebijakan di dalam pembahasannya tentang kebijak-
an hukum pidana dan kebiiakan kriminal, vang me-
nurut beliau kata kebijakan ini antara lain meru-
pakan - terjemahan darl istilah FPolicy (Bahasa
Ingeris) atauw Folitiek dari (Bahasa Belanda)za)

Demikian pula Svotan Zanti Arbi dan Wayan
Ardhana menterjemahkan kata policy menjadi kebi-
jakan.zg) Henurut. Rocbert R. Mayer dan Ernest
Greenwood, policy dapat dirumuskan sebagai suatu
keputusan yang menggariskan cara vang paling efek
Lif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan
vang ditetapkan secara kolektif.30)

210 Tim Penyusun Ksms Fusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op Cit.
hal.115.

28.) papds Newawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukom Pidana,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986, hal.27?.

29.) parda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalsm Penanggulandan
Rejahatan Dengan Pidana Penjara, CV. Ananta, Semarangd, 1884,
Hal. 63.

30.) 1pid, Hal. 63.
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Policy selain dapat diartikan sebagai kebi-
jakan Jjugsa dapat diartikan dengan kebijaksana-

8!"!.31)

Pada umumnya penggunaan kata ini di dalam
kalangan administrasi negara mengandung arti pene-

tapan tujuan dan sarana.az)

A
Dari makna tersebut di atas, dapat dilihat bahwa
di dalam suatu kebijakan terkandung hal-hal seba-
gai berikut:

a. sugtu tujuan vang ingin diuvjudkan dalam
suatu orgénisasi, masyarakat;

b. di dalam suatu kebijakan terkandung =uatu
prinsip atau sistem nilal yang mendasari
atan menjadi pedoman dalam pengaturan
masyarakat, pemerintah, organisasi:

c. di dalam katé kebijakan juga mengandung
arti suatu cara untuk mencapai tujuan;

d. sarana untuk mencapail tujuan.

Jadi apabila kita mengaitkannya dengan kebijakan
hukum lingkungan di Indonesia maka, tersirat makha
bahwa kebijakan hukum lingkungan ini didasarkan
kepada suatu prinsip atau sistem nilail yang hidup

31.0 A.S. Hornby et all, Ramus Inggris-Indonesis Edisi Dwi Bahasa,
PT Bentars Antar Asia, Jakarta, 1884, Hal. 244.

32.) giti Sundari Rengkuti, Op Cit. hal. 5.
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dan diyakini yaitu prinsip masyarakat Indonesia,
ringkasnya dapat dikatakan hukum lingkungan Indo-
nesia adalah berisikan kebijékan (kebijaksanaan)
vang dibuat oleh penguasa vang berwenang di bidang
pengelolaan lingkungan, vang didasarkan kepada
prinsip (nilai) asli yang hidup di dalam masyara-

1
ra
kat Indonesia dan tertuang di dalam falsafah Bang-

sa Indonesia, Pancasila.S9)

Penanganan masalah lingkungan hidup dapat
dilakukan dengan berbagai kebijakan antara lain
melalui kebijakan hukum, baik melalui kebijakan
hukum perdata, kebijakan hukum Administrasi, dan
kebijakan hukum pidana yang sering dikenal sebagai
upaya terainr (ultimum remedium).

2. Kebija#an Hukum Lingkungan

Tanpa disadari sebenarnya masalah lingkungan
hidup telah lama menjadi momék bagi kelangsungan
kehidupan manusia di muka bumi, tetapi permasalah-
an ini baru menjadil topik bahasan di dalam dis-
kusi atau pertemuan-pertemuan ilmiah seteiah
manusia semakin sadar betapsa pentingnya arti pe-

lestarian lingkungan hidup psada masa kini dan wun-

tuk masa-masa vang akan datang.

33.% catatan dari peniilis .. . ‘
Untuk selanjutnya istilah "Kebijakan" digunakan sebagai ter-
demahsn Rata "Felicy'.

| OPT-PUSTAK-TATIY
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Pada awalnva issu mengenai lingkungan hidup
hanya menjadi pembahasan terbatas dikalangan para
timuwan. Baru setelah diadakannya konfrensi di
Stockholm tahun 1872 yvang dihadiri oleh wakil pe-
merintahan anggota-anggota PBBE issu ini beralih
menjacdi masalah pemerintahan. ﬁﬁmua negars di do-
nia mendganggap bahwa telah tecjadi gangguan pada
lLingkungan tempat manvsia berada, dan hampir
setiap negara berpendapat bahwa pemecahan dan
penaggulangén serta rendelolasn lingkungan hi-
dup harus dilskuksn dengan sangat serius. Pe-
lestarian dan pengelolagn lingkungan hidup mutlak
perlu dilaksanakan demi kelangsungan umat manu-
sia di muka bumi.

Meskipun kesepakatan telah dicapai tetapi
bagi kebany?kan negara berkembang masalah ling-
kungan ini dianggsp hanya' sebagai persoalan
negara~negara maju. Negara berkembang lebih meng-
anggap persoalan pembangunan memberantas kemiskin-
an lebih penting. Sehingga masalah lingkungan di-
lihat sebagai masalah vang terpisah dari pem-
bangunan.

Di dalam perkembangan selanjutnya ternyata
disadari bahwa pembangunan berjalan seiring dengan
semakin memburuknyva kondisi lingkungan, antara

lain sebagai akibat proses pembangunan itu sen-



diri. Muncullah kemudian konsep "Pembangunan ber-
kelanjutan.

Bagi Bangsa Indonesia, masalah lingkungan
hidup ini bukanlah merupakan masalah yang sederha-
na, sehingga pemerintah merasa perlu untuk me~

nangani secara nasional. Hal jini dikarenakan

1. Adanya kesadaran bahwa Indonesia
sudah menghadapi masalah lingkungan
vand cukup gawat.

2. keperluan untuk mewariskan kepsada
.generasi mendatang sumber-sumber
alam yang dapat diolah secara ber-
kesinambungan dsalam proses Jangka
panjang dan untuk tujuan pembangun-
an vang sedang giat-giatnya kita
laksanakan saat ini.

3. Sebab Idiil, kita ingin membangun
manusia Indonesia seutuhnya materi-
al dan spiritual berdasarkan Panca-
sils yang memuat ciri-ciri kesela-
rasan hubungan antar manusia, hu-
bungan manusia dengan alam, ?an
hubungan manusia dengan Tuhan.34

Selain alasan -alasan di atas, lahirnya UULH
No. 4 Tahun 1982 adalah merupakan realisasai dari
Repelita ke 1III Bab 7 tentang Sumber Alam dan
Lingkungan Hidup yang menunjuk perlunya undang-
undang vang mengatur tentang pokok-pokok pengelo-
laan lingkungan hidup. Undang-undang dan peraturan
di bidang lingkungan yvang telah ada kurang memuat
segi 1lingkungan hidup, tidak lagi dapat memenuhil
kebutuhan dengan semakin 'meningkatnya kesadaran

34.) Epil Salim, Op. Cit, hal 23-28.
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hukum dalam masyarakat, dimana kesadaran terhadap
lingkungan semakin meningkat, baik dikalangan pro-
dusen selaku perusak lingkungan potensial dan di-
kalangan konsumen selaku penderits kerusakan ling-
kungan potensial, serta dalam rangka menegakkan
landasan yang kokoh untuk tahap pembangunan ber-
lkutnya, ‘ -

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia,
sebenarnya bukanlah sesuatu vang baru, sebab bila
dilihat dari sudut perkembangan perundangan yang
mengatur, dapalt dibagi atas dua masa vyaitu masa
sebelum adanva Undang-undamng nomor 4 tshun 1882,
dan masa sesudahnya.

Dipand%ng dari sudut sifatnya, peraturan
perundangan yang mengatur aspek lingkungsn hidup
sampal dengan diterbitkannya Undang-undang No. 4
Tahun 1882 sebagian besar adalah produk hukum ko-
lonial yang bersifat sektoral, serta tidak ber-
rorientasi kepada penggunaan lingkungan di dalam
ketentuan kebijakan hukumnya.35> Sebagian besar
dari peraturan di bidang lingkungan tersebut, bg—
lumlah ditujukan untuk melinaungi lingkungan hidup
secara ﬁenyeluruh, namun hanya menjangkau aspek

39 Ipid, hal. 91.
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vang kecil saja dari berbagsai aspek lingkungan.
Sehubungan dengan pengaturan pengelolaan lingkung-
an hidup ini, dapat pula dibedakan antara hukum
lingkungan klasik dan hukum lingkungan moderen,
dimana hukum lingkungan moderen berorientasi kepa-
da lingkungan atau "environment-oriented law",

FH
sedangkan hukum lingkungan klasik berorientasi

"

kepada penggunaan lingkungan atau use oriented
law" . 362

Selain apa vang dikemukakan oleh Hunadjat
tersebut, dari sudut kebijakan vang terdapat di
dalam peraturan tersebut, dapat pula dibedakan
antara keduanva, sepertl vang dikemukakan oleh
Koesnadi Hardjascemantri; hukum lingkungan moderen
menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur
tindak perbuatan manusia dengan tujuan antuk me-
lindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan
mutunyva demi untuk menjamin kelestariannys agar
dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh
generasi sekarang maupun generasi-generasi menda;
tang. Sebaliknya hukum lingkungan klasik menetap-
kan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan ter-
utama sekali;untuk menjamin penggunaan dan eks-

ploitasi sumber-sumber dava dengan berbagai akal

dan kepandaian manusia guna mencapai hasil se-~

36.) Hardjasoemantri, Loc. Cit.
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maksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sSe-
singkat—singkatnya.37)

Melihat apa vang telah dikemukakan oleh ke-
dua pakar hukum lingkungan dengan masing-masing
ciri tersebut, hukum lingkungan produk kolonial
lebih merupakan hukum lingkun%gn klasik, sebab
peraturan-peraturan di bidang lingkungan produk
kolonial tersebut, juga bersifat sektoral, serba
kaku dan sukar berubah, dan tidak memuat pertim-
bangan lingkungan dalam keterntuan hukumnya seba-
gaimana juga’ telah disebutkan oleh $iti Sundari
Rangkuti.Ba)

Hukum lingkungan moderen yang berorientasi
kepada lingkungan, mempunvai sifat yang utuh me-
nyeluruh atau komprehensif-integral, selalu berada
dalam dinamika dengan sifat dan watait vang luwes.

Karena tuntufan hukuom lingkungan yang mo-
deren adalah yang memperhatikan pertimbangan ling-
kungan makas, menurut Mochtar Kusumaatmadja, sistem
pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh harus di—

terapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkung-

an hidup manusia secara tepat dan baik. Sistem

37.) Ipid, hal. 14.

38.) Rangkuti, loc cit.
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pendekatan ini telah melandasi perkembangén Hukum
Lingkungan di Indonesia.<%)

Di dalam perkembangan selanjutnya, ternyata
disadari bahwa pembangunan berjalan seiring dengan
semakin memburuknya kondisi lingkungan, antara
lain sebagai akibat proses peﬂbangunan itu sen-
diri. Muncullah kemudian konsep "Pembangunan
berkelanjutan”. '

3. Penegakan Hukum Lingkungan

Secara umum penegakan hnkum dapat diartikan
sebagal tindakan menerapkan perangkat sarana hukum
tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menja-
min pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan
tersebut, penegakan hukum lingkungan mempunyai tu-
juan akhir ketaatan terhadap ketentuan lingkungan
vang berlsku, yaitu suatu kondi=zi tercapainya dan

terpeliharanya ketentuan hukum lingkungan baik

vang berlaku secars umum, maupun yang berlaku se--

carsa individual,40)~sedaﬁgkan menurut Satjipto Ra-
hardjo, penegakan hukum adalah svatu proses unﬁuk
mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikir-
an-pikiran badan pembuat undang-undang yang diru-

muskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi

39.) Rusnadi Hardjasoemsntri, Op Cit. hal. 14.

40.

) Hoestadji, dalam Linds F Duncan, Op. Cit. hal. 3.



kenyataan.4l) Secars konsepsional, inti dan arti
penegakan hukum terletak pada kegiatan menverasi-
kan hubungan nilai-nilai yvang terjabarkan di dalam
kaedah-kaedah vang mantap dan mengejewantah dan
sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai
tahap akhir untuk menciptakan;hmemelihara dan mem-
pertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lan-
jut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum
mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mem-
punvai arti vang netral, sehingga dampak negatif
atsau positifnva terletak pada isi faktor-faktor
tersebut. Y¥aktor-faktor ini mempunyai hubungan
vang saling berkaitan dengan eratnya, sehinggda
merupakan esensi serta tolak.ukur dari efektivi-
tas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut
adalah :42)

1. hukum {(undang-undang).

2. penegak hukum, vakni fihak-fihak yang mem-

bentuk maupun menerapkan hukum.

aarans atan fasilitas vyang mendukung pe-

w

negakan hukum.

4. masyarakat, yvakni dimana hukum tersebut

diterapkan.

4. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Ban-
dung, Hal. 24.

42.) Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, PT. Raja Grafindo Persads, Jakarta, Hal. 3-5.
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dan faktor kebudayaan, vakni sebagai hasil
karva, cipta dan rass vang didasarkan padsa
karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Adanya faktor-faktor pendukung yang dapat

mempengaruhi penegakan hukum juga disebutkan ocleh

Harun M. Husein faktor—faktogatersebut adalah:43)
M

1.

2.

sarana hukum (peraturan hukum).

aparat penegak hukum.

fasilitas dan sarana.

kesadaran hukum masyvarakat terhadap 1ling-
kungan.

Faktor sosic politik, ekonomi, dan kultural.

Khususnyva dalam bidang hukum lingkungan,

untuk terwuindnya penegakan hulum lingkungan, maka

perlu

kungan, antarsa lain

cdiciptakan faktor kondusif di bidang 1ling-
44)

1. deregulasi Hukum Lingkungan.

2. Pembinaan kesamaan persepsi antar penegak hu~

kum .

[afS]

melengkapi sarana dan fasilitas.

4 . pémbinaan kesadaran hukum masvarakat.

FPenegakan hukum lingkungan di Indonesia,

terutama vang menyanghkut masalah pengaduan, pence-

430 Harun M. Husein, Op Cit. hal. 209-210.

44.) 1pid, Hal. 221-225.
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maran dan perusakan lingkungan hidup beserta
Proses peradilan masih banvalk menghadapi rintangan
vang tidak hanyva diakibatkan oleh faktor sarana
hukumnya (peraturan), namun Juga menyangkut masa-
lah manusianya (sebagaimana dikemukakan dalam pen-
dapat~pendapat diatas faktoih manusia merupakan
faktor yang paling dominan di dalam‘penegakan hu-
kum), sebab bagaimanapun baiknya suatu peraturan
hila vyang menjalankannya tidak baik maka tidak
akan ada artinya. Disamping itu kendals politis
dan sosial ikut pula mempengaruhi efektifitas pe-
negakan hukum lingkungan, padahsl hukum dan kon-
sistensi di dalam penegakannya memiliki pPeranan
vang sangat penting di dalam mencegah pencemsarsan

dan perusakannvs lingkungan.

Di dalam suaty negara vyang sedang mem-

‘bangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai aslat kon-

trol sosial atau sarana untuk menjags stabilitas

-”semata, akan tetapi Juga sebagai aiat untuk mels-

kukan pembsharuan atan perubahan di dalam suafu
masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscge
Pound (1870-1874) salsh Seorang tokoh Sosiological
Jurisprudence, hukum adalah as a tocl of sogial

engineering disamping as a tool of social
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1,45) oleh karena itu di dalam penegskan hu-

contro
kum lingkungan yang dikehendaki adalah penegakan
hukum vang tegas tetapi arif dan bijaksana dengan
menggunakan pendekatan vang komprehensif-integral
di délam rangka menunjang pelaksanaan dan berlan-
jutnya prosés pembangunan yégg berwawasan ling-
kungan.

Sejalan dengan pendapat Roscée Pound di
atas, Penegakan hukum yang tegas tetapi arif dan
bijaksana adalah, dikembalikan kepada fungsi hukum
vaitu : hukum (lingkungan) adalah sarana penunjang
pembangunan sekaligus sebagal pengawal dan penga-
man pelaksanaan pembangunan, sehingga antara hukum
lingkungan  'dan pembangunan bukanlah dua hal vang
saling berhadapan, tetapi keduanyva berjalan se-
iring di dalam proses pembangunan.

Michael Hager tentang fungsi hukum sebagail
sarana pembangunan menyebutkan, hukum mengabdi ke-
pada tiga bidang vaitu

1. Hukum Sebagai alat penertib (or-

desing). Yaitn, hukum dapat men-
ciptakan suatu kerangka bagi peng-
ambilan keputusan politik dan pe-
mecahan sengketa yang mungkin tim-

bul melalui suatu hukum acara yang
baik. Iapun dapat meletakkan suatu

45.) apdurrachmen, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Indcnesia,
Alumni, Bandung : 1979, hal. 19.
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dasar hukum (legitimacy) bagi
penggunan kerusakan.
Z. Hufum sebagai alat menjaga ke-

seimbangan (balancing). Yaitu, men-
Jaga keseimbangan dan keharmonisan

antara kepentingan negara/kepen-
tingan umum dan kepentingan per-
orangan.

3. Hukum sebagai katalisator. Yaitu,
membantu untuk memudahkan terjadi-
nya proses perubsahan melalui pem-
baruan hukum (Law Reform) dengan
bantuan tenagg §reavff di bidang
profesi hukum.'8
Hukum di dalam konsep pengelolaan lingkungan
hidup setidak-tidaknya berfungsi sebagai sarana
pencegahan pencemarsn dan perusakan sumber daya
alam (fungsi preventif), sarana pemulihan hak-hak
vang dilanggar, juga berfungsi sebagai saransa pe-
nangkal atau pembuat "jera" pelaku-pelaku poten-
sial, serta dapat berfungsi untuk memperkuat posi-
51 "tawar masyarakat”, dengan cara memberikan dan
menjamin hak-hak hukum, baik hak prosedural maupun
hak substansif.47)
Hukum Lingkungan sebagai sarana pengelolazan
lingkungan, merupakan pencerminan dari suastu kebi-
jakan lingkungan, secara Keseluruhan dapat dikata-—

kan berisikan; apa yang ingin dicapai, bagaimana

cara untuk mencapainya, dan sarana spa vang dapat

48.) Thid, hal. 21-22.

47.) Mas Achmad Santosa, Catatan Hukum “Masih Banyak Pekerjaan
Rimah Menegakkan Hukum Lingkungan”, Kompas, 16 November 1991.
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digunakan untuk mencapai tujuan vang diinginkan di
bidang lingkungan hidup, dengan menggunakan patok-
an asas-asas dan prinsip vang telah dipilih dan
ditetapkan. Oleh karena itu seperti dikatakan
oleh Harun M. Husein?8) penegakan hukum lingkungan
merupakan suatu mata rantai yiﬂg membentuk suatu
proses, vaitu proses penegakan hukum linglkungsn
vang memiliki corak tersendiri, vang sangat berbe-
da dengan proses penegakan hukum pada umumnya.,
4. Fungsi UU No4/1982 sebagai Undang-indang Payong
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1882 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup, vyang disanhkan pada tanggal 11 Maret 1982
sesuail dengan namanya hanya mengatur aspek-aspek
pokok dari pengelolaan lingkungan hidup saja,
pengaturan lebih laniut diatur di dalam peraturan
vang lebih rendah (peraturan pelaksanaannva).

UULH jini hanva berisikan dasar-dasar kebi-
dakan tentang linghkungan hidup, yaitu menjadi lan-
dasan hukum bagi keseluruhan kebijakan 1ingkungén
di Indonesia, seperti penyusunan peraturan pelak-
sanaan yang akan dibentuk oleh pembuat kebijakan.

Undang-undang ini berfungsi untuk menilai

dan menyesuaikan semna peraturan di bidang ling-

48.) Harun M. Husein, Op Cit. hal. 170.
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kungan hidup vang telah ada sebelumnya, sebagai
perwujudan dari Pasal 23, yang tetap memberlakukan
ketentuan-ketentuan yang telah ada sebelumnya se-
panjang undang-undang terdahulu itu tidak berten-
tangan dengan undang-undang nomor 4 tahun 1982
tersebut.
Py
Secara ringkas, dikatakan UULH ini berfungsi
untuk merangkum semusa peraturan perundangan ling-
kungan hidup ke dalam satu sistem hukum 1ihgkungan
Indonesia, agar merupakan satu rangkaian pengstur-
an pengelclaan lingkungan hidup yang sistematik,
haitk secara vertiksal maupun horizental, sinkron
dan koordinatif, untuk mencegah pengaturan yang
duplikatif maupun vyang bertentandgan satu sama
lainnya.
Pemikiran tentang perlunya undang-undang
yang bersifat payung, vang kemudian terwujud di
dalam undang-undang nomor 4 tahun 1982 dikarenakan
ciri dan sifat hukum lingkungan itu sendiri yailtu
bersifat insidental, komensalis, parsial dan sék—
toral, vang lebih mengarah kepada hukum lingkungan
klasik vang bersifat use—oriented.49)
1. bersifat Insidental (incidentsally profile)

lahirnya produk-peraturan tanpa direncanakan

/

49.) Thid, hal. 54-55.
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dalam jangka panjang, tetapi karena terdesak
keadaan yang sesegera mungkin harus diatasi
dengan perangkat peraturan.

2. bersifat Komensalis.
vaitu terdapatnya berbagai peraturan ling-
kungan (dalam pasal-pasal) yvang sekedar ter-
cantel dalam paket perundang-undangan yang
semata-mata bukan ditujukan untuk berkenaan
dengan mutu tata lingkungan.

3. bersifat Partial.

adanya tumpang tindih C&hplikasi) persturan

sebagai akibat adanva peraturan-peraturan

vang dibuat secara sendiri-sendiri oleh in-

stansi-instansi atau departemen-departemen,

seperti peraturan Menteri X missalnya melg-

rang, tetapi peraturan Menteri Y memboleh-
kan.

4. bersifat Sektoral atau Departemental .

Hal 1ini terjadi karena pelaksansan praktis
dari suatu kegiatan bermuara pada masing-
masing sektor atau departemen, selain itu
dapat terjadi karena msing-masing departemen
diberi wewenang teknis untuk menetapkan
peraturan-peraturan dalam kaitannya dengan
tugas masing-masing.

5. Perangkat jalsn pintas.

Sering terjadi di dalam praktik, dimana se-
harusnya secara substansial membutuhkan re-
gulasi vang lebih tinggi (undang-undang),
tetapi karens beberapa pertimbangan (mende-
saknya waktu, kebutuhan akan perangkat hukum
vang sangat mendesak, wmotivasi sosisl poli-
tik) maka dibuat dalam regulasi yang lebih
rendah dari undang-undang.

Dalam fungsinya sebagai undang-undang payung
(umbrella act), maka Undang-undang Lingkungan Hi-
dup Nomor 4 tahun 1882, menjadi landasan dan induk
bagi semua kebijakan di bidang lingkungan, sehing-

£a semua peraturan yang sudah ada maupun yang ke-

madian akan dibentuk, tidak boleh bertentangan



dengan UYULH. Dengan demikian maka bilamana terda-
pat peraturan di bidang lingkungan yang tidsk se-
jalan dengan UULH maka ketentuan tersebut tidak
dapat berlaku.

Banyaknysa peraturan di bidang lingkungan
hidup vang berdasarkan Pasal_ﬁ? UULH masih dimung-
kinkan berlaku sepanjsng tidak bertentangan dengan
UULH, apabila dikaitkan dengan terjadinyva kegiatan
pencemaran ataupun perusakan lingkungan (tindak
pidana lingkungan hidup), berhadapan pula dengan
beraneka ragamnya sanksi pidana éebagai akibat
beraneka ragamnya ancaman pidana yang terdapat
dalam berbagail peraturan di bidang lingkungan, ini
dipertegas lagi dengan kalimat yang terdapat di
dalam Pasal 22 UULH yang berbunyi; ... vang diatur
dalam undang-undang ini dan atau undang-undang
lain. Dengan kata lain fungsi umbrella act itu
melekat pula pada Pasal 22 UU No. 4/1982 yang me-
mouat tentang kebijakan sanksi pidans terhadap pe-
laku delik linghkungan hicdup. Ini berarti setiap
perbuatan vang dilakukan dengan sengajs menvebab-
kan rusak atau tercemarnya lingkungan, maupun per-
buatan yang karena kelalaian menyebabhkan terjadi-
nya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup,
tidak boleh diancam dengan ancaman pidana yang
lebih befat dari ancaman pidana vang terdapat da-

Lam Pasal 22 1] No. 4/14982.
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Tentang ide aturan pavung terhadap maksima-
lisasi ancaman pidana yvang tertuang di dalam Pasal
22 UU No. 4/1982 ini, Barda Nawawi Arief méngata—
kan:20)  Ide tersebmt tidak begitu jelas, apagah
hanva untuk memayungi maksimal ancaman pidana
terhadap delilk-delik perusakay dan pericemaran
lLingkungan atau Jjuga terhada; delik-delik lain
vang berhubungan dengan masalah lingkungan vyang
dimtur dalam undang-undang sektoral lainnya?.

5. Kebijakan Hukum Pidana sebagai Bagian Integral
dari Kebijakan Sosial

Berbic;ra mengenai kebijakan hukum pidana
tidaklah lengkap tanpa membicarakan tentang kebi-
jakan Lkriminal, vyang secara integral terkait
dengan kebijakan hukum pidana, sebab seperti dike-
tahui pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (pen-
al policy) tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan
kriminal c(eriminal pelicy), yaitu usaha rasional
untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal
itu sendiri adalah bagian dari kebijakan penegakan
hukum dalam arti luas (law enforcemenﬁ policy)
yvang Jjuga berindukkan kepada kebijakan sosial
(soecial policy), karena memang mexrupakan bagian-

90.) Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukime Pidana,
Alumni, Bandung, 1992, Hal. 200.
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vang integral dengan upaya perlindungan masvarakat

(social defence), yang pada akhirnya bermuara pada
satu tujuan yang utama yaitu usaha masyarakat
{negara) dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan
kesejahteraan masyarakat (social welfare}. Tujuan
politik kriminal tersebut antars lain adalah se-

perti dikemukakan di dalam “Svmmary report” dari

34th. International Training Course vang diseleng-

garakan oleh UNAFEI di Tokvo tahun 1973

Host of the group members agreed after discus-
sion that "protection of the society’ c¢ould be
accapted as the final goal of oriminal policy,
althought not the ultimate aim of society,
which might perhsaps be described by term like

"happiness of the citizens"”, "a wholesome and
cultgial living", "social welfare” or "equali-
ty” )

Kebijakan kriminal atau disebut juda dengan poli;
tik kriminal sebagai usaha rasicnal masysarakat
untuk menanggulangi kejahatan menurut BSudarto,
memiliki tiga macam pengertian yaitu, kebijakan
kriminal dalam arti sempit, arti luas, dan a;ti
vang paling luas. XKebijakan kriminal dalam arti
sempit adalah keseluruhan asas dan netode vang
menisdi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran
hukum yang berupa pidans. Kebijakan kriminal dalam

913 "Summsry report"” dart 34th. International Training Course, da-
lam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggu-
langan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Cv. Ananta, Semarand,
1994, hal. 34,
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arti luas, merupakan keselﬁruhan fungsi dari apa-
ratur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara
kerja dari pengadilan dan polisi, sedangkan kebi-
jakan kriminal dalam arti paling luas adalah ke-
seluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui pem-
bentukan undang-undang dan tindakan dari badan-
S

badan resmi, vang bertujuan untuk menegakkan
norma-norma sentral daril masyarakat.52) Dalam ke-
sempatén lain secara singkat politik kriminal di-
artikannya sebagai upaya untuk menanggulangi keja-
hatan dalam rangka mencapai tuljuan yvajtu perlin-
dungan dari kejahatan.ss)

Difinisi vang diberikan oleh Sudarto terse-
but disandarkan kepada apa vang dikemukakan oleh
Marc Ancel bahwa koncep “penal policy should be
held to mean the rational organization ofthe
contrel of crime by society %) lebih lanjut
dikatakahnya bahwa konsep ini merupakan pendapat

vang terakhir vang telah diterima dan diakui.

92.) gudarto, Kapita Selekta Hukom Pidana, 1981, Alumni, Bandung
Hal.113-114. Lihat juga dalam Sudarto, Hukum dan Hukum Pida-
na, Alumni, Bandung, 1883, Hal. 161.

93.) Ipid, 38.

%4. Mgre Ancel, Social Defence, A Modern Approach to Criminal
Problems, 1865, London, Routledge & Kegan Paul, Hal. 209.
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Bersandarkan kepada pendapat di atas, G.
Peter Hoefnagels menyebutksn “Criminal Policy 1is
the rational organization of the social resctlions
to crime“,55> disamping definisi tersebut dikemu-
kakannya pula bahwa criminal policy merupakan: ¢he
secience of responses; the sciigeelof crime preven-
tion;, a policy of designating human behavior as
crime; a rational total of the responses total ;f
tﬁe responses to crime.SB)

Keterkaitan yang erat antara politik krimin-
al dengan politik sosial, dapat dilihat dalam

skema sebagai berikut 27D

3.0 G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminolegy, 8n Inver—
sion of The Concept of Crime, Kluwer Deventer, Holland; 1873,
Hal. 57.

56.) Ihid, Hal. 57, 99, 100.

870 Huladi, Kapita Selekta Hukuam Pidana, Badan Penerbit Universi-
tas Diponegoro, Semarang, 18985, hal. 8.
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Dari skema di atas tergambar bahwa kebijakan
sosial sebagsai kebijakan umum terdiri dari kebi-
jakan dalam rangka untuk mensejahterakan masyara-
kat (social Weifa;e poliey), dan kebijakan per-
lindungan masyarakat dari kejahatan (social
defence policy).

Social Defence sebagai sslah satu tujuan utamsa
dari kebijakan kriminal disamping social Welfafe,
pernah pula disinggung oleh Harc Ancel di dalam
bukunva Sosial Defence, A Modern Approach to
Criminal Problems dengan menyebutkan salah satu

penafsiran dari social defence adalah; “the pro-
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+58)

... Penger-

dari laporan
oleh UNAFEI di

... 'protection

of the society" ecould be accepted as ithe final

goal of criminal policy, ..59}%

Rebijakan perlindungan masyarakat dari keja-

hatan, dituangkan di dalam kebijakan kriminal yang

di dalam usaha untuk mewujudkan tujuannvs menggu-

nakan alat atau sarana berupa Hukum Pidana (penal)

dan non penal.

Dengan demikian, kebiiakan penal dan non

penal adalah bagian dari kebijakan kriminal, di-

mana kebijiakan kriminal merupaksn bagian yvang ti-

dak terpisahkan dari upava perlindungan masyarakat

dan upays untuk mencapsai kKesejahteraan masyaralat,

vang kedua-dvanyva ini merupakan bagian dari kebi-

dakan sosial, Kebiiaskan sosial inilah vang kema-

dian termanifestasl di dalam perencanaan program-

program pembangunan yang secara keseluruhan terca-

kup di dalam kebijakan pembangunan

°8.0 Marc Ancel, Op.Cit. hal. 10

nasional.

03 Dikntip dari Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Rebijakan Hukum

Pidana, op cit, Hal. 3.
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Pentingnya sifat rasional dari setiap kebi-
iakan kriminal ditekankan pula oleh Hoefnagels
dengan menyvebutkan; sepanjang suatu kebijakan kri-
minal tidak bersifat rasional, maka tidak sesual
dengan pengertiannya sebagal "a rational total of
the responses to crime”.so) ﬁ@l yvang sama Jjuga
dikemukakan oleh Karl O. Christiansen: “the char-
acteristic of a rational eriminal poliey Iis
nothing more than the application of rational
methode“.sl)

Kebijakan Kkriminal memiliki hubungan Vvang
erat dengan politik sosial, sebab sebagali upavya
untuk menanggulangi kejahatan, pada hakikabtnya
merupakan bagian integral dari upava perlindungan
masyarakat (social defence), vang pada akhirnya
bertujuan vntuk mencapal kesejahteraan sosial
(social welfare).

Henggunakan'hukum pidana sebagal upaysa untuk
mengatasi problem sosial, dilakukan dengan tetap
memperhatikan fundsinya vang subsider, vaitu baru
digunakan bila upayva lain tidak membawa hasil vang
diharapkan. Selain itu harus pula dilihat dalam

BU.) ¢ p. Hoefnagels, Op. Cit. hal. 98

61.) Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebiiakan
Pidana Alumni, Bandung, 1982, hal. 94 .




hubungannya dengan keseluruhan kebijakan sosial,
sebab sebagai. suatu kebijakan penegakan hukun,
upaya ini termasgk di dalam bidang kebijakan so-
sial, sehingga secara ringkas dapat dikatakan bah-
wa kebijakan hukum pidanspun harus berorientasi
pada tujuan kebijakanksosial ggocial policy)..

Sudarto di dalam salah satu bukunya mengata-
kan, Jjika huvkum pidana hendak digunakan hendaknya
dilihat dalam hubungan keseluruhan dengan politik
kriminal atau "social defence policy"”, yang meru-
pakan. bagian integral dari rencana pembangunan
nasional.%2)

Ternyata mengutip apa yang dikatakan oleh
Muladi dan Bardas Nawawl Arief, memilih alternatip
menggunakan upaya hukum pidana sebagai penanggu-
langan kejahatan tidaklah sesederhana seperti yang
dikatakan oleh Herbert L. Packer, vaitu hanys me-
rupakan problem sosial vang mempunyai dimensi hu-
kum vang penting, tetapi juga merupskan masalah
kebijakan (the problem of policy). Sebagai masalah
kebijakan sudah barang tentu penggunaan hukum pi-

dana untuk mengatasi masalah sosial tidak dapat

B2.) sudarto, Hukum Dan Hukum Pidsna, Op. Cit. Hal. 104.
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dilakukan secara absolut, karena memang pada haki-
katnya tidak ada absolutisme di dalam ke-
bijakan .53
Sependapat dengan Muladi dsan Barda HNawawi
Arief bahwa tidak ada absolutisme dalam suatu ke-
bijakan tgrlihat dari apa vang dikemukakan oleh
sudarto. Menurut beliau politik hukum pidana da-
pat dilihat dari dus sudut, vaitu politik hukum
dan politik kriminal. Politik hukum adalah wusaha
untuk mewujudkan peraturan-peraturan vang baik
sesual dengan keadaan pada suatu saat,84) dan
werupakan kebijakan dari negara melalui badan-
badan berwenang untuk menctapkan peraturan-
peraturan yang dikehendaki vang diperkirakan bissa
digunakan untuk mengekspresikan apa vang terkan-
dung dalam masyarakat untuk mencapai vang dicita-
,citakan.85) Melaksanakan politik hukum pidana
berarti memilih alternatif perundang-undangan pi-
dana mana vang paling efektif untuk diwujudkan
(memenuhi syarat keadilan dan daya guna) vang se-

suai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu

3. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pida-
na, Alemni, Bandung, 1993, Hal., 149

4.9 sudarto, Hukom Dan Hukum Pidana, Op. Cit Hal. 159,

65.) Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Hasyarakat, Sinar Baru,
Bandung, 1983, Hal. 93.
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tertentu dan untuk masa mendatang.ss) Pendapat Su-
darto ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dike-
mukakan oleh Marc Ancel bahwa "penal policy, both
a science and art', yang tujuannya adalah untuk
nerungkinkan hukum positif dirumuskan secara labih
baik tidak hanya kepada pembuat undang-undang,
tetapi jugs kepada badan peradilan dan penyeleng;
gara administrasi lembaga pemasyarakatan di dalam
menjalankan putusan pengadilan.S?)

Tentang Politik atau kebijaksan hukuﬁ pidana
ini A Mulder berpendapat bahwa kebljakan hukun
pidana atau disebutnya dengan “Srtafrechispoli-
tiek” adalsh garis kebijakan untuk menentukan

a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana

vang berlaku perlu digubah atau diperba-
harui.

b. apa vyang daﬁat diperbusat untuk mencegah

terjadinys tindak pidana.

c. cara bagsimana penyidikan, penuntutan,

~ peradilan dan pelaksanaan pidana harus

*

66.) 1bid, hal. 93,

87.3 Marc Ancel, Op. Cit. Hal. 4-5.
" _to ensble the positive rules to be better formalated snd to
guide not only the legislator who has to draft criminal sta-
tutes, but the court by which they are applied and the prison
administration whick gives practical effect to the court’s
decision”.
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-dilaksanakan.eS’

Di dalam mengemukakan definisinya di atas A
Mulder bersandarkan kepada pernyataan Marc Ancel
bahwa tisp masyarakat vang terorganisir memiliki
sistem hukum pidana yang terdiril dari ;

a. peratu}an—peraturan hukam pidana dan sank-

sinya
b. suatu prosedur hukum pidana
c. suatu mekanisme pelaksanaan (pidana)sg)
Kebijakaﬁ hukum pidana sebagai bagian dari

kebijakan penegakan hukum vyang lebih luas, mne-
liputi dan merupakan perwujudan dari proses kebi-
jakan tiga tahap yaitu tahap penetapan kebijakan
(tahap formulasi atau leghislatif), tahap penerap-
an kebiiakan (tahap aplikasi), dan tahap pelaksa-
naan (tahap eksekusi).

Apabila dilihat dari keseluruhan proses ta-
hap penegaksn hukum pidana, tahap kebijakan legis-
latif merupakan tahap yang paling penting, sebab
pada tahap inilah dirumuskan konzep atau asas yang
menjadi garis besar dan dasar rencana di dalam
pelaksanaan suatu pekerjaan,‘sekaligus merupakan
landasan legalitas bagil dua_tahap berikutnya.

68.) pardas Nawawl Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukom Pidana, Op.
Cit. Hal. 28.

89.) 1pid, hal. 28.
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Barda Nawawi Arief menyebutnya sebagai tahap yang

paling strategis dari keseluruhan proses kebijak-

an untuk mengoperasionalisasikan sanksi pidana.TO)

Pada kesempatanrlain, Barda Barda Nawawi Arief me-

nyebutnya sebagai suatu keputusan dari pembuat

undang-uvndang mengenal perencanaan atay program
apa yang akan dilakukan dalam megghadapi problem
tertentu dan bagéimana cara melaksanakan program
tersebut.?l)

Dengan demikian Kebijakan legislatif Atau
disebut Jjuga seéagai kebijakan perundang-undangan
adalah langkah awal di dalam penanggulangan kKeja-
hatan yang Sacara fungsional dapat dilihat sebagal
bagian darl perencanaal dan mekanisme penanggu-
1angan kejahatan, yang dituangkan ke dalam per-
undang-undangan dan meliputi:

a. perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan
apa yang dilarang,

b. perencanaan/kebijakan tentang sanksi apa vang
dapat dikenakan terhadap pelakunva (baik berupa’
pidana stau tindakan),

c. perehcanaan/kebijakan tentang prosedur atau me-
kanisme sistem peradilan pidana dalam rangka

70.) parda Newswi Arief, Kebijaksn Legislatif Dalam Penanggulangan
Keiahatan Dengan Pidana Penjara, opcit, Hal. 3.

71.) parda nawewi Arief, op cit, hal. 83.
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penegakan hukum pidana.72)

% Sehubungan dengan kebijakan legislatif ini,
- La-Patra menyatakan bahwa sebagai bagian dari ke-
bijakan kriminal, "erime Policy"” dikatakan efektif
Jdika mampu mengurangi kejahatan, baik dalam arti
mencegah terjadinya kejahatan,_maupun mampn mela-
kukan perbailkan terhadap pelakﬁﬁkejahatan.73)
Henurut pendapat JE. Sahetapy, bahwa timbul-
nya suatuy kejahatan dapat Jjuga berasal dari
undang-undang vyang Xurang baik, dan daéat Juga
berasal dari pelaksanaan undang-undang yang tidak
konsekuen dan dari sikap penegak hukum 1itu sen-
diri. %)
Sejalan dengan pendapat JE. Sahetapy tersebut di
atas, Wolf Hiddendorf mengemukan bahwa untuk ef-
fektifnya peradilan pidana haruslah memenuhi tiga
Faktor vang saling berkaitan, yaitu
1. Adanya undang-undang vang balk (good leg-
islation).

2. Pelaksanaan vang cepat dan pasti (gquick

and certain enforcement).

72.) Mulsdi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pida-
na, Op. Cit. Hal.198, '

73.% Ipid, hal. 199.

74.) Ihid, hal. 200.
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3. Pemidanaan vyang layvak dan seragam. (mo-
derate and uniform sentencing}.75>

Dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pida-

na ini, Marc Ancel menyvatakan kebijakan hukum pi-

dana sebagai salah satu komponen dari “modern

oriminal science”fe>

adalahj;imu sekaligus seni
vang pada alhirnya mempunyai tuiunan praktis untuk
memunghkinkan peraturan hukum pidana positif diru-
mushkan gecara lebih baik dan untuk memberiken pe-
doman tidalk hanya kepada pembuast undang-undang,
tetapi juga kepada pengadilan vang menerapkan un-
dang-undang dan Juga kepada penyvelenggara atau
pelaksana putusan pengadilan.77)

Adapun kebijakan vang dimaksudkarn di dalam
penulisan ini adalah kebijakan legislatif, Ikhu-
susnys keputusan memilih alternatif menangani ma-

salah lingkungan hidup untuk mencapai tujuan vyang

dicita-citakan dengan menggunakan sarana hukum

pidana.

75.) ihid, hal. 200.

78.) “Yhe modern eriminal science” has in fact three essential com-
ponent: criminology, which studies the phenomenon of crime 1in
211 its aspects; criminal law, which is the explanation and
application of the positive rules uhereby society reacts
against the phenomenon of crime; finally, penal policy...",
Marc Ancel, op cit, hal.d.

7 Rarda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.
Cit. Hal.Z23.
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Kebijakan formulatif sebagai kebijakan vang
paling strategis merupakan proses yang sangat me-
nentukan di dalam menentukan ketiga persoalan ds-
sar hukum pidana ini, khususnya mengenai ‘masalah
pidana, vyaitu tentang konsep tujuan pemidanaan,
untuk mencari dasar pembenar{g dari pidana, agar
pidana dapat dilaksanakan déﬁgan lebih propor-
sional.

Di dalam kebijakan sosial Indonesia dalam
kaitannya dengan posisi kebijakan hukum pidana,
merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang in-
tegral dengan kebijakan sosial, yang dapat diarti-
kan sebagail segala usahs yang rasional untuk men-
capail kesejahteraan masyarakat, dimana di dalamnya
sekaligus tercakup perlindungan masyarakat.

Perlindungan masyarakat dan upaya mencipta-
kan kesejahteraan masyarakat adslah ide yang telsah
dijabarkan di dglam Undang-Undang Dasar 1945, yai-
tu dalam Pembukaan UUD 1945 yang berisikan tujuan
nasicnal negara Indonesia, antara 1lain melindunéi
segenap bang%a Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Pem-
bangunan adalah cara untuk mewujudkannya, dan
rencana pembangunan nasional tersusun dalam suatu
kebijakan yang dinamakan Garis-garis Besar Haluan

Negara (GBHN).
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6. Pendekatan Rasional dalam Kebijakan Hukum Pida-
na (Sanksi Pidana)

Hembicarakan tentang kebijakan untuk menggu-
nakan upay& hukum pidana sebagai upays penanggu-
langan tindak pidana atau kejahatan, sebenarnva
tidak terlepas darl tiga persqilan pokok di dalam
hukum pidana, vaitu tentané perbuatan yang di-
larang, orang yang melakukan perbuatan yang dila-
rang dan sanpksi apa yang diancamkan terhadap pela-
ku (orang)nya. Ketiganya 1imni Dberhubungan erat
dengan fungsi hukum pidana.78) Mengenai ketiga
masalah ini Packer merumuskannya sebagal “offence,
guilt and punishment“79)

Perbuatan vang dilarang atau secara umum
disebut juga sebagai tindak pidana atau kejahatan,
adalah masalah vang sudah sejak dulu selalu ads

disekitar kita dan senantiasa melekat pada tiap-

tiap pergaulan hidup bersama. Kejahatan merupakan

74.

,

Sudarto menyebutkan Hukum Pidana memiliki fungsi ganda ysakni
fungsi primer sebagal sarana penanggulangan kejahatan secara
rasional(garis bawah, pen.) atau sarana control sosial, dan
fungsi sekunder vaitu sebagai "policing the police” pengaturan
tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan
atan secara dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, op cit, hal. 158.

Herbert L. Packer, The Limits of The Criminal Sanction, Stan-
ford University Press, Standford California, 1888, Hal. 17.
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galah satu btentuk dari "perilaku menyimpang".B80?
Lebih lanjnt Saparinah Sadli mengatakan, perilaku
menyimpang itu merupakan suatu ancaman vyang nyata
atau ancaman terhadsp norma-norma sosial yang men-
dasari kehidupan atau keteraturan sosial: dapat
menimbulkan ketegangan—ketegagﬁan sosial; dan me-
rupakan ancaman rill atau poﬁensiil bagi herlang-
sungnya ketertiban sosial.®l? Benedict S. Alper
menyebutnya sebagail "the oldest social preoblem”,
kejahatan dalah problem sosial yang memiliki
rekor paling lama di dalam mendapat perhstian
dunia luas secars terus menerus.S2) Walaupun di-
kenal sebagai problem masyarakat yang paling tua,
namun untuk memberikan suatu batasan pengertian
vang benar-benar tepat bukanlah merupakan hal yang
nudah.

Pada .umumnya setiap orang sependapat bahwa
kejahatan vang di dalam bahasa Inggris disebut
dengan Crime, berarti perbuatan atau tindakan yang
merugikan, tidak terpuji dan tercela dan melanggar

norma-norma vang berlaku, seperti pembunuhan,

8u. Saparinah Sadli di dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-
Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1892, Hal. 148,

81.) thid, Hal. 148. .

82.) papds Nawawi Arief,Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan
Kejahatan Dengan Pidana Penjara, op cit, Hal. 11.
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penipuan, pencurian, dan lain-lain. Akan tetapi
tidak selalu setiap tindakan vang tidak terpuji
tersebut berkonotasi sebagai keiahatan, seperti
dikatakan oleh Sudarto, sebagai suastu fenomens so-
sial seringkali suatu tindakan tercela/jahat diar-
tikan berbeda. Penodongan adalﬁh kejahatan, tetapi
suatu permintaan "vang hangus” oleh seorang pega-

wai Bank kepada seorang nasaban demi kelancaran

urusan nasabah tersebut dianggap sebagai sesuatu
vang vm'rajeaar;aaj Untuk dapst membantu memahami dan
memberikan gambaran konkret tentang persoalan per-
tama di dalam bukum pidana ini maka - sebagail
kerangka acuan ada baiknya melihat pendapat dari

beberapa sarjana vang telah memberikan pengertian

} kejahatan tersebut, antara lain:

Soedjono mengatakan bahwa, setiap perbuatan
jahat di dalampyva selalu terkandung unsur merugi-
kan dan menjengkelkan.84)

Menurut Quinney,85) seorang sarjana hukum menggam-

barkan suatu kejahatan sebagail "any social harm

defined and punishable by law”. Lebih lanjut dika-

83.) gudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Op. Cit. Hal. 161.

B4.) soedjono D., Doktrin-Doktrin Rriminologi, Alumni, Bandung,
1973, hal. 3.

85.) Richard Quinney, Criminology, Analysis and Critigue of Crime
in America, Little, Brown and Compsny, Boston/Toronto, 18975,
hal. 129.
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|

Specitic Crimes
Bvery person commits & crime againts the environ-
ment who : (&) kinowingly and in express disvegard
of a statutory or regulatory duty, or (b) through
recklessness [dolus evantualis] or negligence, and
in violation of a statutory or regulatory duty,

(i) releases or dischardes a pollutant into the
environment,

{ (i1) operates a hazardous installation,
: (1i1) imporﬁs, exports, handles, transports,
- stores, treats or disposes of a toxic,
hazardous, or dangevrcus article, substance

or waste, or in any manner facilitates the
impart, export, internaticnal circulation,

i handling, trangport, storage, trestment, or
; disposal of such materials,

Civ) causes or ocontributes to serious injury  or
damaage Lo the environment, wheher local or
regional., or

(v supplies false material information or omits
ar conceals material required informstion,
or tampers with monitoring devices.

Dengan demikian, tugas kebiijakan hukum pidansa
dan sanksi pidana sebagail upava rasional masyaraksat
untuk melindungi lingkungan dari kejahatan ling-
kungan, dapat tercapail. Terutama dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, seperti vang

tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.
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PERWUJUDAN KEBIJAKANrﬂUKUH PIDANA DAR . PERMASALAHARN
HUKUHM DI DALAM PRAKTIE PERADILAN

Semenjak diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 1882
tanggal 11 Maret 1982, sampai dendan tahun 1985 vyang
berarti telah memasuki usianya yang ke 13 tahun, di
seluruh Indonesia ternyata hanyva terdapat dua belas
kasus lingkungan hidﬁp vang dibawa ke pengadilan,
masing-masing terdiri atas: satu kasus di lingkungan
peradilan tata usaha negara lima kasus lingkungan
hidup di lingkungan peradilan perdsata, dan enam
kasus lingkungan hidup di lingkungan peradilan pida-
na.21l)

Mengenai penegakan hukum terhadsp pencemaran
lingkungan ini, Kapolri Letjen Pol. Drs Dibyo Widodo
dalam keterangannva yang disampaikan pada Seminar
tentang pencemaran lingkungan yang diadakan oleh Ko-
wani bekerjasama dengan Universitas Bhayvangkara me-
nyebutkan bahws selama periode 1991-1996 Polri telah
menindak 104 kasus yang diantsranys limbah industri
dan  limbah rumah tangga. Dari jumlah tersebut 12
kasus telah divonis pengadilan, 23 kasus dikenai
sanksl administratit, 7 kasus dalam proses peradilan
pidana, 5 kasuf dalam proses gugnatan berdata, 3 kasus

dalam proses mediasi dan 54 kasus lainnva dalam pro-

210 Jawa Pos, 11 spril 1695, Hal. 3.



seﬁ%penyidikan.EZ)
| BiJa dilihat dari jumlah diatas, jJumlah ini
men@njukkan suatu gambavan yvang negatif hagl penedak-
arn anum lingkungan, yaitu sangst tidak sebandingnya
kasﬁs lingkungan vyang sampal ke pengadilan dengan
banyhknya kasus lingkungan yang terijadi, dan seiring
deng%n ini juga penindakan hukum terhadap pencemar
yang% kandas, hampir setiap hari terangkat kepermu-
kaané lewat pemberitsan mecdia massa, sehingga menim-
bulk%n pertanyaan apakah yang meniadi kendala di da-
lam ;enegakan hukum lingkungan tersebut ? Sebenarnya
perlindungan terhadap lingkungan hidup telah diatur
seca%a konkret di dalam ketentuan vang bersanksi hu-
kum.g Menurut catatan penulis kasus-kasus lingkungan
yangé sampal diproses di peradilan pidans dan telah
mempéroleh putusan pada tingkat pertama adalah
1. késus cenderawasih (PN Sorong, 1984; PT Jayapura,
1@85). Kasus ini merupakan kasus pidana lingkung-
aé pertama vang diajukén ke lembaga peradilan,
déngan memakal UU No. 4/1982 sebagai dasar penun-
tétan, sehinaga Jaksanya memperoleh hadiah Kalpa-
téru sebagai pembina lingkungan hidup tahun 19839,

2. kasus SGSidoarjo (PN Sidnardio, 1989; MA, 1988),

yéitu kasus pencemaran lingkungan karena limbsah

22,0 Harihn Suaras Merdeka, 12 September 19896, Hal. 9.
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tahu dan limbah ternak Babi di Sidoarjo. Kasus

ini merupakan kasus pidansa lingkungan pertamsa
vand sampai pada tahap KASASI.

2. kasus Macan Kumbang (FR Banyuwangi, 1889).

é 4. kasus Limbah Singapura (PN Tanjung Pinang, 1980>.
9. kasus reklamasi lahan btekas penambangan di Bogor
tahun 1993, diadili oleh Pengadilan Negeri Bogor.
8. kasus pencemaran Falj Tengah dan Kali Surabaya
vang baru saja diadili di Pengadilan Negeri sura-
bava tahun. 1995. Kasus lingkungan yYang terakhir
ini, disamping menuntut pelaka (petugas UPLnysa)
dengan pidana, jugs menarik perusahaan pencemar
secara bergama-sama, vaitu ada tiga pevusahaan
dengan  gugstan perdata, namun hingga tulisan ini
dibuat kasus perdatanva belum tuntas.
7. Rasus burung jalak 1893 41 Semarang dan_ diadili
cleh Pengadilan Negert Semarang.ga)
KéSus~k%sus lingkungan ini sebagian besar ter-
jadi di Jawa. Sesuai dengan obvek penelitian yaitu di
Jawas, maka kasus-kasus vang diangkat dan dipelajari
dalam penelitian ini serta data vang dibutuhkan

herkenaan dengan kasus tersebut, hanva diarahkan ke

23.) Dalam kasus nomor 7 ini, vang dilanggar bukan ketentuan dalam
Undang-undang No, 4/1982, tetapi pelanggaran terhadas salah
satu  undang-undang sektoral di bidang lingkungan hidup. (UU
Nomor 5/1980 yaitu UU tentang Kenservasi  Sumber Daya Alam
Hayati Dan Bkosistemnyad.
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tiga wilayah hukum pengadilan negeri di Jawa vang
mengadili beheraps diantara kasus-kasus ini.

Dari beberapa kasus vang telah divonis oleh
rengadilan  serta dicoba untulk dikajdi disini, nampak
adanva kesulitan bagi aparat penegak hukum lingkungan

v

dalam menafsirkan serts menerapkan peraturan ling~
kungan terhadap kasus konkret .

Adapun kasus-kasus lingkungan vang akan penulis coba
untuk menghksijinys lebih lanjut adalah :44)

1. Kasus pencemaran tingkungan yaitu kazus pabrik

tahu dan limbah bhabi di Sidoardiao, .
2. Kasus perusakan lingkungan vaitu kasus renlamasi

tanah di Bogor, dan

3. Kasus satwa langka (jalak putih) di Semarang.

Ad 1. Kasus Pencemaran lingkungan (Kasus limbah tahu

dan kotoran Babi)
Dalam kasus pencemaran vang dilzkukan oleh
pabrik tahu di Sidoardjo (atau lebih dikenal

dengan kasus Sidoardjo), nampak disini ketidak-

44 ToJuan penulis menganghkat ketiga kasus ini adalah untuk meli-
hat bagaimana saplikasi kebijakan hukum (sanksi) pidana di
dalam menyelesaikan delik-delik linghungan, serta kendals
kendala apa vang ada di dalsm penerapan  kebijakan-kehijakan
tersebut. Dipilihnya ketigs kasus tersebut didasarkan kepada
ketentuan Pasal 22 UU No. 4/1982, vang membagi delik lingkung-
an hidup atzg delik pencemsrsn lingkungan dan delik perusakan
lingkungan, serta menyvebutksan adanya keterkaitan dengan un-
dang-undang lain (undang-undang sektoral).
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siapan Jaksa Penuntut Umum dalam menvelesaikan
kasus tersekbut, sehingga Hakim vyvang mengadili
kasus ini memberikan putusan terdakws "lepas" dari
segala tuntutan hukum, (COntslag van recht vervolg-
g, Selanjutnva oleh Mahkamah Agung putusan
Fengadilan Negeri Sidoardio ini dibatalkan dan
terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 22
avat (Z) dari Undang-undang No. 4 tahun 1982
Adapun kasus posisinva adalah sebagai beri-
kut:
a. Terdakwn adalah Direktur PT. Sido Makmur dan
. Sido Mulve.
bh. Batwa antasra bulan Marst 1886 -~ 1988 di perusa-
haan PT Sidomakmur dan BT Sidomulyo vang terle-
Lak di desa Sidomulve, Kacawatan Krian, kabupa-~
ten Sidoario telah terjadi perbuatan vang
menvebabkan rusaknya lingkungan hidoup atau teg-~
cemarnva lLingkungan hidup.

Bahwa sebagai pengusaha PT Sidomakmur vang memn-

9

produksi  tahu membuang aiv limbahnva ke Kali
Surabava vang wmengandung BOD 3095, 4 mg/1. |
d. Bahwa sehngai pengosaha PT Sidomualyo vang beru-
pa peternakan babi membuang air limban kotoran

bahi ke Kali SBurabayva yang mengandung B0OD 48Z2,3

mg/1 dan GOD 1802.9 mg/l.



e, Kandungan limbah tersebut melebihi amhang batas
vang ditetardkan di dalan SK Gubernur Jawa Timur
Ne. 43718978, yaitu maksimum BOD 30 mgrsl, dan
Ccon 80 mg/sl.

- fF. Bahwa instalasi (septitank) yeng dibuat tidak
memenuhi daya tampung limbah kedua perusahaan
tersebul, =sehingga air limbash/kotoran meluber
keluar dan mengalir ke Kali Surabaya.

4. FPembuangan air limbah/keotoran kedua perusahaan
tersebut menyebablan menurunnya kualitas airp
Kali Surzbava dan air kekurangan oksigen,
sehingga selain menyebabkan mabinva kehidupan
di dalam air, Jjuga menjadikan air sungail sangat
sukar diolah meniadi aiv bersih sebagsl bahan
bakn air PDAM.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat dak-
waannva vang terdiri atas dua lapis valtu primer dan
subhasider menvatakan bahwa
Primer
FPerhuastan terdakwa sengaija membuang air limbah
menvehabkan menurunnya kualitas air kali Surabaya,
ddan menyebaksn air kekurangan Oksigen yang berakibat
natinyva kehidupan dalam air serta sangat sukar untuk
dinlah menjadi air bersih untuk PDAM, vang sangat
dibutuhkan oleh masyarakat Burabaya dan sekitarnys.

Melanggar Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 4

tahun 1882.
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SUBSIDAIR

Karena kelalalannyva telah menyebabkan rusaknyva ling-

kungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 22 ayat ¢ 2) Un-

dang-undang No. 4 tahun 1982.

Setelah melakukan pemeriksaan‘saksi—saksi, termasuk

seksl vang meringankan terdakwa, serta melakukan

peninjauan ke lokasi, maka majelis hakim Pengadilan

Negeri Sidoarjo, memutuskan

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan per-
huatan membuang limbah industri tahu ke Kali Sura-
hsya , tetapl perbuatan itu tidak merupsakan sustyo
tindak pidana , yakni tidak menyvebabkan tercemar-
nya lingkungsn hidup.

2. Menyatakan ‘ oleh karena itu - terdakwa  diputus
"lepag” dari segala tuntutan hukun.

3. Membebankan biaya perkara kepada negara.

4. Menetapkan shrat~surat vang diperkirakan sebagai

alat bukti tetap terlampir dalam berkas.

Terhadap putusan Majelis Hakim " lepas” Jdzri =egala
tuntutan hukum, jaksa penuntol umum mengajukan kasasi
ke Mshkamah Agung, dengan mengajukan keberatan-

keberatan sehagai berikut
1. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerap-
‘kan hukum tidak sebagaimana mestinya Pasal 253 (1)

a KUHAP,

oy PUSTAK DL
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Bahwa Maielis llakim salah mengartikan surat HNomor
503/1303/41534/88 tanggsl 15 Juii 1988 vang diaju-
kan sebagai alat bukti surat. Surat itu bukanlah
suralt izin untuk membuang limbah ke kali Surabaya,
tetapl adalah rekomendasi dari Bupati sehubungan
derngan permohonan terdakwa.

Bahwa perihal perbedaan hasil penelitian labora-

torium yang terdapat dalam perkara ini dijelashkan

bahwa

- Pemeriksaan -~ vang dilskukan oleh BTKL Pos Sura-
bhava adalah atas permintaan Penyvidik Khusus un-
tuk pembuktian dalam perkara ini, dimana ' sampel
air limbah menunjukkan BOD dan COD di atss am-
hang batss yang ditentukan.

- Pemeriksaan oleh BPPI Kanwil departemen FPerin-
dustrian Jawa Timur adalah sampel yang diambil
oleh karyawan terdakwa sendiri untuk laporan
haesil peninjauan bagi Departemen Perindustrian
sendiri.

maka Jelas tidak dapat diperbandingkan, karena

berbeda dalam waktu serta tata cara pengambilan.

Rahwa dapat dimengerti limbah itu tidak setiap

kali sama kadar BOD dan CODnya.

Pahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam membaca dan

memeriksa bukti.
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Setelah membaca serta mempelajiari putusan PN Sidoardo
dan keberatan-keberatan vang diajukan pemolion kasasi,
Mahkamah Agung dalam pertimbangannva, menyatakan
bahwa

- mengenal masalah pencemaran, adalah wewenang
Aparatur Tata Usaha Negara untuk menentukan Dba-
tas ksdar keamansn untuk masing-massing obvek
lingkungan vang harvus dilindungi.

- Walaupun secara individuasl membuang limbah mele-
bihi dari vang diperbolehkan arn sich memang baru
merupaksn perbuatan vang potensial dapat mence-
markan lingkungan, nanun hal ini btidak herlaku
dalam perkara ini, karena dalam perkara ini pe-
rusahaan terdakwa merupakan sastu dari sekian

bartyakt perusahaan vang membuang limhahnva ke

sungal, moka pembuangan limbah vang melebihi
amhang batas harus dianggap mencemarkan sir

sungai .

Betelah ada peringatan-paringatan dari vang ber-
wenang, sudah adn usaha dari bterdokwa untuk mem-
perhaikil cara-cars pembuangan limbah, maka he-
sengajaan daril terdakwa tidak terbnkbti, sshingga
terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer. Tetapi
berdasarkan surat-surat dan saksi-saksi vang
telah diperiksa dalam persidangan, terdakwa di-

nyatakan telah terbukti lalai memenuhi syarat-
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syarat pembuangan limbah yang baik.
memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan.me—
ringankan, maka
Maielis Hakim vang memeriksa perkara pada tingkat
kasasi melalul putusan Reg. No. 147¢ K/Pid/19839 ne-
mutushkan

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo;
No. 122/P1d/B/1988/PN.

7. HMembebaskan terdakws dari dakwaan primer

3, Henghukdm terdakwa pidana kurungan selama 3
(tiga) bulan, tidak usah dijalankan kecuali da-
lam tempo 6 (enam) bulan terakhir terdakwa me-
lakukan tindak pidana.

4, Pidana Denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupi-
ah). Bila +tidak dibayar diganti dengan kurung-
an selama 3 (tiga) bulan.

5. Membavar biaya perkara pada Pengadilan Negeri
Rp. 2.500 <(Dua ribu lima ratus rupiah), dan
pada Tingkat Kasasi Rp. 2.500 (Dua ribu 1lima

ratus rupiah).

Analisis Terhadap Putusan Hakim.

Analisis terhadap putusan Hakim akan didasarkan
kepada :° hkedua mmssalah sentral di dalam suatu KkKebi-
iakan hukum pidana, yaitu tentang perbuatan vang

dapat dikstegorikan sebagsi perbuatan pidana, dan
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kebijakan pidana beserta pemidanaannya vyang berorien-
tasi kepada suatu kebijakan yvang rasional.

Mengamati Putusan PN Sidoardio, ini sangat me-
narik, hal ini disebabkan orangd yang paeda awalnya
dituduh sebagai pelaku/yang bertanggungiawab terha-
dap pencemaran kali Surabaya ternyata sanma sekali
dilepaskan dari tuntutan hukum karena adanva keragu-
raguan Hakim, séperti tampak dalam pertimbangan pu-
tusannya. Namén sebelum menganalisis putusan Hakim
baik pada tingkat Pengadilan Negeri maupun di Tingkat
Mahkamah Agung, ada baiknya melihat kembali beberapa
faktor vang menyebabkan lemahnva tuntutan Jaksa se-
hingga terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.

03 dalam Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat
(%) U No. 4 Tahun 18382, disebutkan adanya suatu per-
huatan vang dé;at mengakibathan pencemaran lingkungan
cdan perusakan lingkundan. Dikategorikan selragail
akibat dari suatu perbuatan yang disebut kejahatan
bila dilakukan dengan sengaja, dan pelanggaran bila
dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan. Untuk
dapat menunjukkan secara jelas perbedaan keduanva ini
maka. di dalam Pasal 22 tersebut secara jelas terda-
pat unsur-unsur sebagal berikut:

s Pasal 22 ayat (1) UU No. 4/1882

1. Dengan Sengajsa

2. Melakukan perbuatan yang menvebabkan ru-



saknya lingkungan hidup astau tercemarnya
lingkungan hidup.

Pasal 2Z ayvat (2) Ul Ho. 4/1982

1. Karena kelalaiannya

Z. Melakukan perbuatan yvang menyebabkan ru-
saknys linghkhungan hidup atan tercemarnya
lingkungan hidup.

Pasgal 1 butir ke 7 UU No. 4/1882 (terce-

marnya lingkungan?

1. mésuk atau dimasukkannya maknluk hidup,
zat, energi, dan atau komponen lainnya ke
dalam lingkungan (di. dalam penjelasan
pasal 1 butir ke 7 ini komponen lainnva
mencakup informasi) dan atau;

2. berubahnya tatanan linghkungan (menurut
penjielasan pasal 1 butir ke 7, tatanan
lingkungan adalahb susunan komponen ling-
kungan secara alemiah atau hasil upaya
‘manusiaj;

3. unsur (a) dan (b) itu dilakukan oleh ke~
giztan manusia atau oleh proses alam;

4. mengakibathan kualitas lingkungan turun
sampali ke‘tingkat tertentu vang menyebab-
kan lingkungan mendacdi kurang atau tidak
dapat berfungsi lagi sesuai dengan perun-

tukhannvsa.
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Rerdasarkan sejarah, vang dapat dijadikan sub-
vek dalam tindal; pidans hanvalah "Manusia" saja, se-
dangkan di luar manusia bukan merupakan subvek &ari
Findak pidana. Hal ini nampak dari perumusan kata-
kata "Barang siapa”, tetapi pengertian inil lama kela-
maan berubah sesuai dengan keadsan Jaman.

Bila dihubungkan dengan Undang-undang Nowor 4
fahun 1982, bahws pengertian “orang” ftelah diperiu-
asg. Hal ini membawa sustu konsekoensi dari  penerspan
Fasal 22 vang mengatur tentang ketentuan pidana, SE-
hingda dapat disimpulkan bahwa subyvek dalam ketentuén
vang berhubungsn dengan masalah lingkungan hidup vang
telak diatur dalam Undang-undang Nomnr 4 Tahun 18982
il t.idak saj; manusia, Lapi dapat  Jduga  Dberbentuk
Badan Hukum. Ketentnan ini dapat kita bhaca dari pen-
Selasan Pasal B avat (1) Undang-undang Nomor 4  Tahun
1987, vang menyatakan sebagail berihkut:

" Yang dimaksud dengan orang sdalah mrgng se-

orang, kelompok orang atau badan hukum

Ni dalam kasus ini. pelakunva adalah DBambang
Gunawan alias Oei Ling Gwat, direktur PT Sido  Makmur
dan PT Sido Mulyo. Unsur kedua "dengan sengaja’ atan
"Lkarena kelalaiannva', dalam hal ini membuang limbah
Lahu dan kotoran ternak Babi ke Kalil Surabaya.

Kesulitan timbul di dalam membuktikan unsur

pertama dan kedua, serta hubungan kausalitss antara
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kedua unsur tersebut, dimana ﬁaksa harus membuktilan
bahwa pencemaran kali Surzbaya semata-mata dikarena-
kan perbuatan terdakwa membuang limbah perusahaannya
ke kali tersebut.

Limbah vang menyebabkan tercemarnya kali Sura-
bava, setelah melalui keterangan saksi ahli dan pe-
meriksaan laborateorium ternyata tidak dapabt dipasti-
kan berasal dari limbah pabrik tahu dan limbah kotor-
an ternak. Para saksi tidak dapat memastikan bahwa
pencemaran itu timbul sebagai akibat pembuangan lim-
hah oleh perusahaan terdakwa, sebab disepanjang kali
terdapat pabrik-pabrik lain vang Jjuga membuang lim-
béhnya ke kali Surabava.

Adanya dua keterangan tentang ambang batas vang
berasai dari dua pemeriksaan (lahocratorium) dengan
hasi) vang berbeda, yaitu yang pengambilan sampelnya
dilakukan oleh pegawai terdakwa untuk diperiksa
oleh BPPI Kanwil Perindustrian (dengan menggunakan SK
Gubernur Jatim No. 41371987 sebagai dasar hukum?.
Serta pemeriksaan oleh BTKL Pos Surabayva, atas per-
mintaan penvidik. Menunjukkan BOD dan COD berada pada
lewat ambang ba?as (dengan mendasarkan pada SK Guber-
nur Jatim No. 414/1987), Penggunaan dua laboratorium
vang berbeda ini dengan waktu dan tata cara yang
herberda Jjuga sebagai penyvebab lemahnys tuntutan pe-

runtut woum.
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‘Dengan demikian, ternyata tidak semua unsiat
delik linghungan terbukti, terutama dalam menetapkan
adanva hubungsan kausalitas antara pencemaran dengan
pembuangan limbah ke kali Surabava.

Lemahnva posisi tuntutan terhadap terdakwa Juga

terlihat dalam wmenetapkan jumlah ambang batas BOD dan
COD . enuntut umum menggunakan Surat Keputusan Guber-
e GJdawa Timor No, 413/1887 sebagal dassr  tuntutan.
Ternyatsa., SK Ho.® 413/198Y sudah diganti dengan Surat
Keputusan OGubernur Jawa Timur No. 41471887, tentang
renggolongan dan Baku Mutu aAir Liwmbah di Jawa Timuar.
“elain itu, pelanggaran terhadap SK Gubernur tersebut
bidak identik dengan perbuatan pidana sebagaimana
diastur dalam Pasal 22 UU No. 4/1882.
Adanva beberapa hal diatas, mengakibatkan adanya ke~
raguan Hakim di dalam mengadili, mengskibathan Hakim
menvatakan terdakwa diputus “lepas” dari segala tun-
rutan hukum (ontslag van rechts vervolgingl.

Adanva pntusan hakim yvang demikian ini, dikare-
nmkan  hakim menyimpulkan bahwa berdasarkan pemerik-
aaan  saksi ahli (dari PDAM  Surabava) tidak dapat
memastiksn bahwa pencemaran di kali Surabaya adalah
semata-mata sebagail akibat perbuatan terdakwa (mem-
buang limbah industrinva ke kali Surabava).

Mahkamah Agung melalui putusannya HNomor 1478

K/Fid/1989, telah membatalkan putusan Pengadilan Ne-
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geri Sidoardic Nomor 122/Pid/1988/PN.3da, serta

nenghukum  terdakws dengan pidana kurungan 3 bulan,

dengan percobaan selama 6 bulan, ditambah denda se-
hanyvak Rp. 1.000.000,-(satu liuta rupiah).

Mahkamah Agung dapat menerima hampir kese-
luruhan keberatan kasasi vang diajukan oleh penuntut
LI . Dari putusan Mahkamah Agung dengan pertimbang—
apn hukumnya, antara lain dapat dicatat:

Mahkamah Agung hanya memperhatikan, mempercayal,
dan menerima slat bukti vang diajukan oléh penuri-
tut umum mengenai hasil pemeriksaan laboratorium
vang dilakukan oleh BTKL.

. Mahkamah Agung berpendapal bahwa terdakwa felah
terbukti lalai di dalam memennhi syarat-syarat
pembuangan limbah yang halk.

- Tentang masslah pencemaran Mahkamah Agung berpcn-
dapat ; Standar kadar limbah vang diperbolehkan
anink  dibuang ke dalam air, adalah wewenang Apa-
ratur Tata Usaha Nedara berdasarkan keahlian tek-
nisnya untuk wenetapkan kadar BOD dan COD terten;
tu. |
Tentang tata cara pengambilan sampel, yaitu pada
titik terakhir dari saluran pembuangan vang menuja
ke Kali, vang dilakukan oleh petugas BTKL.

~  Mahkamah Agung Jjuda telah ﬁenetaphan kaedah ten-

tang perbustan pencemaran lingkungan vaitu; per--

i
i
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buatan {Lerdakwas/perusaohaannyn) telah memnbiang
limbhah industri melampsul ambang batas vang diper-
baolehikan senineEen menvebabkan pencemaran ling-
kangan . s

- fehingga  meskipun terdakwa tidak  sendivian  mem-~
buang limbahnys ke dalam Kali Burabava (banyak
perusahaan Lain vang melakulan hal -serupa) wmaka
pembuangan limbah yang melampaui ambang batas yang
diperholehkan harus  disngdap mencemarkan Kali
Surabava.

“epara sepintas, hila melihat sanderan hukum
vang digunakan oleh Jaksa/s/pepuntnt umam dalam kasus
Sideardio  ini., adalah melanggar SK  Gubernur Jawa
timur No. 413/1987 (yang telah digantikan oleh SK
GQubernur Jatim No.414/1987). Pelanggaran SK  Gubernur
ini bukanlah perbuatan pidans seperti dimaksud uleh
Pasal 22 UU No. 4/1882, hanva merﬁpaken pelanggaran
Administratif saja. Tetapi, jika dilihat akibat vang
ditimbulkan, serta dengan adanya penetapan kaedah
perbuatan pencemaran/perusakan lingkungan melalui
putusan Mahkamal Agung terhadap kasus ini, maka tidak
ada keraguan lagi untuk mengatakan, bahwa perbuatan
rerdakws tergnlong sebagai perbuatan pidana seperti
vang dimaksudkan oleh Pasal 22 Undang-undang No.4

tahun 1982.




Euntusan PN. Sidoardjo, vang melepas terdakwa
dsri segala tuntutan hukum, bila ditinjau dari sudnt
penggunann kebijakan (hukum) pidana untuk tujuan pre-
ventiv., sama sekali tidak wmengena. Hal inil akan nem-
uat calon-calon pelaku potensial pencemaran  lainnya
tidak akan takut untuk membuat hal vang gserupa.

Sebagaimana diketahui setiap pérusahaan/pabrik
diwadiibkan untuk memiliki Unit Pengolahan LLimbah vyang
nemenuhi standar yang telah ditentukan. Untuk pem-
twistan sebuah unit Pengolahan Limbah vang baik,
dibutuhkan biaya vang cukup‘hesar. Ini berarti aksan
mengurangi keuntungan yang akan diperocleh perusahaan
Fersebut. Menurut hemat penulis, ditinjau dari sudut
tujinan  refresif, putusan Fengadilan Negeri Sidoardjo
ini tidak akan membuat Jers pelaku untuk tidak meng-
ulangi perbuatazn  pencemaran lingkungan dikemudian
hari. 3elain itu Putusan “melepas terdakwa dari
segala tuntutan hukum bukum” disamping tidak berdam-
pak apa-apa terhadap pelaku secara pribadl, sama
aekali dugs tidak menimbulkan kerugian materi terha-
dap perusahaannva.

Melihat akibat vang ditimbulkan ol=h perbuatan
terdakwa (membuang 1imbah pahrik tahu dan limbah
ternak babi ke kall Sursbaya)d, bila ditinjau dari

penebapan sanksi pidana dalam hubungannya dengan

kehiiakan pidana vangd rasional, serta memparhstikan
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masalah nilai, makia keputusan Mahkamah Agung cdirvasa-
kan cukup tepat. Dikatakan “"cukup tepat”™, Lkarena
Timbah terﬁék babhi tentunya mengandung bibit penyva-
kit Selain itu juga, perbuatan terdakwa ini  dapat
iuga menyvinggung perasaapn bagi penduduk Indeonesia
yang bevagama Islam khususnva vang bertempat Linggal
di Suvrabayvs., karena kali Surabaya digunakan sebagail
sumbher air bersih bagi penduduk Surabaya.

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini
berarti, bila teriadi lagi kasus serupa, putusan inid
dapat berlaku sebadgai vurisprudensi. Dalam mengadili
dan o memnhus delik  pencemaran lingkungan, putusan
Mahkamah Agung ini dapat menjadi pedoman bagi haklm
terulams jika berhadapan dengan kesulitan pembuktian.
Ad 2. Kasus Perusakan Lingkungan (Kasus reklamasi

Tanah dl Bogor.

Duduk perkara mepurut surat tuntutan pidana
aleh Penpuntut Umum (yang disusun secara kamulatif),
pada dakwaan pertama primer adalah sebagai berikut :

Terdakwa adalah Direktur Utama PT Dava Cons-
Frueticen Sejati (disingkat PT. DC) adalah pemnegang
surat Izin Pevtambangan Daerah (SIFPD)Y tetap No:
Ll /8K-1488-Binprod/1984 tanggal 29 September 1984
vang melakukan kegiatan usaha penambangan bahan ga-
lian golongan C (terdiri dari batu dan pasir), di

bDesa Pagelaran Ciomas Kab. Bogor, seluas 5 Ha “untuk
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isngka waktu 5 tahun. Disamping itu terdakwa Juda
sebagai Komisaris Utama CV. Dava Usaha Trading Compa-
ny (disingkat CV. DV) pemegang S5IPD Ho. 540/8K-1487-
Dinprod/84 tanggal 29 September 1884 yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanasn kegiatan usaha penambangan
hahan galian golongan C di Desa Sukaresml Kee. Cio-~
mas, Kab. Bogor, seluas 5 Ha untuk jangka waktu o

Lahun, terhitung sejak tanggal 28 September 1884. Di

dalam kedua SIPD tersebut dicantumkan kewajiban-
kewsiiban vang ‘harus dilaksanakan cleb terdakwa

antara  lain wajib melaksanakan reklamasi schtelah
aelesal  penambangan sehingga kelestarian alam tetap
terjaga; Bahwa SIPD No. 540/8K-1488~Binprod/84 tang-
gal 29 September 18984 atas nama PY DU telah dicabut
dengan Sk Gubernur KDH Tingkat [ Jabar HNo. 940/5K-
1494-Distamb/89 tanggal 31 Julil 1989 vyang mulal
herlaku tanggal ?S_September 1989, dan S5IPD atas nama
¢V, DU telal dicabut dengan SK Gubernur Jabar HNo.
SAN/SK-14959-Distanb/89  tanggal 31 Juli 14989 mulail
berlaku tanggal 29 September 1989, akan telapl tLer-
dakwa masih melskukan kegiatan penambangan hingga
Lahun 1992, dan melakokan penambangan melebihid dari
luas vang ditetapkan dalam masing-unasing STED: hahkan
rernvata terdakwa setelalh melakukan penawbangan tidak
melakukan reklamasi atas lahan bekas penambanganu,

sehingga  menimbulkan perubsahan langsung atau tidak
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langsung terhadap lahan bekas penambangan vaitu ter-
dupat tumpukan batu-hatu berdiameter besar, luhang-
lubang vang digenangi air, mengakibatkan lingkungan
atan lahan bekas penambangan tidak ataw kurang ber-
Fungsi lagi dalam menunjang pembangunuan vang berkesi-
nambungan.

Menurut Jakss Penuntut Umum, dengan perbuatannya ini
terdakwa telah melakukan kejahatan sebagaimana diatur
dan disncam pidana dalam Pasal 22 ayat (1) UU No.
471982 30 Pasal 84 KUHP. |
Dakwaan Subsidailr:

Rahwa terdakwa sebagsimana diterangkan dalam
dakwaan primer berturut-turut melakukan perbuétan
vang berhubungan sehingga dengan demikian harus di-
pandang sebagai perbuatan yang diteruskan, karena
kelalatannva melakukan pérbuatan vang menvyebabkan
rusaknya lingkungan hidup vaitu tercakwa dalam ke-
giatan penambangan bahan galian golongan C, melakukan
tindakan vang menimbulkan perubahan langsung atau
t.idak langsung terhadap sifat-sifat fisik «dan atau
havati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu
kurang atau tidak berfungsi dalam menunjang pem-
bangunan vang berkesinambungan.

Atas perbuatannya, menurut Jakssa Penuntut Umum ter-
dakwa telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 22 (2) UY No. 4/1882

jo Pasal 64 RUHP;
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Dakwaan Kedua

Rahwa terdakwa Amran Wijava (sebagaimana telsah
diterangkan pada dakwaan pertama primer, pen), mela-
knkan usaha penambangan bahan galian golongan €C mele-
bihi dari luas yang ditentukan dalam kedua SIPD vakni
melebihi & Ha dengan tidak mempunyai ijin dari Guber-
rmur KDH Tingkast I Jabar atau setidak-tidaknya tanpa
mempunyai kuasa pertambangan dari peiabat vang berwe-
naﬁg, bahkan terdakws masih melakukar keglatan penam-
hangan hahan galian golongan ¢ diluar areal vang di-
tentukan, meskipun masa berlaku kedua SIPD tersebut
telah berakbir atau telah dicabut.
Menurut Jaksa Penuntut Umum, perbuatan terdakwa
merupakan  kejalatan sebagaimsna ¢distur dan  diancam
pidana  dalam pésal 31 UU No. 11 tahun 1387 jo {Pasal
B4 KUHP .
4etelah memeriksa para sahksi tantare lain saksi  ahli
dibidang pertanian, tata lingkundan dan ahli tfanah
termasuk saksi vang meringankan terdakwasl, serta
mengadakan peniniauan dan pemeriksaan di lapangan,
maka majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor memberikan
putusannva.
FUTUSAN HAKIM PN Bogor No.331/Pid/B/1983/FPn Bgr.
1. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primer.
7. Menyatakan terdakwa terbuktl secarsa sah dan meva-

kinkan bersalah melakukan perbuatan karena kela~
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laiannya menvebabkan rnsaknva lingkungsn hidap

vandg dilakukarn secars bervtorut-Lurat;

- meniatuohkan pidana 6 (enam) bulan kurungan dan
denda Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah), subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan terdakwa te?bukti secara sah dan  meya-
kinkan‘ bersalah melakukan usaha pertambangan
dengan tidak mempunyai kuasa pertambangan yang di-
lakukan berturut-turut;

- menjatuhkan pidana penjara selama 8 (sembllan)
hulan dan denda sebanyvak Rp. 500.000,- (lima ra-
tus ribu rupiah} subsider 3 (tiga) bulan kurung-
an.

4. memerintahkan agar seluruh barang bukti tetap ter-
lampir dalam berkas perkara., dan satn buah alat
penambangan dikembalikan kepada terdakwa.

% . membayar biaya perkara Rp. 35000,-(lima ribu ru-
piah}.

Terhadap putusan Hakim, Jaksa mengajukan mempri

banding ke Pengadilan Tinggi Bandung.

Adapun putusan sela FPengadilan Tinggi Bandung No.

126/Pid/1994/PT .Bdg. adalah

- menerima permohonan banding.

- memerintahkan Hajelis Pengadilah Negeri Bogor

menggelar kemball persidangan perkara ini dengan

melakukan pemeriksaan tambahan;
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terhadap paras saksi

pemeriksaan lokasi

Analisis Kasus dan Putusan Hakim.

Dari kasus reklamasi di atas, ada beberapa hal

vang nampak di dalam proses pemeriksaan d3 Pengadilan

Negeri vaitu:

1. tumpang tindih peraturan;
L]

-y

<. tidak Jjelasnya peraturan;

J. perbedaan persepzi terhadap kapan pelaksanaan rek-

lamasi;

4. ketidakperdunlian terdakws terhadap program peme-

rintah dalam melestarikan lingkungar:.

Ad 1.

Di dalawm kasus ini terlihat banvak sekali per-
aturan vang terlibat dan yang dilanggar oleh
terdakwa, .serta terlihat adanyz tumpang tindih
peraturan. Ini menimbulkan perbedaszn di dalam
membaca dan menafsirkan isli1 peraturan, sehingga
tidak saja menvebabkan berlarut-larutnya peme-
riksaan atas kssus ini (kesulitzn dalam pembuk-
tian, sehingga banvak saksi vang dibutuhkan
sedangkan untuk pemeriksaan saksi-saksl inid
tentunya dibutuhkan waktu yang lebih lama).

Mengamati surat tudwhan Jaksa Penuntut Umunm,
dengan perbuatannya itu, terdakwa sekalligus me-
lakunkan pelanggaran terhadsp beberapa peraturan

valitu:
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a. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

b. Pasal 22 Undang-undang Nomoxr 4 Tahun 1882

o. Pasal 31 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967
d. Surat Ijin Pertambangan Daerah, dan

¢. Surat HKeputusan Gubernur Tingkat I Jawa

Barat.

2673, Tidak Jjelasnya 1isi peraturan turut pula

menjadi kendala di dalam penegakan hukum ling-
kungan (khususnya terhadsp kasus ini). Hal 1ini
dapat dilihat dari adanya berbagai penafsiran
terhadap kapan seharusnys Lindakan reklamasi
dilakukan oleh terdakwa. Di dalam surat ijin
Pertsmbangan Daerah Letap abtas nama terdakwa
tidak ielas disebutkan tentang kewajiban rekla-
masi. Sepagian saksl wmenyebubtkan reklamasi
seharusnya dilakukan paling lama enam bulan
setelah dilakukannya penggalian, dan ketika
91PD berakhir keseluruhan tanah telah selesal
direklamasi, sebaliknya terdakwa beranggapan
untuk melakukan reklamasil diperlukan_ijin kb -
sus. Dengan kata lain, pada kasus ini terlihat
adanva perbedaan dalam menafsirkan peraturan
(31PD)Y tentang kewadiban melaksanakan reklama-
51, apakah setiap selesai menggali harus membe-
nahil (mereklamasiy lahan, ataukah setelah

selesai seluruhnys keglatan penambangan baru

T

melakukan reklamasi.
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Pari kasus init tevlihat bagaimana tingkat lke-
sadaran  hukum vang dimiliki terdshwa sebagsai
pengusaha terhadap upava kelestarian  lingkung-
an, Seharusnya =zebagal seorang pengusaha, tidak

semsta-mata  hanva memikirkan keuntungan tanps

mengindahkan kelestarian hekas galiannva.
Terdakwa bahkan masibh terus meiakuokan kegiat-
annya  walaupun i3in telah berakhir. Faktor

inilah menurut hemsat penulis dapat meniacdi "hal
vang wmemberatlkan” dalam pertimbangan hakim

ketika wmenjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Karena vang terbukii hanvalah dakwzan pertama subsi-

dar
aleh

vait

maka

aangdat

vang

serta dakwaan kedua maka, pidana vang dijatuhkan

u

hakim Pengadilan Negeri Bogor atas terdakwa

meniatuhkan pidana 8 (enam) bulan kurungan dan
denda Rp. 750.000,-¢tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah), subsider 3 (tiga) bulan kurungan
(untuk dakwaan kesatu subsider) dan;

menjatuhﬁan pidana penjara selama © (sembilan)
bulan dan denda sebanyak Rp. 500.000,-(lima
ratus ribu  rupish) suhsider 3 (tiga) bulan

kurungan untuk dakwaan kedua;

menurnt pendapat penulis, pidana tersebut sudsah

tepat dan rasional. Sebab, sebagal secrang

melakulkan usshanvae langsung berhubungan dengan
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remanfaatan lahan/tansh, sudah sewaiarnyva berkewaiib-
an untuk memulihkan aspek daya guna dan hasil guna
Lanah tersebut.

Karena kelalaiannya, terdakwa tidak saja telah
merugikan alam karena rusaknya lingkungan hidup
¢lahan bekas galian), tetapi juge tidak mengindahlkan
halk  setiap orang untuk menilimati lingkungan hidup
vang baik dan sehat (Pagal § ayat (1) U Nno. 4,/1882)
Ferutama dalam  kasitannya dengan fungsi  lahan bagi
hatiat hidup orang banvak.

Hak semus orang untuk menikmati lingkungan
hidup vang baik dan sehat tidak saja diakui di dslam
ltndang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tetapi jugas menda-
poab pengakuan dari Perserikatan Bangsa~Bangsa.25)

Sebafaimana disebutkan pada permulaan mengsna-
lisis kasus kedua ini, dalam proses penyelesaiannya
herdapat beberépa perhedaan persepsi diantara para
penegak hukum lingkungan itw sendiri, maupun antarsa
pernegak hukum dengasn terdakwa. PBeds persepsi dian-
tara penegak hukum terutama teriadi antawra hakim vang

mengadill  pada fingkat pertama dengsan hakim  tingkat

' antara  lain Di dalam draft Resolution dari Kongres FPBB  Lie-9

temtang "The Prevention Of Crime And The 'I'reatment Of Of-
fender”, di Kaire, tanggal 29 April - 8 May 1995, psge 3.
Cisebutkan disini, "The right to enjoy an adequate environment
and the duty to preserve the environment should be established
in all legislations at the national level”
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handing. Menurut hakim Pengadilan Yinggi, proses
pemeriksaan  di tingkat pertama masih memilikl kele-
mahan, sehingga melalui putusan sclanya hakim  Penga-
chilan Tinggi memerintahkan agar kasus ini digelar
kembali dengan melakukan pemeriksaan tambahan terha-
rlap saksi dan lokasi perusakan lingkungan.

Adanva putuéan sela Pengadilan Tinggil vang
memerintabhkan agar Pengadilan Negeri Bogor melakukan
pemeriksaan  tambahan, menunjiukkan betapsa "rumit dan
mahalnva proses pgnyeleéaian suatu kasus lingkungsan
hidup melalui peradilan pidana. Hingda saat tulisan
ini dibuat, belum ada penyelesalan yang tuntas terha-
dap kasus perusakan lingkungan inl, sehingga kasus
ini belum mempunvai kekvuatan hukum yang tetap.

Menurut surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA),
pada tiap tahap peradilan setiap perkara pidana pa-
iing lama 6 bulan harus sudah selesail. Lamanya

proses penyelesaian ini. tidak saja menyimpang daril

izi Surat Edaran Mahkamah Agung terszbut, tetapi juga‘

tidak sesuai dengan asas peradilan pidana vang balk
vaiti “cepat, tepat, cermat, dengan beaya ringan dan
sederhana” . Semakin lama proses suatu perkara di
pengadilan, semakin pmanvak pula kerugian vang ditbtim-
bulkan, baik dari segi beaya, dari sudut kemanfaatan
maupun dari segil keadilan vang diharapkan. Selain

itu rasa nhormat kepada lembaga peradilan dapat menja-
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i berkurang. Dampak vang terbesar bagi penegakan
hukum lingkungan adalah menimbulkan rasa "jera” untuk
menarik pelaku pencemar maupun perusak lingkungan

melaluil penvelesaian secara pidansa.

Ad. 3. Kasus Satwa Langka (Burung Jalak putih)
Terdakws wiraswasta, bertempat tinggal di  jl.
L.ebdosari 3 Rt. 04/06 kel. Kali Banteng Kulon Xodya
semarang, pada bulan April 1983 mewmiliki/memelihara
satwa jalak putih (Sturnus melanopterus) vang dilin-
dungi dalam keadaan hidup tanpa ijin dari vang berwve-
nang (Departemen Kehutanan).
Perbuastan terdakwza melanggar:
= U R.L. Ho. & Tahun 1990 tanggal 10 Agustus 1880,
Pagal 21 a&at (2) Huruf a, vang menvebuthkan:

Se

-t

iap orang dilarang untuk : menangkap, melukai,
membunuh, menyimpan, memiliki, memelibara, men-
ganglkat, dan memperniagakan satwa vang diltindungi
dalam keadzan hidup.

K Henteri XKthutsnan No., 301/Kpts-11./1991, tanggal
11} Juni 1881, tentangf inventarisasi satwa vang di-
lindungi undang-undang dan atuau  bagian-badgiannya
vang dipelihara atau vang dimiliki oleh pervorangan.
SK Menteri Ketmtanasn No. 4789/Kpts-V]1/1882, tanggal
27 Mei 1992, tentang batas perpaniangan wakiu pela-

poran den pendaftaran sstwas vang dilindungi undsng-
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andang dan atan bagian-bagian vang dipelihava atan

vang dimilikil oleh perorangan (zamnpal dengan tang-
gal 31 Oktober 1992y,
Adspun unsur-unsur dari Pasal 21 ayat {(Z2) huraf a UJU
No. 5/1880 vang dituduhkar oleh Jaksa Penuntut Umum
Eepada terdakwa adalah sebagai berikut.
- setiap orang
- dilarang untuk menvimpan, memiliki, memelihara
- satwa vang dilindungi dalam keadaan hidup.

Hakim dalam salah satu pervtimbangan hukumnya
menyebutkan, bahwa terdakwa telah terbukti memiliki,
memelihara satwa vang langka dergan kata lain  bahwa
tidak semua orang dapat memiliki satwa tersebut, se-
hingga patut diduga bahwa satwa langka vang dimili-
kinva dilindungi dengan undang-undang.

Putusan Hakim Pengadilan NHegeri Semarang

1. menjatuhkan pidana penjara 2 bulan dalam masa per-
cobaén 4 {(empat) bulan (potong masa tahanan)

4. denda Rp. 50.000,- (lims puluh ribu rupiah) sub-
sider I (satu) bulan kurungsan.

3. membayar ondkos perkara Rp., 1.000,- (seribu ruo-
piah}.

4. wmewerintahkan barang buktil berupa  seekor burung
dalak dikembalikan kepada sub  seksl  konservasi

Samber Dava Alam.



ANALISLS

Tind=zk pidana vang <ituduehkan kepada terdakwa
adalah Tindak pidana dibidang Konservasi Sumber Dava
Alam Hayati dan Ekosistemnya, vaitu melanggar keten-
tuan pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 UU
Momar 5/71990. Hndang¥undang ini merupakan salah satu
undang-undang sektoral di bidang lingkungan  hidup,
VARG keherad&annya merupakan tindak Tanjut dari ke-
beradhan Pasal 11 Ul No. 471982,

Selagaimana Lelah divraikan., Terdakwa mene li-
hara burung Jalak Putib vang menurunil SK Menteri Kehu-
tanan No., 201/Kpts- 11 /715681 merupakan salah satu satwa
vang dilindungi ini, sekitar April 1992, tanpa ijim.
'ermohonan untuk memintakan 1Jin memelihara satwa
langka berakhjir (selambat-lambatnva) tanggal 3L Ok-
tober 19892, namun hingga berakhirnyva tanggasl ini ter-
dakwa tetap belum mengajukan ijin untuk memelihara,
sehingda terdakwa didakwa melakukan pelanggaran seba-
gaimana telah dipaparkan di atas. Di dalam pewmerik-
saan, Hakim berpendapat, Lerdakwa tidak percduli
terhadap wusaha pemerintah untuk melestarikan  sumber
dava alam dan ekomistemnya

Menurut hemat penulis, ketidakpedutiian ini di-
karenalkan oleh ketidahktahuan dan minimnya tinghkat
pendidikan terdakwa (tidak tamat Sekolah Lanjutan

Pertama), pada akhirnya dapat dikatakan bahwa, ter-

[TT-DSTAR T
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dakwa memiliki kesadaran hukunm vang rendah (terutama
terhadap wupsvs pelestarian sumber dava alam dan
ekosistemnya), sedangkan memelihara Lingkungan hidup
(dimana sumber dava merupakan unsur tingkungan hidup)
dan berperan serta dalam rangka peungelolaan lingkung-
an hidup adalah merupakan kewajiiban setiap orang
sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 5 avat (1) dan
Pasal 6 ayat (1) undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
(vang merupakan peraturan induk dibidang lingkungan
niduap).

belain itu, tentang keberiakuan hukum (undang-
nndang) ada adagium yang menyebutkan setiap orang
dianggap tahu nukum, sehinggs ketidak tahuan dan ke~
tidak perdulian terdakwa terhadap adanva kehacusan
untuk  mendaftarkan satwa langka (Jalak Putih) vang
dimilikinya menjadi alasan yang memberatkan schingga
terdakwa dijatuhi hukuman, dan tetap dianggap melang-
gar hketentuan dalam Pasal 21 ayvat(l) huruf a UU No.
a7 19890,

ceperti telah disebutkan, UU Nomor & Tahun 1990
merupakan  tindak lanjut dari keberadaan {(isi) Pasal
11 Ul Nomor 4 Tahun 1982, vang menyebutkan; ketentuan
tentang konservasl sumber dayva alam havati dan eke-
sistemnva ditetapkan dengan undang-undang. Dengan
kata lain undang-undang ini merupakan salah satu un-

dang-undang sektoral dibidang lingkangan hidup.
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Undang-undang sektoral ini memiliki kebkijakan
sanksi pidana sendirl, yvang terdapat di dalam keten-—
tusn Pasal 40.

Membandihgkan rumusam yang diatur dslam Pasal
21 ayvat (2) huruf a UU No. 5/18890 ini dengan rumusan
vang Lerdapat dalam Passl 22 UU No. 4 tahun 1982,
rumuasan vang terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) horuf a
lebih bhersifat upava preventif terhadap kelestarian
sumber dava alam (haysati dan Bhkosistemnya), dan tidak
menempatkan ketentuan pidananya secars hersamaan  da-
lam satu pasa?, tetapi terpisah di dalam Pasal 40.
sedsngkan perumusan Pasal 22 selain bersifat  preven-
tif terhadap pemeliharaan lingkungan hidup, sekaligus
memuat ancaman pidana bag: pelanggarannys. Selain
itu delik vang dirumuskan merupakan delik formiil,
sedangkan  dalam Ul No. 4/1982 merupakan delik mate-
riil.

Memperhatikan hukuman vang dijatuhran oleh Ma-
jelis Hakim vang mengadili, yaitu pidana penjara. 2
(dua) bulan dalam masa percobaan 4 (empat ) Dbulan,
dan denda Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) maka
nampaknya Hakim menggunakan ketentuan pidana vang
terdapat ‘di dalam Pasal 40 U No. 5/1880, sesuail
dengan asas vang menyebutkan undang-undang vang
rersifat khusus mengenvampingkan undang-undang vang

hersifat  umam  (BU No. 4/1882) stau Lex Speciale
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derogat lex generale, zmehingga terdakwa yvang walaupun
karena kelalaiannya terbukti secars sah mélanggar
ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a vaitu melakukan
perbuatan memiliki, memelihara satwa vang dilincdungi
berupa jalak putih, hanyva dijatuhi pidans yang ringan
sepertil disebutkan di atas.

Fidana ini Jawh lebih rendah dari vang «dian-
camkan oleh Pasgal 40, vang Jjika dilakukan karena
kelalaian diancam pidana kurungan maksimum 1 tahun
penjara, denda maksimum Bp. 50.000.000-.

Menurut hemat penulis, dilihat dari Jenis dan
Jumiah  pidana vang diputuskan hakim kepada Lerdakwa
dapat ditingan dari beberapa sudal, Jika <dipandang
dari  sudut hesarnya kegsalahan dan akibal dari per-
houaban, pidana tersebut relatilt ewnkup keras, dan
pidana tersehut sudah cukup relevan.

Akan tetapi. iiks kita melihatnva dari sudat
tujuan  dibuatnva  kebijakan perlinduongan terhadap
satwa langka, peniatuhan jenis dan Jjumlah pidana vang
dewmikian ini: tidak akan membuaL‘ arang btakut/Jera
nantuk memelihara tanpa iiin binatang vang «dilindungi
lainnya. Bils ini terus herlangsung maka dapat
menvebabhkan kerusakan (kepunahan} sumber daya  alam
ini, vang antara lain discbabkan hewan vang ilin-
dungi tersebut tidak depsil berkembang biak seperti di

halzitalb aslinve.

[




Kasus satws (Jailak Balil) langke ini, bila dili-
halt  dari jenis deliknya, merupakan kazus vang dapat
diselesaikan melalui pemeriksaan vang mederhana
(Pidana  Summier). HMenurut hemabt penulis, kebijakan
vang telah diambil dan diputuskan oleh hakim terhadap
Lerdakwa. sudah sangat tepat dalam upeva menumbuhkan
dan  membina kesadaran hukum (terutama terdakwa).
belain itu juga, kasus ini dapat memberikan sumbang-
an pendidikan hukum bagi masyarakat, tervtama dalam
peran  sertanva memelihara lingkungan hidup, dimana
sumbher daya alam hayabi dan ekosistemnva merupakan
saiah satu komponen linghungan hidup. Jika salah satn
nunsur lingkungan terganggu, maka‘ keseimbangan ling-

kunganpun akan Lerganggu pula. Dengan demikian, ada-

nva puLtusan ini sudah sangat besar artinva bagi
penegakan hukum dibidang lingkungan hidup, khususnva

dalasm bhidang konservasi sumbher daya alam hayvati dan
ekngistemnya.

Sebenarnys. ini bukan kasus pertama tentang
konservasi Sumber Dava Alam dan  Ekosistemnyva. Jauh
sebelum  ini telsh ada kasus - penvelundupan hburung
cenderawasih vang diadili oleh Pangadilan HNegeri
Sorong. Pengndilan HNegeri Sorong dalam wmemeriksa
kasus burung Cendrawasih menggunakan dua dassr  hukum
vaitu Dierenheschermings Ordonantie 19331, dean Undang-

nndang Nomor 4719848 Hakim didalam wenerapian dasar
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hukum  terhadap putusannya menggunakan adagium lex
posteriore derogat legi priori sehingga terhadap
terdakws, hakim menjiatubhkan hukuman penjara 4 tahun
dan  denda Rp. 20.000.000, - Kasus 1ini wmerupakan
perkara pidana pertama sejak lahirnya UU Lingkungan
Hidup Neomor 4 Tahun 1982.

Helihat kembali apa vang telah diputuskan oleh
hakim yang mengadili ketiga kasus perkara pidana
Hingkhungan ini, sepatutnya selbiap hakim dalam mem-
berikan  putusannya haruslah memperhatiksn tiga © hal,
vaibu putusan tersebut memperhatikan asas  kepastian
hmkum, kemanfaataﬁ dan keadilan.

Dari data tentang proses pemeriksaan ketiga
Kasus pidana lingkungan vang dicoba untuk diangkat
cdan dipélajari digini, ternyata didalam penegsakan
hakum lingkungan masih banvak ditemukan  hambatan.

Salah satu hambatan adalah, belum terpadunya
persepsi antara berbagai unsur yvang terkait dslam
penegakan hukﬁm linghungan ini. Ketidak paduan
persepsi ini, dapat terjadi pada tahap awal pemerik-
saan (tahap penvidikan), serta dapat Jugs terjadi
pada  waktu perkara sedang digelar di  pengadilan.

Sehnmhungan  dangan hal ini, dicantohkan  oleh  Ketua



N

181

Lembaga Bantuan Hukum Surahayva, Indro SugiuntOES)
dengan menunjuk kasus vang terjadi di  Jawa Timur,
vang dikenal dengan kasus "PT. Pakerin" (pencemaran
kall Perong). Rasus ini terhenti pada tahap penvidik-~
an, dengan keluarnyva Surat Keputusan FPenghentian
FPenantutan (SKPZ2).

Mernurut hemat penulis, hambatan vang lainnva,
karena kedudukan hukum pidana didalam penegakan hukum
lingkungan hanvalah sebagai "anak tiri", dalam arti
hila terjadi kasus lingkungan biasanys hanyva disele-
saikan "cukup dengan omong-omeng saja” antara pihak
pemerintah dengan pengusaha (pencemar). Hal ini
dimingkinkan karena, kasus linghkungan memiliki dampak
vang 1luas pada provek atau rencana pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah (setempat) yang bertujuan
untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan masvara-

kat sekitarnya.

< Wawancara vang dilakukan peda tanggal 12 Desember 1893, di LBH

Surabava.

Uenghentizn  penvidikan ini  dikarenakan perbedaan pendapat
antara pibak penegak lwkum dan  instansi pemsvintah  vang
Lerkesit. Pihak penvidik bersnggapan telah teriad] pencemaran,
serlanglan  pibak pemerintah beranggspan tidak ada  pencemaran
tersebut,  Penghentian penvidikan ind dilakukan oleh KeJaksaan
Tingei  dengan keluarpya SKIPZ2 Ne, B OLA 518/7ERL. 1/VIE/1293,
dengan alasan bhahwa, kali porong tidak wemermhl syaral sebagal
kali Golongan B karena pada bulan April-Nopewber debitnya nol.
Pengambilan  saape!  vang dilakokan oleh bolda  Jatim  Rurang
Lepal, karena dilakuksn pada bulan Juni, pada saat  deblt  air
kali Porong nol,




Belain itu, kesulitan untuk menarik pelaku ke
pengadilan adalah herasal dari undang-undang ling-
kungan hidup itu sendiri. Sehubungan dengan hal ini,

Muladi mengatakan, hahwa magalah lingkungan hidup

semakin kompleks, sedangkan undang-undang lingkungan

vang berlakuy sekarang ini masih barnyak yang kabur dan
korang tegas.27) Apa vang dihkatakan oleh Muladi ini
antara lain dapat dilihat di dalam penvelesaian kasus
Rogar dan kasus Sidoaria, dimana didalam kedua kasus
ini  begitu bhanyaknyva peraturaq vang tersangkut di
dalamnya. tetapi peraturan tersebuyt knrang Jeles dan
Lidak tegas isinya. Demikian pula dengan faktor
pemahaman aparat penegak hukum lingkungan, vang
kurang didukung oleh pemahaman vang bail tentang
herbhagail peraturan tersebut. Sehubungan dengan
Lingkat pemahaman aparat penegak hukum ITingkungan ini
pada tahun 1989, LBH Surabava bersama dengan HWalhi
pernah  melakukan penelitian teutang effektititas
tbmkum  terhadap pengendalisn perncemsaran air dengan
studi kasus di daerah aliran Sungai (D8S)Y Kali Sura-
hava, menunjgkkan tinghkat pemahaman pengetahuan
aparat tentané UULH No. 4/ 1982 sebesar 83,3 %,

Lerhadap

“7.0 Muladi, dalam Seminar Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelo-

lann  Lingkungan Hidup vang diadskan oleh Lembaga Penelitian
Undip, Jawa Pos, 6 Juli 16995, Hal. 8.
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Fermendagri No, 12 Tahun 1984 sehesar aLuh o, Permen-
RTINS Ho, T Tahon 19685 sebesar 14,6 %, dan UL No.
hftﬁSd sebesa 5,5 o, i3

Mengenasi rendahnya tingkat pemahaman aparat
penegak  hukum  tentang UULH No. 4/1982, sebenarnya
menurut hemat penulis, antara lain adalah disebabkan
olet undang-undang itu sendiri. sebagai contoh peru-
musan Pasal 22 WULH No. 4/1982 vang mengatur mengenai
Ketentuan Pidana. Dimana dari perumusan  Pasal ini
menunijukkan delik vang terdapat dalam Pasal  tersebut
adalah delik materil, sehingga untuk betul-betul
dikatakan telah terjadinya pencemavan atau kerusakan
lingkungan haruslah terlebib dahulu telah timbul
shilzat. Ini diketahui dari perumvsan Fasal 1 ke 7 dan
ke 8 wvang memberikan pengertian tentang pencemaran
lingkungan dan perusakan lingkungan. Untuk lebih
Jelas maka, penulis mengutip kembalil perumusan Pasal

{ ke’ dan ke 8 , sebagai berihkut

Pencemaran lingkungan adalah masuknva atag dima-
sukkannya makhluk hiduap, zat, energi, dan atau
komponen lain ke dalam lingkungan dan atau beru-
hahnva tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia
atau proses alam, sehinggas kualitas lingkungan
turun sampail kKetinghkat tertentu vang menvebabkan
lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi
lagi dalam menunjang pembangunan vang berkesinam-
bungan.

-

Parwoko &  E. Nuryvanito, dalam Jawa Pos. tanggal 7 Desember
1993, Hal. IV,
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Perusakan lingkungan adalah tindakan yvang menim-
bhulkan Perubahan langsung atav tidak langsung
terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati 1ling-
kungan, vang mengakibatkan lingkungan itu kurang
atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pem-
bangnnan vang berkesinambungan.
selain  itu lemah atau kurang lengkapnya per-
aturan juga merupakan kendala tersendiri, Yang menve-
babkan sulitnva menarik pelaku pencemar/perusak ling-
kungan ke pengadilan, sebab dari 186 Peraturan Per-
undangan vang dibutuhkan » baruv 4 (empat) Peratiran
Ferundangan vang tersusun, yaitu, YU Nomor S  Tahun
1980, PP Momor 29/1988 vang disederhanakan dengan PP
Momor 51,1993 tentang ANDAL., PP Nomor 20/80 tentang
Pengendalian Pencemaran Air, dan PP Nemor 19/ 1980
Fentang B3,
Tentang, penahaman aparat pencegak hukum terha-
Adap hukum lingknngan sangatlah menarik apa yang
dikatakan oleh salah seorang panitera muda pidana
pada Pengadilan Tinggi Bandung, bahwa sebenarnys

diakui  atan  tidak kendalis kurangnya pemshaman ini

disebabkan juga oleh kKurangnva motivasi penegalk hukum

urtluk menamhah pengetahuannya dibidang hukum lingkon- .

gan, antara 1sin dengan hanyak membaca mengenai
masalah-masalah lingkungan, mengikut i nertoennar -
pertamnan tentang lingkungan atas Kkesadaran sordd e

: o
misalnya.” )

vumadi,  Paniters Muds Pada Pengactilan Tinggi Bandong, cdalam
wawancara vang dilakukan pada tanggal 28 Mei 1394, di Bandung.
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Indro Sugianto vang Jupga anggota LSH serta
prengamat lingkungan di Surabaya mengatakan, salah sa-
tu penyebab sulitnya menavik pencemar maupun perusak
lingkungan liwbah industri ke pengadilan; . karena
sulitnyva untuk membuktikan kesalahan sipelaku, seper-
1 masalah 1ahnfat0rium‘ dimana belum adanva labora-
toriam resmi vang ditunjuk untuk memeriksa kadar
ambang batas limbah vang telah mencemarl lingkungan
(dalam kasus Sidoarin digunakan dus macam laborataori-
nm dengan haﬁil vang herbeda-pend, dan sulitnva me-
nafgirkan fakts hukum terhadap fakta di lapangan.30)
Dengan kata lain masih kurangnva tenaga ahli  hukum
lingkungan |khususnyva menvanghkul masalah teknis pem-
tmkLian,

Sependavat dengan Indro adalah Ismail Hamdani

31

Fanitera Muda Fidana pada PN. bemarang, kesulitan

1) . . .
d1 dalam penyelesaikan delik lingkungan bterntama  de-
137k pencomaran, disehabhkan oleh masalah lLeknis pemn-

Faktian. Selain itu adanva bervbenturan dengan  per-

Wawsnears yvang oilakokan i RKantor LBH Surabaya, pada btanggal
14 Desember 994

P Daldam wawaneara vang dilekukan i Fengadilan Negeri  Semarang,
pada tanggal 20 Oktober 1996,

Lebib laniut  Jemail Hamdan i mencontohlian misalnya ada  perusa-
hamsn X vang mendopat iiin dari Wallkota. di dalam  menizlankan
usahanye  Lernyata terdapat penyimpangan, untnk menindak pearu-
mahaan tersebut aparab penegak bukum belom memiliki keberanian
¢ vasa aungkant sebeluom mendapat restu dari walikota.
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aturan yang berupa kebijakan “"penguasa’ di daerah,
vang kadangkala Jebih "kuat kedudukannya dibanding-
kan  dengan kebiiakan vang lebib tinggi (vang berupa
undang-undang).

Selain vang telah diuraikan di atas, kesnlitan
i dalam penegakan hukum lingkungan disebabkan pula
aleh persoalan lingkungan hidup menyvangkut aspek vang
sangat luas, tidak saja aspek skonomi, sosial budaysa,
Jlmy pengetahunan dan teknologi, telapi juga menyvang-
kut aspek politis.

Dengan denikisn. secara garis hesar kendala-
kendala tersebut dapat dibagi atas dus wacam, vaihu
vang bherasal Jdari oundang-vndang ity sendiri, dan vang
herasal darid luar undang-undang, Secara  singkat
Aapal disebulban sebagail berikul
1. Yang berasal davi undang-undang:

8, ketidak jelassn undang-undang.

b, belum lengkapnya peraturan/undang-undang.

. tumpang tindihnyva peraturan atau masih ada  per
aturan vang helum sinkron antara peraturan vang
lebih rendsh dengan peraturan induk (pokok).

2. Yang herasal dari luar undang-undang:
a. belum adanvya kezeragaman persepsi disntara para

penaegalk hukum.

o5

kurangnva pemahaman aparst penegak hukum terha-

dap hukum lingkungan.,
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e. kesulitan di dalam menafsirkan fakta hukum ter-

hadap fakta i lapangan.

d. belum adanva saransa dan prasaranay  pendukung

( laborstorium} vyang resmi ditunjuk/ditentukan

oleh pemerintah.

e. masih kurangnva kesadaran hukum masvarakat ter-

hadap lingkungan.

Diantara beherapa kelemahun vang ada, menurut

pendapat penulis, sebenarnya UULH atau Undang-undang

Momor  4/31982 ini Jjuga memiliki kelebihan tersendiri

antara lain yvaitu

undlang-undang  ini  merupakan peraturan dibidang
Lingkungan vang pertama vang dimiliki oleh Bangss
Indonesia, yvang mempunyai orientasi kepada kepen-
tingan lingkungan ¢(Environment-oriented law}, ti-
dak Dbersifat sektoral tetapi utuh menyelurah
(compherensive Integral), dan dinamis. Sifat-sifat
inilah vang membuat UJ No. 4/1982 ini memiliki
ciri~-ciri hukum vang moderen.

Memuat aturan vang lebih lenghkap, jiika dibanding-
kan dengan heberapa undang-undang lingkungan vang
dimiliki oleh negara-negsra lain. Ul No. 4,/1982
berigikan ketentuan vang lebih lengkap. disamnping
mengatur pengelolaan lingkungan secars administra-
tif dan Perdﬁta Juga mecara Pidana. Undang--undang

Vingkungan Negara Belanda Wet Algemene Repalingen
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Miievhygiene 1980, misalnya, hanva nengatur penge-
lolaan 1ipgkungan secara  Administratif, Ameriks
Serikat dengan The National Environmental Policy
Aot 18970 (NEP4), nya juga tidak memiliki ketentuan
pidana. Demikian duga dengan Negara Jepang di
clalam undang-undang linghkungannva (Basie lLaw for
Environmental Frortection 19689) tidak terdapat,
ketentvuan pidana. Helenghapi kekurangan . tersebut,
Jepang me@iliki undang-undang khusus berupas The
Law For  the Punishment of Crimes relating to
Environmentsl! Fo]lution,32>

. undang-undang  ini memberikan susatu rupusan delik
bare {(delik pencemaran/perusakan lingkungan) vang
selama ini belum tertampung (terjanghan) di dalam
prraturan vang telah ada, baik itu peraturan vang
hersifat sektoral vang berhbungan dengan ling-
Kungan, maupun pasal~-pasal vang berhubungan dengan
Tingkungan di dalam KUHP.

d. Jenis dan jumlah sanksi vang terdapat di dalam - Ui
Vinghkungan No. 4/1982 lehih lenghkap dan lebih ber-
varissi, sebab disamping terdapat sanksi vang Ler-
sifat rerdata, pidana dan administrasi yang diten-

tukan di dalam Undang-undang Namor 471882 ita sen-

S Sili Suncari Ranghoti, Hulum Lingkungan Dun  Rebijaksanaan
lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia,
Disertasi, Surabaya, 1988,
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diri. ijuga diskninva keberadaan sanksi yvang terda-
patl diindalam undang-undang sektoral di bidang
lingkungan.
& Dalam  hal sisten Pertanggung dawaben picdana, uu
Nomor 4,/198%2 memunghkinkan untuk menggunakan sistenm
.
rertanggung  dawaban yang dikenal  dengan istilah
"Strict Liability, Berdasarkan renjelasan  Paxal
21 dari 0 Na. 4 Tahun 1982, dinvatakan bahwa da-
lam  kasus-kasus tertentu vang ditetapkan herda-
=arkan  peraturan perundang-undangan, “Striet Li-
ability” digunakan Secara selektif. Tetapi sampal
saat indl peraturan perundang-undangan vag dimaksud
berdasarkan  Pasal 2 dari UU No.4 Tahun 1987 ini
belum  ads, sehingga sistem pertanggungiawaban
motlak ini helum dapat diterapkan.

Dari beberapa kelebihan vangd ada tersebut, me-
nurut pendapat penulis, UU Nemor 4,/1987 ini sudah oun-
kue  baik dan lenghap sebagai sarana di dalam wupays
pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi, untuk
dapat mengakomodasikan berbagai persoalan. linghkungan
vang sangat komplehs, perlu cditinian kembali peru-
musan ketentuan pidana di dalan Pasal 22 agar menjudi

lebih jelas dan tegas, sehinggs fungsi aturan payung

rlari



Pama Levrsebnt Lerhadap keselarahan kebiiakan hukum
pirdang dibidang linﬁkunﬁaﬂ. Licdak lagi menimhulkan
ketidak delagan .

Selasin ity semakin jelas dan tegasnya pery-
misan suatn rasal, akan Sangat membanty Fenegak huokum
Vinghungan 43 dalam menatfsirkan dan nerzrapkannyes  di
iapangan . Behubungan dengan hal ini Mardjono Rekso-
diputro menvatakan, bahwa merumuskan delik lingkungan
bulkanlah mudah, tapi Perumusan yang terpaksa bergi-~
Fat.  umum, kurang tegas dan terinei akan mengandung
bahava, bahwa ketentyan pidana yang Ferumusannya umunm
it akan dapat menghilangkan malkna asas Legalitas.as)

Di dalam Penegakan hukam lingkungan dengan
menggunakan sarang hukum pidana, tahap penvidikan
adalah  tahap awal untuk Sampainva suatuy delik 1ling-
kungan ke bengadilan. Berpedoman kepada proses
Lindak pidans khusus vang didalam proses panegakan
hukunnya dikenal adanva penyidik khusus, maks untuk
menuniang adanys bProfesionalisme di dalam penegakan
hukum lingkungan ini, penulis memandang ada baiknya

Juga dibentuk penvidik khusus untuk hukum lingkungan.

340 Mardionn Reksodiputyra, Perkembangan Pelik-Delik Rhusus Dalam
Masynrakat Yang Mengalsmi Modernisasi, Makalah, Simposium

PERN, 20-27 Februari 1980,
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.

Hal ini terutams untuk menghindari ‘mentahnya” kemba-
1 kasus (pidans) lingkungan vang akan diproses di
pengadilan, sehingga tidak akan teriadi seperti pada
kasus Pakarin. Pemikiran ini senads dengan apa vang
telah dikemukakan oleh Tri Soejono, bahwa hakim
cenderung hanva mempercavai data vang ada di  persi-
dangan, sehingga bila pada tahap penyidikan sudah
lemah, maska akan lemah pula pada tahap penuntutan

olett Kedaksaan.

KEBTJAKAN HURUM PIDANA DALAM MENGANTISIPAST KEJAHATAN
LINGKUNGAN D1 MASA DEPAN

Kejahutan lingkungon vang teriadi semakin  lama
sewalin canggibh dan meningkat jumlahnya, serta memba-
wa akibet yang semakin parah, vang tidak saja menye-
habkan tercemafnya lingkungan, bahkan mengancam ke-
beradaan alam beserta isin?a.

Kerusaksan lingkungan di bumi sudah semakin
semprihatinkan, yang mau tidak mau bergandesngan erat
dengan  perbuoatan  manusia, di dalawm  usahanya untuk
weningkatkan  kesejahteraannva. Usaha untuk menyvela-
matlkan buml heserta segensp isinya memang mutlak di-
periukan, karena kerusakannva telah menyvebar luas,

antara lain nampak pada kenvataan-—-kenyvabaan seperti
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Hampir disetiap kota besar persocalan
lala lintasz dengan kemacetan yvang serius
dan peningkatan tadar polusi udars, mem-
bawa dampak pada kesehliatan saluran per-
nafasan vang diakibatkan oleh zat nemar
karbon mono-oksida hasil pembakaran ha-
han  hakar minvak bumi  untuk keperluan
kendaraan, pusat listrik tenaga diesel
dan pabrik-pabrik.

penyuasutan  air tawvar baik di permukaan
mauvpun di dalam perut buami sebageil aki-
hat penvedatan air tawar vang melebihi
kemampuan alsm melalui curah hudan untuok
menperbaikinya, sementars hampir semua
begiatan mannsia mererlukan air tawar.
Sumber  air tawar tidalk @aia  menvusul
dalam  volamenya, tettapi kadar air ity
sendiri ikut tercemar oleh ulah perhuaat-
an manusia  sehingga membawa kemati ian
pada kehidopan binlogi dalam air  dan
penyakit serta mant bhagl manusia,

naiknya permukaan iaugt diseantera  bhami
akibat naiknva suho brumi . sebagai kelan-
dutan dari perubahen iklim global, Laut
vang digunaksn sebsgal sarans angkutan
menvehablkan permukaannya menderita pen--
cemaran  dari kapai-kapal vang membuang
miatan  wmobtornye ¢hallast! ke laut ., Se-
lain  itu juga sdanvs penangkapan  ikan
Secara  berlebihan (over Fishing) vang
melewzti  amhang batas kelestarian ikan
bagi dunia ini telah mulai nenimbullan
keluhan =semakin berkurangnys jumlah ikan
di laut. Laut 3juga harus wmenampung pen-
cemaran vang berasal dari  daerah vang
kadarnya tidak bisa diserap oleh laut
cenderung pula semakin meningkat. Re-
adaan seperti ini disebabkan sebagian
besar luas areal laut "merupakan  wmilik
bersama” maka timbul kecenderungan nntuk

S

inil Belim, dari Makslah vang disampaikan dalam  foram  “Hari
vang diselenggarakan oleh ISAFIS, 20 Anpil 1995, dj

Bum3 1985”7

Jdakarta.
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keelima

keanam

ketuinh

kedelapan

kesenbilan

melecehkan kualitas dan kuantites im3
Tant,

Pengundulan hutan untuk memenuhi kebu-
tuhan manusia guna keperlnan pertanian,
industri, pariwisata.,.pemukiman dan  se-
bagainyva. Setiap kegistan manusia memnbu-
Luhkan ruang, dan  hanva hutan  vang
"menyvimpan” ruang ity

Penvasutan  keanekaragaman havabi, yang
disebabkan oleh pola hidup vang herpusat
para ego-manusitawt sematla, mengabraikan
dampak perbusatan manusia padn  kehidupan
Yain di linghkungan, sehingza  terjaci
pemnusnahan  Jjenis (species extinction)
dién  erosi ragam havati. hal inl  Juga
disebabkan olch manusia veng belun sepe-
nuhnyva memahami kegunaan isi slam.

malal banyvak turunnva huian asam (acid
rain) sebagai hasil proses kimiawi an -
Lara bubtir-butiv aar depngan bahan pence-
maran  cdapi khegiabtan  wanusia, seperh
Karbon-oksida dan sebagoainva vang bher-
langsung di udara.

naiknva suhu bumi dengan pengaruhnya pa-
da perubahan iklim. Jas-gas karbon vang
berasal davi pembaksran winvalk fosil di
daratan dilepas ke udara. dar membentuk
gemacam selimut bumi vang menahan pa-
nas  bumil untuk naik ke udara lebih
Linggl dan memantulkan kembali panas itu
ke bumi sehingga- suhu bumi naik. Dengan
nalknva suhu bumi diikuti oleh terpeng-
aruhnya 1klim glebal vang sekarang tidak
menentbu, .

gejala melvasnya pasir di bumi ini. Ka-
rena hewan memakan rumpot secara ber-
lebihan hingga ke akar-akarnysa, dan
manusia mengeksploitasi lahan subur se-
cara berlebihan, maka kualitas tanah
berubah menjadi gurun.

menimbunnya sampab limbabh cseir, padat
dan ges yvang semakin banvak di bumi ini.
Dengan meningkatnva pembangunan, tidak
saja produksi barang vang naik tapi juga
naiknya Jjumlah praoduk sampingan berupa
limbah dan sampah. Yang mencemaskan ada-
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lah naiknva pula limbah beracun dan ber-
hahavs .

epuluh @ menipisnys lapisan ozon di vwdara akibat
“dimakannva” lapisan ini oteh gas (Chlo-
ro-fliuor-carbon vang berazal dari indus-
tri. Kadar pencemaran industri dan kon-
sumsi sudah begiin tinggi sehingga mampu
menipiskan lapisan ozon, vang mengali-
batkan sinar ultra violet matahari tidak
bisa disaring baik, sehingga mampu ber-
sinar sampsi ke bumi dan mengakibatkan
berbagai penyakit seperti kanker dan
katarak.

.
[

8

i

Menvimak apa vang disampaikan oleh Emil S5alim
pacds  Hari Bumi di atas, tidaklah berlebihan apabila
Persevikatan Bangsa-PRangsa melalui hasil Rongres PBB
ke-8 pada tahun 1990 di Havana Cuba di dalam Draft
Resolution mengenai "The Role of Criminal Law ip Lhe
protection of nature and the environmen', maenghimhbau
seluruh negara anggotanyva untuk mendavagunakan  Hakum
Pidana di dalam wmengatasi masalah lingkungan hidup
ini.

Bangsa Indonesia telah memiliki persturan pokok
Lingkungan hidup beserta beberapa peraturan per-
widang-undangan sektoral di bidang lingkungan .hidup.
Undang-undang tersebut telah memuat berbagai kebiijak-
an berikut sankzinya antara lain sank=si pidana sebha-
gai upaya pemaksa. Dalam menanggapi himbauan PRB  ini
Linggal mendavagunakannys sada dengan lebhib efekbtif

lasi.
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Pada prinsipnys norma hukun dibuat untuk me-
Vindungi kepentingan, begitu juga dengan norma hukum
Linghungan, vang bertuivnan antuk melindungi kelesta-
rian  =umber dava alam dan linghkungan hidup. Perlin-
dungan ini dengan cara mengatur rengelolaannya dengan
baik dan bijaksana., terutama di dalam wmemanfaat-
kannva. Pemanfaatan sumber Rekavaan alam secara tidak
terencana tidak gaia depat merusshk ekosistem, bhahkan
dapat mewmusnahhan sama sekali ekosisten tersebut, dan
dampak rusaknyva ekosistem ini. akan sangat terasa
pengarahnya bagi manusia,

D1 Indonresia, pengaturan mengensi lingkungan
hidup tertuang dalam iUndang-undang Nomor 4 Tahun
1982 - yaitu Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Fengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu bhutir
pertimbangannya antara lain menvebutkan, "dalam men-
davagunakan  sumber daya alam untuk memajukan kese-
dablberaan nmum seperti termuat dalam  Undang-undang
Dasar 1945, dan untuk mencapai kebahagian hidup
berdasarkan Panecasila, DGT]U.diuﬂﬂhﬂkﬁn pelestarian
hoemampusan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang.
Hal init untuk wenuniang pembangunan vang berkesinan-
bungan, djiaksénakan dengan kebiiaksanaan terpadu dan
menyelurah, serta memperhbitungkan kebutuhan  denerasi

mekarang dan mendatang’. Bertitik tolak dari per-

timbangan tersebut Jelaslah bahwa. norma hukan  ling-
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kungan bertuinan untuk meniags pelestarian Lingkungan
untuk kepentingan umat manusis saat ini dan saat akan
datang.

PDalam ranghka melindungi pelestarian  linghkungan
ini, undang-uncdang Nomor 4 Tahun 1982 dilengkapi juga
dengan  sanksi-sankeil, vang berguna nmntuk  menghukun
nelanggar ketenﬁuanmketentuan vang telah diatur dalam
undang-andang tersebut, dan Juga undang-undang lain-
nya yvang berkaitan dengan lingkungan hidup ini.

Akan tetapi melihat kenvatasn vang lLeriadi, wa-
Fsupnn teliah  adanya undang-undang Lingkungan vang
mennntl sanked khusuana sankhasi pidans vangd relab i f
cuknp keras (berat), masih saia banvak terdadi kedis-
hatan  linghkungan vang sangat merugikan  kelestarian

al

sumber day:

ot
mw

w beserts selurul ekosistemnyva. ler-
buatan-perbuatan tersebnt semakin Jams semakin
berkembang, seivama dengan semakin maiunya teknalogs
dan pervalatan vang digunashkan dalam mengeksploilitasi
alan, Untuk mengantisipasi  perkewbangan kejahatan
lingkungén ini, patut dipikirkan oleh pembust  kebi-
daskan  khususnys kehijakan bhnkam  pidana  lingkungan,
bagaimanakah kebiiskan hukum (pidana) lingkungan vang
paling tepalb untuk menghadapi kedshatan lingkungan di

masa vang shkan. datang 7
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[. Prospek Penanggulangan Tindak Pidana Linghkungan

Nimasa Depan
Meskipun tidak  selaly hensr, bagaimanapun

nga tidak dapat dipungkiri acanya anggapan hahwa

Bukum (undang-undang) selaly Certinggal satu
langkah dari parkemhangan masvarakat, . Sebagai

contol keberadaan U Nomorp 4 Tahun 1982, vang
keberadaannyva dimaksudkan uantok melengkapi  dan
menyenmnrnakan bevhagai peraturan Al bidang  ling-
Rongan hidop vang telah ada sebelumnya vang Kurang
thacathelum) diorvientasikan hepads perlindungsn
L

Linglkungan, serla meniadi pedoman bagi  kebiiakan
bukum Jinghungan vang akan  dibwgat wleh pembiat
undang-andang . Telapi getelabh 14 fahun kebera-
daznnva semakin Lerasa bhahwa undangLundang ini me-
miliki hanvak kelemahan vanrg Jjustru <dapal. meniadi
kendala di dalam penedakan hukum  Yinghkungsn ity
sendiri.

Sehagsimana  dikatakan nleh Hare Ancel bhahwa
kebiiskan kriminal adalzah upays rasional massvara-
kat d1 dalam melindungi masyvarakat dari
Rejahatan.35) Oleh karenma 3tu  kebijakan hukum

pidana (berikut sanksi pidananys) vang merupakai

Y Hare Ancel . Social defence, a Hodern Approach to Criminal

Problems, Routledge & Kegan Paul Ltd, London, 1955, Page. 209.
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Bagian dari kebijakan kriminal jiuga harus bersifat
ragional, demikian juga di dalam aplikasinva di
masvarakatl .

Sehubungan  dengan penerapan kebijakan hulum
pidana di dalam masyarakat. Sudarto pernah  menve-
tmtkan, dagam pervuindan dan bekerianva  hukum
pidana di dalam masyarakat dapat dilihat dari tiga
Fase yaitu:BS)

a. lVase pengancaman pidans terhadap perbuatan vang

dilarang oleh pembentuk undang- undang .

b, peniatuhan pidana kepads SeseEnrang (korporasi)
oleh hakim atas perbuatan vang dilakukan oleh

seseorang (korporasi).

e

pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana
atas orang vang dijstuhi pidana tersehot.

Dalam kaitannya dengan pendapat Marce Ancel
tentang rasicnalitas sebagai bagian dari kebiialan
kriminal, i dalam perwuindannva keliga fase ini
dapat dilihat =sebagsi suatu prozes. dalam arti
retiga tahap ini tidak saling tervlepas, tetapi
saling berkaitan secara rasional. Kerena fase
vang pertama menjadi pedoman bagi kedua fase beri-
kutnyva waka, fase pertama ini haruslah ditetapkan

3. oudarta, Hukom Pidana dan  Perkembangan Maszyarakat Kajian

Terhadap Pembabaruan Hukum Pidana, Bandung, Sinar Baru, 1983,
Hal. B2,
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melalul suatu pevrencanaan yvang matang, didahwlni
nleh penelitian vang henar-benar rasional, sertis
meiibatkan semua ahli pada bhidang disipiin ilmo-
nva. Oleh karena itu oleh G. “Peter Hoefnugels

cddikakakan, "sanksi pidana merupskan suaty  preses

vang lebih hersifat sosioiongMRViminologis”.37)
Oieh Barda NRawawi Arief sebagaimana telah pernah
diuraikan pada hagian terdazhulu., fase perftama aﬁau
tahap legislatif ini dikataksn sebagal tahap vyang
paling straiegis di dalam tahap-tahap kebijakan
renanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.
Pembahasan mengenai prospolk penanganan masn-
lal Jlingkungan hidup dengan hakom pidana, Khuzos-
nva  vang berkaitan dengan fase pennbapan pidana

dan pendatuhan pidana, selain tetap herpedoman

pada  ketentuan pidana vang tercantum dalam Pasal

22 U Nomor 4731982, juga mengacu kepada Ronsep

KHUHP baru. dan Rancangan ‘ndang-undang tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

£ 1.1. Fase Penetapan Pidana

E Pembahasan pada fase penetapan pidana ini,
fﬁ akan dipusatkan paua ketiga persoalan pokok di
i

Aalam hukum pidana, vaity mengensai kehijakan pene-

) {ihat Muladi dan Bardas Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan
Pidsng, Alumni. Bandung, 1992, Hal. 173,
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tapan peruvmusan Ltindak pidana  lingkungan hidup.
kebiijakan penetapan denis sanksi pidana terhadap
pelakonya. dan dumlah berat ringaunva ancaman  hu-
kuman terhadap pelshkn Lindak pidana lingkungan.
L.l L. Kebijakan Penctapan Perumusan Tindak Pidana
Lingkangan Hidup.

cebagaimann telah Jdivraikan di muka, UU No,

d/ 1082 sabagui hukum materiil s LBidang lingkungan

hichnp, hanva wemual saty passl sats tentang kebi-

dakan Jdi bildang hukawm pidana, vaitu l'asal 22 ayvat

tby dan ayat (Z2nva. Pasal inl tidak secara  tegas
wmenberikan perumusan ags vang dimaksudkan dengan
Lindak pidana linghkungan dimana di dalam pasal ini

Ranva menvebubkan dus macaw istilah  vang bherhu-

bungan dengan tindak pidana lingkungan vailtny
pencemnaran cdan perusakan Lingkungan aerta
memberikan unsur delik lingkungan, vsitu tentang

a

kesengaiaan dan keslpsan vand mendasari perboatan

5

petaku  tersebut. Ad=zpun kriteria vuridis dari
pencemaran dan perusakan lingkungsn dapat dilihst

i dalam Pasal 1 butir ke 7 dan ke 8 Ul No. 4/

1987, vang secara essenrsil snsur-unsur delik pen-

cematran maupun perusakan linghkungan melipuli .38

Harun M. Hugein, op. oit. Hal. 177,




i faail el

e T

e

T e e e itk i e Bt

TP,

s i g

e e L

R e el B i s e iRedil

.Tabun 1982 adalah

201

L. bhaik perusakan  maupun  pencemaran Hing-

wandgan  adalsh aktivitas vang  menimbnlkan

perubahan langsung  atau Lidak lsngsung

revhadap linghkungan

2. balk pencemaran maupun pernsaksn lingkung-

an adalah  aktivitas vang nenvebabkan
tuvrunnva  kualitas  lingkungan, sehingga

Yinghkungan kurang atan  tidak berfungsi

sesual dengan peruntukannves:
3. dikaitkan dengan perumusan ketentuan Pasal

22 Ul Ha., 471982, pengertian pencemaran

b e

atau perusalan tidak mengsandung perbedaan

tanggung Jjawab vuridis bagi pelakunva;

4, tanggung Jawab vuridis tersebut berhubung-

an erat dengan aktivitas wanusia vang

menimbulkan pencemaran dan atau  perusakan

lingkungan, Jadi tidak dipermasalahkan

pencemaran atan peruszkan vang disebabhkan
cleh aktivitas yang bersifat alamiah.

ketahui Pasal 22 dari  UU  No. 4

e

Seperti d

kebijakan pidana vang bersifat

khuosus., vaitu khusus mengator masalah  (delik)

lingkungan vang berada i lusr KUHP, Di dalam

RUHF  vang hingga kini masih bherlaku, sebenarnya

ada beberapa pa=zal yvang mengatur tentang beberapa

perbuatan  vang berhubungan dengan masalah ling-




Wungan  hidup. Penguturan dini tersehar  di dalan
heberspa pasal dalam Mok ke [ tenlang Kedahatan,
fdlan  dalam Buku ke [§] tentang Pelanggaran antars
lain

Pasal 187-188: perbuatan menimbulkan  kebsa-

karan, ledakan atau hanijir.

Pasal 1891; perbuatan menghancurkan dan
sehaginva bangunan untuk menahan altauv

menvalurkan air.
- Pasal 202 memssukkan barang sesnatu (vang

berbahava) ke dalam sumber-sumber air untuk

LI .

- I"ssal 497:. menvalakan api di  Jdalan 'umum
vang dapat menimbulkan hahava kebaksaran.

- PPasal 500; membuat obat ledak tanpa izin.

- Pasal B01; meniual dan  sehagalinva barang

makanan/minuman vang dipalsukan atau busuk

atauy caril ternak sakit.

- Pasal 90Z; berburu 4i hutan negara tanpa

izin.

- PPasal 503; membuat gaduh/berisik tetanggsa
diwaktiny malam atau dekat dengan bangunan
untuk beribadah,

- Pasal 548-549; membiarkan unggés ternak

berjalan di kebun/tanah benian.

TSN IVENES S




Berlandackan kepads Passl ©3 U Ho. 4/1682,
maka hketentuan-ketentuan pasal vang terdapat dalam
KUHP tersebut di atas, masih dapat diberlakukan
sepaniang tidak diastur secaraz khusus di dalam  UU
Ho.4/1882.

Perunusan mengenai unsur-unsur tindak  pidana
lingkungan hidup sehagaimana tersebut dalam FPasal
22 1) Nomar 4/1882, terlihat vang sangat luas.
Hal 1Ini menyebabkan adanya kesulitan di dsalam
penegakan  hukum, terutama dalam menerapkannysa
terhadap kasus-kasus konkrit vang akan dibawa ke
pengacdilan.

Untuk wengantisipas) kejahatan lingkungan
vang akan datang melaluil sarana hukum pidana, maka
menurut  hemat penulils, rUMISaEn tenptang tindahk
pidana lingkungan vang terdapat di dalam Undang-
nndang Nomor 4 tahun 1982 ini perlu ditinlau
kembali., Sebaiknva, untuk vang akan datang peru-
pusan tindak pidana lingkungan ini Jjangan dijadi-
kan sebagail tindak pidana materiil, tapl dapat
dijedikan tLindak pidana formiil, sebab sehagail
anatu tindak pidana materil vang harns  dibuktikan
arlalah akihatnva. Dalam praktiknya. untui membuk -
tikan suatu akibat (pencewmaran/perusakan Tingkung-
an) benar-bhenar berasal dari sustu perhbuastan

fidaklahk mudah dan memiliki kendala vang sangat




204

besar, tapi kalau dijadikan sebagail tindak pidana
formiil, tidak perlu dibuktikan akibat vang ditim-
bulkan, cukup dengan perbuatan saia pelaku telah
dapst dihukum.

Perbicara masalah perubahan rumusan delik
Lingkungan, maka ini menvangkut masalsah pembysharu-
an  hokum pidana. FPembsharuan hukum pidansa itu
sendiri meliputi pembaharuan ribidang perbuat-
annya, ddan pembaharuah dibidang sankeinya, vang
pada prinsipnya ini tidak terlepas cdari tujuan pe-
nanggulangan kejahatan (lingkungan),

sepertl diketahui bersama, saat ini telah.ada
konsep KUHP baru untuk menggantikan RUNP vang ner-
laku sekarang ini. Di dalam konsep KUHF vang baru
ini, diatur jugs wengenai tinduak pidana Jingkungan
hidup (diatur dalam Bah VII). Kebijakan mengenai
tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut
konsep KUHP Baru tidak jauh herbeda dengan delik-
delik vang berhubungan dengan  lingkangan vang
terdapat di dalam KUHP yang berlaku sekarang.
l'erhedasn vang nampak adalah, konsep lebih bersi-
fat melengkapi perumusan tentang delik pencemaran
vang ada dalam Pasal 202 dan 203 KUHP sekarang,

valtun mengenai pencemaran tanah, udara  dan  oair

permukaan.
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Mepnurutbt hemalb penulis, dari sndut  penegakan
huknm  linghkungan, perigasan ruang lingkup delik

percemaran dalam konsep KUHE baru merupakan sesuta-

1 VAnE  sangat menguntunglkan. Janghkanan  hukum

pidans linghkungan terhadap ohiek linghungan vang

harng  oilinduangi meniadi semakin luas. Dengan

hegitu, ruang gerak bhagi pelakufpélaku pencemnaran-

Pn semakln senpll. Seperiil diketalmi walavpun i
"

Mamor 4/1982 berikut undang-undang selitoral di

Foidang linghkungan telah menjanghkan, tetapi karena

hingga saat ini he lum ada hukum lingkungan farmal,

paks seringkali penedak hukum Pinghunsgan mengalami

weanltitam  dalam penbrikt tan, Dengan demihian,

nntuk  menghindari kandasnya npays menarilk pelaky

pencemar ., Jakss dan Hakim dapatb menggunakan keten-

tuan pasal-pasal pencemaran dalam konsep KUY Daru

(hila  kelak Felah  herlakul, SRCAT & Bersamaan

A

dengan  peralbnran dibidang linghkungan aepanang

ndang-undang lingkungan hidup tersehut tidak
menentukan lain.

Aadan pewmbusatb undang-undang saat ini =sedang

merupaya membuat undang-undang ling-kungan hidup

vang baru, gntuk menggantikan heberadaan UU  No,

4f1982. Upaya tevsebut sudah sampai pada tahap

dihasilkannya sebuabh Rancangan Undang-undang

Tentanﬁ_?engelnlaan Lingkungan Hidup vang munghkin
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tidak 1ama‘lagi aﬁan dimintakan pengesahan Dewan
Perwakilan Rakvat.

Salah satu dasar pertimbangan dibuatnya ran-
cangan undang-undang tentang pengelolaan ling-

kungan hidup tersebut adalah:

"bahwa Lkehidupan masvarakat dalanm kaitan
dengan pengelolaan lingkungan telah berkem-
bhang sedmikian rupa, sehingga dirasakan

sehagilan materi Undang-undang Nomor 4 Tahun -

1982 tentang Ketentuan-ketentuan Peckok Penge-

lolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negars

Tahun 19882 Nomor 12, Tambahan Lembaran Begara

Nomor 3215) tidak memadail lagi untuk menjamin

tercapainva tujuan pembangunan berkelanjutan

vang berwawasan lingkungan”.

Jika diperhatikan Lketentuan-kebtentuan vang
Lerdapat di  dalam rancangan undang-undang ini,
terdapalt suastu perbedaan vanag sangat mendasar
bila dibhandingkan dengan ketentuan-ketentuan di
dalam lUndang-undang Nomor 4/1982. Salah satu per-
bedasan Lersebut adalah mengenal ketentuan pidana.

Mengenal ketentuan pidana, di dalam undang-
undang nemor 4 tahun 1882 hanya diatur dalam satu
pasal saja vaitw Pasal 22, sedangkan dalam ran-
cangan wndang-undang lingkungan hidup vang baru,
ini diatur dalam 8 (delapan) pasal moulai dari

Facal 35 sampal cdengasn Pasal 42, yvang diatur dalam

Path X tentang ketentuan pidana.




Apa vang dimalsud dengan tindak pidana ling-
kungan hidup., jswabannva tidak secara jelas dise-
butkan pengertiannya, tetapi dari perumusan pasal
35, 38, 37, dapat diketahui unsur-unsur apa vang
harva dipenuhi untuﬂ dapat menarik pelasku tindak
pidana linghungan ke pengacdilan, dengan mengguna-

kan sarana pidana. Dalam pasal tersebut diatur

Pasal 35
(1) Setiap orang vang secara melawan hukum dengan
sengaja melzkukan perbunartan vang mengakibatkan
pencemaran atau kerusakan linglkungan hidup,
dipidana dengan pidana penjars paling lama 10
(sepuluh’  tahun dan atau denda paling banyak
Rp. 230,000,000, (dua ratus inta raplah),

(2) detiap orang vang secara melawan hukum dengan
sengaia melakukan  perbustan  pencemaran  dan
atau perusakan lingknngan hidup vang mengaki-
batkan bahsaya bagil kesehatan wmie atau nyawa
orang lain dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas)y tfahun dan atsau
denda paling banvak Rp. 250,000,000, ~(dua
ratus 1;ma puluh juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
avat (1) dan avat (2) mengakibatkan orang mati
atau luka bLerat, maka pelaku UlLindak pidana
dipidana dengan pidana penjaras paling lama 15
(lima belas) tahun dan stau denda paling
banvak kp. J.00. 000,000, (tiga ratas Juta
rapiahy.,

Pasal 58
(13 Setisp orang vang karena keslpaannva melakukan
perbuatan vang mengakibathksan pencemsaran  atan
kerusakan inghkungan hidup, dipidana dengan
pidana penjara paling lams 3 (Liga)y tahun  dan
atau denda paling hanvak Rp 20,000,000, -¢(dua
paluh duta rupiahy.

(0 Bebtiap orvang vang karena kealpasannva melakokan
parbuatan btoeroebual pada avasy ¢ yvang  mengnki-
batkan hahava bhagl kesehatan omam s2tag nyawa

|




A

i TRl

5
B
o
o
4

1
§
I
§
!

{3

¢l

{2

(4

208

orang lsin, dipidanz dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda
paling banyak Rp. 20.000.000,-(dua puluh Suta
rupiahd. '

Jika tindak pidana sebagnimans dimaksnd clalam
aval (13 dan avat (2) mengakibatkan ovang mati
atau  Inka herat maka pelaku tindak pidana
dipidana dengan pidana penjara paling lams 5
(lima) tazhun dan atau dends paling banvak Rp.

25000 . 000, - (dua pulub lima junad,

Fasal 37

Setiap orang vang dengan melanggar  ketentuan
perundang-undangan vang beriaku, sengaja
me lepaskan atau membuang zat, energi. dan atau
komponen lain  yang hevacun abtan berbahayva
masulk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam
vdars  atau ke dalan permmhaan air. melskukan
impor, ekspor, memperdaganglan, mengangkut,
menyimpan bahan tersebut, menjalankan incotala-
51l  vyang  berbahava. padahal mengetahui atau
sangal beralasan untuk menduzs balhwa perbuatan
Lersebul  dapat menimbulkan  pencemaran  atau
terusakearn bingkungan hidup alay  membahayokan
kesehatan umum atau nvawa orvang lain, dipidana
dengan pidana peniara paling Jama B ¢(enam)
Lahun  dan stau denda paling banvak Rp. 100.
OO 000, ¢aeratus dubta rupiah).

Diancam dengan pidana vang sama denfgan  pidans
sehagaimana  dimaksud dalam avabh 1), sebiap
orang yvang dengan sendgalia menberikan inlormasi
palsu  atau menghilanghan atan  menvewbunvikan
ataun merusak intformasi vang diperlokan Jdalam
kaitannvs dengan perhustan sebagsimana  dimak-
zud  dalam avat (1), padahal mengetahui  atau
sangat herslasan antuk menduga bahwa perbustan
terschnt  dapalt wmeninbhullan  poncowmsrean atan
kerusakan  Jlinghungan hidup atan wemhahsyvakan
kesehatan onum atau nyawa ovang lain

Sebiesr orang vang dengsn melanggar  ketentuan
perundang-undangan vang herlakuy, koarena keal-
paannya melaknkan perbuasten sebagaimana dimak-
sud dalam avat (1), dipidana dengan pidana
paling Jlams 3 tiga) tahun dan  atau denda
paling hanvak Rp. 20.000.000,-(dua pulub  duta
ruapiah)d.

Jika tindak pidana sebagaimana dimsksud dalam
ayvat (4" mengakibatkan orang mati altau luks

© s o p gy o |
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Bervat, maka pelaka tindak pidana dipidana
dengan  pidana  penijars paling lama 5  (lima)
Labun dan atau denda paling hanvak Rp. 50.000.
oo, -¢limas puluh juta rupiah?y.

Ada  beberapa hal vang dapat dicatat dari
perumisan pasal-pasal tersebut.

Di dalam rancangan undsng-undang ini  kita
dapatl dua jenis delik lingkungan, vaitu (delil
lingkungan formiil sebagaimana dirumuskan dalam
Pasal 37, dan delik lingkungan msteriil seperti
dimaksud dalam Fasal 35 avat (1) dan Pasal 38 ayat
(1), Walavpun keduas paszal ini sama-sama  mnengatur
Lentang  susbo delik Lingkungan matoviil. tetapi
antara hedoanva mempunvai perbedsan, Petik  Ying-
kungan yang diatoar dalam lasal 3h avat (1Y hersi-
et mandiri (s generis?) dan untuk  pemidanaannya
Fidak  tergantung  pada  perundang--undangan vang
lain., Sedanghan  Pasal 38 zvalb (1) adalah delik

) - T 35
materiil vang bersifat amum.

Pasal 35 dan Pasal 36 Rancangan Undang-undang

A 3
tentang Fengelolaan Linghkungsan Hidup ini menvebut
3 (tiga)y wacocam akibat vang dilarang vang harus

dibuktikan. Adapun vang dilarang wmenurut Pasal 35

edan 38 ini adalah

Periialazan Pasal 35 avatr (1Y dan pengielagan Pasal 36 ayvat (1)
Rancangan lUndang-Undang Repubilik Indonesia Tentang Pengelolaan

Linghungan Hiduop,
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melakukan pervbustan  vang mengakibatkan
rencemaran atau kerusakan linghkungan;
melakokan perbuatan pencemaran dan atan
pernsakan Jlingkungan hidup vang mengali-
hathan hahava hagi kesehatan umum atan
nyawa orang lain;

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
falam (a3) dan (hYy mangakihatharn ovrang matl

atau luka bearat.

Bepertl dliketablmd, alkibast dari suatu penoa-

It an i

huatan
aetalah
/1882,

pembuat

ddak . selaln timhal seketika sebkelah per-

pencemaran selesal dilabukan, Lebapil  lama
delik linghungan teriadi. Pada UL No.
hal ini helum mendspat perhatian dari

undang-undang ., sehingga bila teriadi. sustu

delik pepncemarsn lingkungan sering timbul wmaesalah

dengan

pembultian  kesalahan pelaku kavena per-

hnatannva tidak (belnm) menimbulkan akibat. At au

aalan 1

telah adanva akibat berupa pencemaran ataun perud-

inghungan totapi pensgak hukuw mengsiamid

kesulitan dalam membuktikan kausalitas antara

akibat

penulis,

dengan  perbuatan pelakoa. Menurut hemat

hal ini merupakan salah satu alasan

dirumuskannyva delik lingkungan formiil dalam ran-

cangan

ini.

undang-undang lingkungan hidup vang baru
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Dengan adanva delik formiil dalam Pass) 37
vang memuat delik dengan perumusan hWhusus dengan
akihat dan  bahava vang masih bersifat ahstrak,
menunjekkan  pembuat undang-undang berusaha untuk
mengantisipasi  dauh  kedepan terhadap keijahatan
ingkungan  Sidup. Karena delik formiil penckan-
annya  lebih dituijuan pada perbuatan, Fasal 37
menvebuthan secars rinect perbustan-perbuatan vang
dilarang, itarena perhbuatan terseburn me langganr
ketentuan perundang-undangan vangd berlako.

Menurut hematl penulis. keliidialkan ganksi  pi-
dana vang terdapat di dzlam l'asal St ini, hampir
sama cdengan kebijakan “payurs” sepertd dalam Pasal

A2 1M No. 4/19

o0

2. Alasan penulis mengatakan demi-

kian adalah, pasal ini menvehutkan hagi pelanggar-

an beherapa pervundang-undangan lain (vang menyang-

kut  linghkungan) diancan dengan pidana menurut
rancangan undang-undang linghkongsw ini.

Perbuatan vang dilarang menurut pasal ini

adalah

a. melepasksn stau membusng zat, energl, dén

ataun komponen lsin vang beracun aktsau  ber-

hahaya masuk di atas atau ke dalam tanah,

ke dalam udara, atau ke dalam permukaan

air, melakukan impor, ekspor, memperda-—

ganghkan, menganghkut, menyimpan bahan
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tersebut . menialankan whatalasi yvang  ber-
habkaya.

b membbrikan intformust paleu, atan  menghi-

langkan atau merusak informasi yang diper-
lukan dalam kaitsnnva dengan (2).

Dari uraian di atas, dapatlab dikatsksn Ran-
cangan Undang-undang Tentang Pengelolaan Linghkung-
arn Hidup ini, bersifat lebih tegas, lengkap dan
terperinei, bila dibandinghkan dehgan undang-undang
zebelumnya. Rancangan uvndang-undang ini Jduga  te-
at memperhatikan perkembangan inlternasional,
mengenal antisipasi kedsahstan terhadap Pingkungan
Bidup. HPerumusan Pasal 37 wembuktikan bahwa,
rancangan uvndang-undang ini1 telah puls memperhati-
ban  ketentusn tentang standsar wminimszl interna-

sional mengenal delik-delik linghkungan yang dapst

.411)

0

dipidans, vang tevrdiri dari

a. Dengan sengsia menvebablkasn terjadinya pencemar-
an  udsra ("air"), tsnah, lkumpulan/sumber air
alam ("waler bodies") ataw ruang angkasa; ataun

dengan sengaja merusak ansur-unsur/komponen
linghungan vang sangat penting;
h., Dengan sengaja memasukkan  benda/zal tanpa

wenang ("anautharized”) ke dalam udara, tanah,

nternational Meeting of Experts on The Use of Criminal Sanc-

tion Iin The Protection of IEnvironment, Internationally,
Demistically and Regionally, Portlend, Ovegon, USA, 19-23
March 1994, Disarikan oleh Barda Nawawi Arief, Hal. 3, disaji-
kan  sebagsi bahon penataran  Huokum Pidana  dan Kriminologi,
Semarang, 3-15 Desember 1995,




tersebt . mernialankan instalasi vang  her.

bahava,

juy

memberikan  informasi psalsu, atan menghi-
langkan atau meruszsak informasi vang dicer-
Tukan dalam kaitannya dengan (a).

Dari uraian di atas. dapatlah dikatakan Ran-
cangan Undeng-undang Tentang Pengelalasan Lingkung-
an  Hidup ini. bersifat lebih tegas, lengkap dan
Lerperinei, bila dibandingkan dengan undang-undang
sebelunnya. Rancangsn undang"undang ini juga Le"
lah memperhatikan  perkembangan internasional,
mengenal antisipasi kejahatan terhadap lingkungan
hidup.- Ferumusan Pasal 37 membuktikan bahwa,
rancangan undang-undang ini telah puls memperhati-
kan  ketentuan tentang standar minimal interna-
gional mengenai delik-delik lingkungan yvang dapat

dipidana, vsng terdiri dari 40}

3. Dengan sengaia menvebablan terjadinya pencemar-
an udara ("air"), tanal, kampulan/sumber air
alam ("water bodies”) atan ruang anghasa; atau

dendan sengaja merusak unsur-unsur/konpoanen
lingkungan vang sangat penting:
. Dengan sengsia memasukkan thenda/gat tanpa

venang ("unauthorized”) ke daiam wadara, tanal,

International Meeting of Kxperts on The Use of Criminal Sano-
Lion in The Protection of Eivirenment, Internationally,
Nomistically and Regionally, Fortland, Oregon, USA, 19-23
Harch 1894, Disarikan oleh Barda Hawawi Arief, Hal. 3, disaii-
kan  sebagal bahan penatsrsn Hukum Pidasna dan Kriminologsd,
semarang, 3-15 Desewber 1995
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sumber/kuwmpnlan air alam atag ruang anghkasa
vang menvebablkan hkerusakan herat bhag!l orang.
bhinalang atau Lanaman;
2. Dengan sengaia membniang . mengekspor atay meng--
impor limbah hervbahaya dengan melandgar  keten-
tuan internasional. nasional maupun tanpa  ijin
vang dipervlukan rnecessary prErmit o}
d..Dengan sengaia
- mengoperssikan instalasi yvang berbahava, atan
- memperdagangkan, mengekspar atauy mengimnpor
hahan-bahan radioaktif tertenty atan bahan-
bahan  kimia atau biologis tertentu lainnye
vang bherbshaya, dengan melanggar ketentuan
internasional, larangan-larangan nasional
atay tanpa 1iiin vang diperlukan, vang nmenve-
babkan pencemaran udara, tanah, tumpulan/
sumber  air alam atay rueng angkasa atau nme-
nyebabhkan kerusakan berat bhagi orang, bina-
Lang atasu tanaman-

aahagail haéi] dari International Meeting of FEx—
perts on The lUse of Criminal Sanction in The
Protection of Environment, Internationally, Dcmes-
tically and Regionally, yang diadakan di Fertland,

Ovegon., USA. pada tanggal 19-23 Maret 1994

L.1.2. Kebijakan Penetapan Jenis Pidana dan Jumlah
Berat Ringannvya Ancaman Pidana

Seperti urailan pada kehijakan penetapan ru-

musan tindak pidana lingkungan hidup, éada bagian

ini penulis jugas mulai dengan melihst apa dan  ha-

gaimana Jenis serta jumiash pidans vang dapat di-
ancamhkan terhadsp pelaku tindak pidana lingkungan

hidup, di dslam UU Nomor 41982,

Adapun  fentang bentuk dan jenis pidana vang

terdapat di dalam undang-undang induk di Bidang

lingkungan ini Jjuga diatur di dalam kebijakan
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pidana  dalam  PPasal 22, berupa pidans renjara,
pidana  denda, dan pidana  kurungan. Pfdana ini
hevzifat kamalatif alternalif, vang herarti terha-
dap seseorang vang melakvkan  tindak pidana  ling-
kungan hidup (pencemaran Vingkungan «tan perugakan
lingkungan), dapat dijatuhi pidana benjara sekali-
#us  denda, atau salah satu  diantaranya. Karena
Pasai 22 0 Nomop 4/1982 ini adsa menyvebut puls
mengenali undeng-undang lain, maka bila vyang di-~
langgar bukan Ul Nomor 4/1882 tetapi undang-undang
lain di bhidang linghkungan hidup (undang-undang
ﬂektoral). térhadap pelaku dizamping dapat dihukam
menurnt ketentuan undang-undeng sekbtoral itu

sendiri, juga dapst dikenakan ketentuan ridansa
menurut Rasal 22 U No. 4,87 Contoh  konkret
“dapat  disebutkan disini adalak: di dalam pevkars
pidana  pernsakan Lingkungsan vang terkenal dengan
kzzus rendrawvasih . Jaksa  menuntuar terdakva me-—-
langgar  Fasal 22 U0 Na.  4/1082  dan Dierens-
hPSﬂhﬁfﬁf”ﬂSl‘ﬂrdﬂﬂﬁﬂﬂﬁjﬁ T931 (ordonansi Perlin-
dungan. Sabtwa Liar 1831) serta Ordonansi  Peyrlin-
rangan Satus Liar 193] (Dicrenbescherningsveror—
dening 19313 Hakim menghukam terdakwa herda-
sarkan  ketentuan dalasm Pasa) 22 U Nomer 44,1982
Fentang perbustan vand menvebabiian rusaknya ling-

kungan hidup. Dalam a2jzran Tlmu Hakum pertimbang-

an hakim menerapkan Ul Mo, 471988 sebagail dasar
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kepniusannva dikenal sebagal asas  Lex posterior
derogat  lesi priori atan undang-undang vang baruy
menysmpingkan undang-undang vang herlaku terdahu-~

iu.

seperti halnva jenis pidana vang dapat dian-
camian terhadap pelaku tindak pidana lingkungan,
herapa  jumlah berat ringannya pidana vang dapsat
didatuhkan kepada pelaku, juga dapat diketahui
dari Pasal 22 UU Nomor 4 tahun 1982 ter=ebut vang
membedakan  perbuatan astas dua macan, vaitu vang

dilakukan dengan =engaia dan vang dilakukan karena

keaslpaan. Bila perbuatan tindak pidana Lingkungan

(vang herups perncemaran atan perusakan lingkungan

ituw dilakukan dengan sengaia maks pelaku  odiancam

dengan pidana peniara selama-lamanya |1 (osepaluhd

tahun dan atauw denda sehanvak-banvaknva Rp.

T 000, 000, ~(seratus Juta rupizh). Tetapi Jika

dilakukan karena kealpaan ancaman hukuman kepada
o

pelaku  adalah pidana kourungan selama-lamanva 1
(satu) tahun dan atau dends sebanyak-banvaknyva Rp.

.20, 000, ~{gatu juta rapiashy.,

Apabila  Lkits wembandingkan jeais dan  dnmlah

ancaman  pidans inid dengan vang terdapat di dalam

KUHE ., pelanggsran  ternadap beberasps  pasal  vang

hertubungan dengasn linghangan hidup dianecam dengan

Jermis pidana  vang sama  dengan vang  diancamkan

22
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aleh Fasal 22 Ul No. 471882, Perbedsan terletak
pada  Jumlah  berst  ringsn  pidana. Felanggaran
pasal-pasal wmengenan lipghkungan vang ada dalam
Pk P1OKUHE . diancaw pidanas Pidans penisrs pen-
dara mulai  dari 7 (tuiuh)y tahon hingga  peniara
aeamar  hidup, sedanghan untok perbustan vang
nelanggarn getentuan vang bersifat pelanggaran
Aimnean  dengan  pidana kurungan ztasu  denda  vang
Jumlahnya Jauh lelsth  rencdah dibandingkan yvang
dapat diancemkan oleh U Homor 471882 (dan undang-
undang gsektoral  di 0 bhidang lingkungan hirlup
lainnva ).,

Dulam Rencangan Konsep KUHD Bara, gama sekalid

tidak diionmeai pidana kuarungan, nampaknvya  Lim
-

perancang Konsep KUHP Barn memong bermaksud  tidak

lagi wemasulkkan  pidana inl sebadal galah  gaty

jenie  sanbksi pidsna ke dalam honsep. RUHEP  vang
gaatl int masih beviaku, melihat perbuatan ﬁidana
sehagal kejahatan atau pelanggsaran vang herpenganr-
nh terhadap jumiah berat ringan-nva sanksi pidana,
Lidak  demikian  halnyva dengan KUHE  Baru. Dalam
nelihat suatu  perbuatan dilihat dari  bobaotnva,
gehingga berdasarkan bobhotnya tindak pidans dibe-
dakan atas:

1. tindak pidana “sanga® ringan’ yang haﬁya

diancam dengan pidana denda kategori I
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vaitu Rp, 150,000, -(seratus  lima puluhb
ribn  rupiah) atau denda kategori II Rp.
SOUﬁUDD.m(lima ratus ribu rupiahy;
tjnﬂak pidans  “ringan”. vang ancaman
pidananya berupa pidana penjiara antara 1-2
tahun, atzun denda kategori 1I1 seijumlah
Hp, 2,000,000, -(tiga Jduvta rupiah);
tindak pidana "sedang’, yvang ancaman pida-
nanva herupa peniara 2-4 tahun. atau denda
katégori IV, sejumlah Rp.7. 500.000,-(tuiunh
s
Juka limaratus ribun rupiah):
tindak pidana "Berat” ., vang dapat diancan
pidana penjara antara 4-7 tahun ataun dendas
kategori IV sejumlabn Rp., 7500 000, -¢tuiuh
juta lima rvatus vibu rupiah
tindak pidana "Sangat Seriux” . vang rdapat
diancam pidanas peniara diatas 7 (cujuh)
tahun) . Terhadap pelaku tindak pidana ini
dibedakan atas pelzsku orang dan badan
huakum.  Jika pelakunyva adalah badan  hukum
maka selsin dapat diancam dengan pidansa
penjars  diatas 7 tabhun, dialternatifkan
dengan denda kategori V vaitn Rp.
30.000.000,-(tiga pulul juta rupiah) atan

denda kategori VI  denda seijumlah Rp.

300.000 000.-(tiga ratus juta rupiah),
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sererti diketahoi, hahwa vang dapat melakukan
BEncanaran atan perusakan linghongan tidak saia
indiviry lﬁtnn crang perorangsn, tapd juma cdapat
dilaknkan  oleh pernaahaan atay hadan hukom  (kor-

porasio, atan secara bevrsamsan antarns  orang  dan

badan  hukum. Hal ini dapat diketahui oy 1is1

pendelasan Pazal 9 avat (1Y dars Undang-undang

Momar 4 Tabhun 1985 Ditmbunghan dengan  ketentuan

Pasal 272 avat (1), vang dimaksud dengan  “harang

siapa digini  delas Pahws subiek  dari  tindak

[

pidana lingkungan ini. bukan majs orang tapi  dugs

rarlan hukum. .
Kalav kita perhatikan aaat ini, henyak poence-

maran ataupun perumakan lingkungan  dilakukan oleh

rerusashasn, vang kualitas pencemaran ataunun

peruszkannva lebih parab jika dibandingkan dengan

vang dilakukan aleh individn. 4%

)

Pasal 22 lindang-undang Nomar 4 Tahun 1982
tidak membedakan ancaman terhadap pelaku, apakah

ddilakukan  oleb individu atau dilakukan oleh kar-

porasi.

PBapvak  Jimbah industri yvang Jdibuang langsung ke sungai vang
Lerdekat sehinggzs mencemari sungal, bahkan  industri-indoustri
ini  melakukan  penimbunan di bawsh tanabh dari limbah-limbah
industri  padat, Di Indonesia rata-rata produksi limbah B3
(Baban  Beracon dan Berbahaya) dari bevbagai  sektor indostri
dliperkirskan  berjumlah 400 ton pertakan, (Republikas, 13 Juli
1994, Menurat Hamrat Hamid dari Papedisl Pusat, 50% dari  1im-
bah B3 Adi Indonesia berasal dari limbah romah sakit.
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Dilihat  darl vasas keadilan, ancaman  pidana
vang Lermust o) dalam Pasal 22 terschob  cdirozakan
tidalk adil.® Oleh kareaa it mennrnl pendapat
penutis, dard aspelk btoinsn preventip maupun agpok
represif, kebvijakan pidoana davi Fasal 220 W Noo

4/1882 fLersebut khususnvs mengenaiz  pidana denda

burang mendidik. Jumlalb dends  vang  diancamkan
Fersehbut hanyas  “"menakuthkan” hagi pelaska delik
dari golongan "teri” sala, tidak demikian untirk
valongan “kakap' . Bagi pelaku  atau ealen  pelaku

pencemsr naupun perussk lingkungan sepertl perusa-

-

haan-perusahasn  besar, Jdnmlah tersebut  “relatif”
heeil dibanding dengan keuntungan vang akan dida-
pet dari ha=il delik vang dilakuokannva. Dengan
demikian, herpijak dari pendapat Ted Honderich
sebagaimana vang telah dikutip di bab terdahulu
rentang  kebijakan sanksi pidana, ancaman -hukuman
vang terdspat dalam Pasal 22 tftersehut, dapat
Aikatakan tidak akan mencegah dan bermanfaat bsagil
perlindungan dan pelestarian sumber dayve alam dan
linghkungan hidup.

Dalam rangks untuk mengantizipasil kejahatan
vang ditujukan terhadap pelestarian lingkungan
Fidup dan  sumber daya alam. arda  balknya kita
melihzt ancaman =anksi vang termuat dalam  konsep

KUHE . Dalam konsep KUHP Bara, ancaman pidana bagil
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subiiek  tindak  pidsna badan hakum,  diperberat.
Selain pendars Juga dialternatifkan dengan  pidana
denda, dan apabila kedishatau teraebutl  menimbulkan
keanbungan chononis/ Lheuvangan vang cakup Lianggil,
pidana peniara vang diancam dapat dialternatiflian
darn  dikumunlatithan dengon pidans deneda (=izlem
alternatif-kumulatify.

2ila  Undsng-undang Nomor 4 Tabhun 1982 Lidak
mengator secara tegas mengenail badan hubkum sebsgai
sihiek delik linghkungsan, sebaliknva dalam ran-
cangan  undang-undang linghkungan vang haru  secara
Legas  disebutkan  bahwa  badan  hukum merupakan
aubhiek delilk lingkuangan hidup, bahkan ancaman
pidana  dends dapal diperberst dengan s=epertigsa.

Kebentuan ini dapat kita btemukan dalam Pasal 38

dari Rancangan lUndang-urndang lingkungan vang
bary. 2@
Secara garls  besar, ancaman  pidana vaug

terdapat dalam  Rancangan Undang-undang tentang
Pengelolaan Linghkungan Hidup sangat berbeds, Jiks

dibsndingkan dengsn vang diatur dalam UU  Nomor

Pasal 33 R tentang Pengelolasn Lingkungan Hidup menvataMan

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada habh ini dilakukan
oleh atan stas nams sunts badan hulum, persercan, perserikatan
orang, vavesan atau organisasi lainnya, mwaka pidana dencda yang
diancamkan dapat diperberat dengan sepertiga.
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Dalaw rancangan undang-undang lingluangan vand

bary  ancaman pidana dibagi dalam  tiga  katedgori,

Ferdasarkan akibat vang ditimoulkao. Ancaman  pi-

dana  vang terdapat dalam Rancangan Undang-undang

Tentang Pengelolasan Lingkungan Hidup ini nampaknya

mengikuti pola  penjatuhan  pidana berdasarkan

Konsep KUHP Baru, yang melihat dari kualitas dan

bobot delik. Yntuk delasnyva, dapat dilibat dalam

tahel bhevikut ini.

Tabel. 2
Ancaman Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkuangan
Materiil Menurut Rencangan Undang-Undang
Tentung Pengelolaan Lingkungan Ditinjau Dari
Pola Penjatuhan Pidana Henurut Rualitas dan Bobot
Pidana Berdasarkan Ronsep KUHP Baru

ANCEMAN PIDANA MENURUT KONSEP KUHP
{KUMULATTF-ALTERNATIF)
HERURUT RGU LH
DILAKUKAN TERHASUY BOBOY
PASAL DENGAN AKX L BAT ERTEBORI | TINDAK PIDANA
PENJARA DENDA
iih Sengaja Fencemaran/Ferusaken| 10 Th. ' 200,000,000 Y1 Sangat Serius
Lingkungan Hidup '
£7) Sengaja Membzhavakan Yesehat! 12 Th, | 280.000.000 Vi Sangat Serius
an Usum / Hyawa
i3y | Serpaja Hati / Luks Berat 15 Th, 300,000,000 vi Sangat Serius
34 (1) | Kealpaan Pencemaran/Perusakanf 3 Th, 20,000,000 V Sedang
Lingkungan Hidup '
i2) | Kealpaan Hembahayakan Fesehat| 3 Th. 20,000,000 Y Sedany
an Umun / Myzwa
13} | ¥ealpaan Hati / Luka Berat § Th, 2%, 000,000 Y Berat




Ancaman

Pidana

Tahel .
Dalam 'Findak P

Rarrcangan Undang-Undang

3.

idana  Lingkungan Formil Menurut

Tentang Pengelolaan Lingkmngan

berbahaya

t

12

1 maksud avat (4)

Ditinjan Dari Pola Penjiatuhan Pidana Menurut Kunlitas dan Bobot
Pidana Berdasarkan KUHP Konsep.
MENURUT
ANCAMAN P1DANA KUHP KONSEP
{FUMULATIF-ALTERNATIF) —
FERBUATAN YANG DIDUGA DAPAT DILAKUKAN HENURUT RUU LH TERMASUK | RoBOY
NLARANG HENTMBULKAN AKIBAY DENGAN LATEBORT | TINDAK
PENJARA DENDA P1DANA
melepaskan atan penceraran atau keru-| Sercaja & Th. £00,000,000,~ V] Berat
nembuang zat, ener| sakan lingkungan hi-
i, dar atau koa~ | dup atay membahayakan
ponen lain yang kesehatan umum atau
beracur ztau ber~ | nyawa orang lain
bahaya di atacs
atay ke dalan ta-
nxh, ke dalam uda~
ra stan ke dalap
peraukaan air, me-
lzkulan impor, efs
por, memperdaganp-
kan, mengangkut,
nenvimpan bahan
tersebut, menjalan
kan instalasi yang
Mesberitan infor- { pencemaran atav tery- Bengaja b th, 100,000,000, - Wi Berat
mati palsu atau sakan ‘lingkungan hi-
menghilangkan etau| dup atau mepbahaykan
neryembunyikan kesehatan umum atay
atau merusak in- nyawa orang lain
formasi yang diper
bukan dalam kait-
annya dengan per-
bustzn dalan ayat
Dimakeud dalan Hengakibatkan orang Sengaja 9 Th. 130,000,000, - V1 Sangat
avet (1) dan avat | mati ztav luka kerat Serius
Helanagar ketentu-| pencenaran eztau keru-| Jealpzan 3 Th, 24,000,000, - Y Sedanrg
@ yang berlaku, sakan lingkungan hi-
melakukan perbuat-| dup atau membahayatan
en sebaqaimana di-| kesehatan unup atay l
mzkeud avat (1) nyawa orang lain j
Seperti yang di- | mengakibatkan orang Kezlpzan | 3 Th, 3. 009, 000, - VI Berat
nati atau luka berat
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Bila diperhatikan tabel di atas, dapat disim-
pulkan bahwa ancaman pidana dalam rancangan un-
dang-undang lingkungan yang baru ini jauh lebih
berat dibanding dengan ancaman dari UU No. 4/1982.
UU No. 4/1882 mengancam dengan pidana vyang sama
(pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan atau
denda sebesar-besarnya Rp. 100.000.000, - juta
untuk setiap delik lingkungan yang dilakukan
dengén sengaja, dan pidana kurungan maksimal 1
tahun dan atau denda Rp. 1000.000,- jika dilaskukan
karena kelalaian), tanpa membedaksan bessr kecilnys
akibat yang ditimbulkan.

Pencantuman jumlash ancaman pidana vang besar
terhadap delik lingkungan, baik di dalam konsep
KUHP baru kemudian dipertegas puls dalam undang-
undang khusus (rancangan Undang-undang lingkungan

yang baru), serta dirumuskannya dua macam delik

lingkungan (formil dan materiil), menurut pendapat

penulis, hal ini menunjukkan bukti keseriusan pe-
merintah di dalam penegakan hukum lingkungan,
khususnya dengan menggunskan kebijakan hukun pi—
dana (sanksi pidana). Disamping itu, kebijakan
hukum pidana yang dituangkan dalam rancangan
undang-undang lingkungan yang baru ini, merupakan
suatu Jawaban terhadap kritik-kritik yvsng dituju-

kan kepada penerapan Pasal 22 UU No. 4/1982.




Perubabhan mendasar lainnya vang terdapat
daslam Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan
Lingkungan. adalah dicantumkannya pidana tambahan
terhadasp pelaku tindak pidana lingkungan, terupsa
pembayaran nang pengganti sebanyak-banvaknva sama
dengan kerugian vyang diakibatkan oleh tindak
pidana yang dilakukannya,43) dan Tindakan Tata
tertib vang dirumuskan dalam Fasal 42.%44)

Dalam vpenjelasan Pasal 42 disebutkan bahwa
"tindakan tata tertib merupakan bentuk sanksi
dalam hukum pidana moderen disamping sanksi tradi-
sional berupa pidana”. Menurut pendapat penulis,
tindakan tata tertib ini mirip dengan pidana tam-

bahan .

43,

4d. 3

Pasal 41 RUU tentang Lingkungan Hidup @ “Selain ketentuan
pidana  sebagaimana dimaksud dalam Kital Undang-lUndang Hukum
Fidana, maka sebagai pidana tambahasn terhadsp pelaku  tindak
pidana dapat dijstuhi pidana berupa pembayarsn uang penggsnti
vang Jumlalnya sebanvak-banyaknya mama dengan  kerugiszgn  vang
diskibathsn oleh tindak pidana yang dilakukan®, -

esal 42 Rancarngan Undang-undang  tentang  Lingkungan Hidup

menyvatakan @ Belain hetentuan pidans  sebagsimans  dimaksuod

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang  ini,

terhadap  pelaku  bindak pidana Jdapat dijatohi pula tindaksn

tats tertib berups

5. perampasan koontungan vang diperolen dari tindak  pidana,
clan etag .

b permtupan selurahnya atin sebaglan perusahesn, dan aten

o, perbzikan tindak pidans, dan atau

A, mewsdiibkan mengerdishkan aps vang dilalaikan tanpa hak,  dan

atan

/. weniadskan aps vang dilalaikan tanpa hak, dan atso

. wenenpatkan perusahaan di bawah pengosmpuan selams- lamanys
1.igs tabun.
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Jenis pidana tsmbshan, Ji dalam Pasal 10 KUHP
yang sekarang berlaku, adsa tiga m=cam

2. pencabutan hak-hak tertentu;

b. perampassan barang-barang tertentu;

c. pengumuman putusan hskim,

Di dalam konsep KUHP Baru, Jenis pidana

tambahan adalah
ke-1 pencabutan hak-hak tertentu;

ke 2 perampasan barang-barang tertent dan ta-
i gihan;

Ke-3 pengumuman pubtusan naiim,

ke-4 pembavaran ganti kerugian:

o

ke-5 pemenuhan kewaiiban adat .
Dalam penielasan Pasal B konsep KUHP Baru
i dijelaskan bahwa, pidana tambaban dimaksudkan
| untuk menambah pada pidana pokok vang dijatuhkan
suatu  sanksi vang sifatnyos lebih vingan dan  pada

dasarnva bersifat fakultatitf. Karena itu sanksi

ini pada dasarnyva haves dicantumkan dalam ruomusan

-
tindak pidana vang bersangkutan.4a}

Hengenai pidana tambahsn ini, bila dilksitkan
w

antara ‘pidana tambshan vang terdapat dalam lonsep

49, Svarat rercantumnya soosra Legas dalam perumesan bindak pida-

na, Jjenls pidana tambahan 4i baweh ini bersifat mutlak.
a. pencabutan hak-hak tertenty;

b. persmpasan barang-barang tertentn dan tagihan;

o, pengumuman putussn hakim;

d. pembayaran ganti kerugizn.

| DPT-PUSTAE-DAnT™
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Mengensi pidans tambahan ini, bils dilkaithkan
antara pidana tambahan yang terdapat dalam konzep
KUHP, dengan pidana tambahan yang tevrdapat dalam
Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Ling-
kungan Hidup, terdapat suatu "benang merah". Sya-
rat  tercantum dengan tegas dan Jelas dalam peru-
musan delik bagi pidana tambahan sama-sama nerupa-
kan syvarat untuk dapat ditambahkan pada pidana pro-
kok wvang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku
delik.

Sebagaimana pernah disebutkan pada awal pem-
bahasan mendenail rancangan undang-undang tenténg
1ingkungaﬁ hidup, bahwa rancangan undang-undang
lingkungan ini telah memperhatikan perkembangan-
perkembangan Internasional dibidang hukum ling-
Rungan.

Dicantumkannya pidana tambahan dalam Ran-
cangan Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkung-
an Hidup dapat dikatakan sebagai realisasi dari
hasil “Pertemuan Internasional para pakar hukum
rwengenail penggunaan  sanhsi hukum  pidana dalam
perlindundan lingkungan dalam ruang lingkup Inter-
nasiornal. Domestilk dan Regional”. Dari pertemuan

ini dihasilkan antare lain Jenis Jjenis pidana
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tambahan, yaitu :48)
a.

larangan wmelakukan perbuatan/aktivitas vang
dapat menvebabkan herlaniutnya atau terulangnya
kedahatan itu;

perintah untuk mengakhiri satan tidak wmelanijut-
kan kegiatan (untuk sementara atau  selumanya),

pencabuban 131in kegiatan, pembuharan usaha

bisnis;

perampasan kekavaan (propertysazsed ) dan hasil
kejahatan dengan memberi prerlindungan  hak-hak
pihak ketiga vang honaficd (Jujur/dapat  diper-
cava/beritikat baik:
mengeluarkan/mendiskualifikasikan terpidana da-
ri kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fis-
kal atau subsidi-subsidi:

memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskus-
lifikasi/membatalkan petugas dari jabatannya;
memerintahkan terpidana melakukan perbuatan un-
tuk memperbaiki ataun menghindari kerugian ter-
hadap lingkungan; ‘ :
mengharuskan terpidana mematuhi syarat-~
svarat/kondisi yang ditetapkan pengadilan untuk
menjamin  perbuatan baik siterpidana dan untuk
mencegah terpidana mengulangi lagi perbuatannya
atauw melakukan kejahatan lingkungan lainnya;
memerintahkan publikasi fakta-fsakta vang berhu-
bungan dengsn putusan pengadilan;

memerintahkan . terpidansa untuk memberitahn
orang~orang vyang dirugiksan oleh perbuatannya;
memerintahkan Fterpidana (apabila merupakan

organisasi) untuk mengungkap/memberitahukan ke-
pada publik di semua negara tempat beroperasi-
nys organisasi i1ty mengensai pertanggungjawaban
ataun  sanksi yang dikenakan kepadanvya, kepada
cabang-cabangnva, kepada para direktur, petu-
gas, mansjer atau karvawannva.

memerintahkan terpidana untuk melakukan pela-
vanan/kerja sosial (community service,.

" Beberapa Hasil International Meeting of Experts on The Use of

Criminal Sanction in The Protection of Environment, Interna-
tionally, domestically and Regionally (Portlsnd, Oregon, USA,
19-23 March 1994) hal.8-3, Disarikan oleh Barda Nawawi Arief,
Bahan Penataran Hukum Pidanz dan Kriminologi, Semarang, 3-15
Desembber 1995,
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I.2. Fase Pepiatuhan Pidann

'ada  hakikabtnva nndang-undane adalah sarana
untuk mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan ta-
hap peniztuhan pidana ini, untuk tercapainva tu-
Juan  vang diharapkan, diperlukan suatu kehijakan
vang berfwngsi sebagai Fegangdan beagi  hakim  yvang
seharusnva telah ditetapkan pada tahap penetapan
pidanza olel badan legiaglatif, vaitu Lentang tujuan
remidanaan cdan pedoman remidanaan .,

RUHE vang adsa saat ini sama zekali tidak mem-
berikan  ketentuan tersebut, demikian juga dengan
undang-undarg nomor 4/1987% . sedangkan baik  tujuzan
penidanaan maupun pedoman pemidananan merupakan se-
suatn vang sangat esensi bagi hakim ol dalam  mem-
berikan putusan yvang sebalk-baiknya dan  seadil-
adilnya.

Pentingnva tujuan dan pedoman pemidanaan fer-
sebut  telah dipikirksn oleh Tiun pembentuk EKUHP
Baru, vyaitu sebagai fungsi pengendali/kontrol se-
kaligus memherikan dasar filosofis, daszar rasiona-

litas dan motivasi pemidanasn vang Jdelss dan ter-

.arahn.

Pentingnya tujuan dan pedoman pemidansan di-

masukkan ke dalam rancangan Konsep XUHP Baru di-
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dasarkan Kkepada:?7

1. Pada hakikatnwvs, undsng-undang merupakan Suatu;
sistem (huokum) vang bertujuan (purposive Sys-
tem). Dirumuskannyz pidana dan aturan pemida-
naan dalam undang-undang pada hakikatnya hanva
merupakan sarsna untuk mencapai tujuan.

2. Dilihat secara fungsional dan operasional, pe-
midanasn merupakan suatu ranghkaian proses  dan
kebijakan vang hkonkrot tisasinva sengaia direnca-
nakan melalui he apa tahap vang dimulai dart
tahap "formulasi” oleh pembuat undang-undang
(tahap kebijakan legislatif), kemudian tahap
“aplikasi" oleh badan vang berwenang (tahap

kebijakan yudikacif) dan akhirnva tahap ekse-
kusl" oleh aparat atau instansi pelaksana pida-
na (tahep kebijakan eksekulif/administratif).
Agar diantara ketiganyva ada keterjalinan seba-

g£a1 satu kesatuan sistem pemidanaan maks diper-~

lokan pevumusan tujuan dan pedoman pem1daraan

J. Sistem pemidanaan vang bertolak dari faham in-
dividuailiznsi pidanna, tidak |berarti memberi
kebebasan  sepenuhnys kepada hakim dan  aparat-

apavrat lainnys tanps pedoman atan  kendali/kon-
treol. %

A . R . .. N -
Y Bards Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hulum Pidana, Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1998, hsl. 152-183




Ketika membicarakan tentang kasué konkret
tindak pidana Hingkungan hidup dalam Bab IV bagian
ke dua. hakim htervkesan ragu-ragu di dalam memberi-
kan putusannya, sehingda cenderung memberikan hu-
kuman yang menguntungken kepada terdakwa, Dihu-
bungkan dengan tujuan pemidanaan, terlepas dari
apakah  hakim telah memahami adanya kecenderﬁngan
tujuan pemidanaan sepertl vyang dirumuskan oleh
Tim perancang KUHP Konsep atau tidak, bila hakim
selalu_ memberikan putusan vang demikian maka
menurut pendapat penulis, tujnan perlindurgan
pelestarian sumber dava alam dan lingkungan hidup
akaﬁ terabpikan, karena putusan hakim “seolah-
alah”  lebih berpihak kepada pelaku daripada ke-
pentingan wasyvarakal dan sumber dava slam  itun
sencdiri.

Henurut hemat penuiis, sebenarnyva hakim dapat
mengatasil keragu-raguan ini dengan Jialan mengguna-
kan ketentuan yang terdapat pacda  bab percobaan
dari KUHP, . vaituy hetentuan vang terdapat dalam
Fasal 53 KUHP. Dalam Pagsl 53 ini, ditentukan
bahwa cukup adanva permulaan pelaksanaan, vang
tzna  pelaksanaan  tersehot tidaj se}eéai harena
hukan kehendak doari dalam diri pelakuy it sendiri.
Sehingga potusan hakim vang meﬁgadili perkara pen-
vemsran  atau perusakan terhadap lingkungan hidup

5y

dengean  menggunakan Fasal 22 dapri Ui Mo, 4 Labun

e e s e
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Y82, dapat berbunyi Melanggar Pasal 22 UU No. 4

Tahun 1982 jo Pasal 53 KUHP. Penggunaan ketentuan
Pasal 53 KUHP inil dimungkinkan dengan adanva ke-
tentuan vang terdapat pads Pasal 103 KUHP, karena
i dalam UU Neo. 4 Tahun 1882 ini tidak ada peng-
atuarannya (tentang percobaand, sehinggs ketentuan

Pamal 103 ini dapat diteraphar schagal pasal

Jembatan.

2.1, Tujuan Pemidanaan.

i dalasw Pazal 51 KUHE Konsep disebutkan ada-
nya 4 (empat) macsm tujuan pemidanaan, vang keem-
patnya  menunijukkan  adanyvo  koseimbangaon antara
perlindungan kepentingan pelaka dengan kepenting-
an  masyarakat.

s

Adapun tujuan pemidanasan tersebol adalah

Avat 1

1. mencegah dilakukannys Lindak pidana
dengan menegakan norma  hakum bsgi  peng-
ayoman masyarakalb.

2. memasvarakatkan terpidana dengan mengada-
kan pembinaan sehinggs wenjadikannya arang
vang baik dan berguna.

3. menvelesaikan konflik vang ditimbulhan
nleh tindak pidana, memulihkan keseimbang-

an dan mendatangkan rasa damal dalam

masyarakat .,
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4. membebaskan rasa bersalah psada terpidana.

Sedanghan pada avat Z ditegaszkan bahwa pemi-
danaan Lidak bermsksud untuk menderitakan dan
tidak diperkenankan merendabhan martabat manusia.
Hal ini dipertegas dalam Penjielasan Pagal 51
Kongsep KUHP RBaru. Di dalam penjelassnnya dikatakan
sekalipun  pidans  itu pada hakikatnva merupakan
susty nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksuvdkan
untuk menderitakan dan tidak diperkenankan meren-
dalkan martabat menusia.

Apabila dikaii secara lebih mendalam, tujuan
penidanaan vang dirumuskan dalam Konsep KUHP
tersebut btidak zajas pentling hagi halkim ketika akan
menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa, tapi
iuga penting bagil pembuat kebijakan pidana pada
fase penetapan pidana. Dengan mempertimbangkan
tujuan pemidanzaan tentunya pembuat kebijakan dapat
lebih tepat dalam memilih dan menentukan sarana
herupa jenis pidana tertentu untuk mencapal tujuan
vang diinginkan dengan dibuatnya suatu kebijakan.
Selasin itu, adanya perumusan tujuan pemidanaan ini
dapat pula membantu aparat pelaksansa pemidansan
dalamr menjalankan Lugasnys. Dengan demikian,
kebterjalinan vang erat sebagal suatu proses dari
ketiga fase penegakan hukum (pidapna) dapat pula

terwniud dengan adanya pedoman pemidanaan ini.




D1 dalam Indang-undang Nomor 4 Tahun 1987

kKhususnva vang herhubungan dengan kelbiiakan pidans

Vinghungan. Lidak disecbhutkan secara Legas  tujuan
Tiadabannya kehidakan hukum pidans berikot sanksi
pidansnva. Akan tetapi, dengan mempelainri asas

dan tnjuan dari UU Moo 41982 maka tuiuan diramus-

kamnyva  sanikei pidana  dalam Fasal 29 fersebut

ardtalall sama dengan tuinan dars dinndangkannya  UU

No. 4/ 1982  dtu., vaitu dalam rangka melindungi

Belestarian sumbery daya alam «an Finghkuongan hidup

dengan cara mengeiola sumber dava alam dan
L]

Ling-
Eungan hiduap  tersebny aﬁbajk~haiknyn. Dengan
adanva pedoman pemidanaan inty bile terdadi suat
delik linghnngan . sepaniang wenurnt hakim, fercdak-
wa  wmomang telabh  terbukb]d tidak mengindahikan
kelestarian alasm flan lingkungan, bhakim tidak

akan

ragu-ragu dalam meniatubkan pidansnva.

1.2.2. Pedoman Pemidanaznn
Agar putusan hakim benar-benar sdil dan her-
mantaat, hakim dalam menistuhlan rutugsannva selain

memperhatikan tuiuan peridanaan, Jjuga memperhati-

kan pedomnan pemidanasan sebagai bahan pertimbangan.




i T
antara

b

4500
. Cit.hal.

duan diadrkannya

Parda  Hewswi
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predoman pemidansan ini

A ey
lain adalah; 4@

Untak memberikaon ailatl Flekaibilitas dalam
rangka manghindari sifat liakursehsolur dari

suaty sislem  perumusan ancaman pidana,

baik perumusan tunggal MAUPUT peruamnisan

all=:rnatifr. bengnn adanva pedoman pemicda--

naan ini dimungkinkan

#, Sustn sistem perumusan thngegal  seolah-

olah menjadi sistem =zistemn alternatif

atay humiabil

Lo Buatu sistem  alterpatif senlat-olah

manisadi sitem kumultatif,

sehagad Jembalan untnk  menginformasilkan

prinsip-prinsip atau ide-ide vang melatar

belakangi  disusunnva konsep (KIUHP 3. ITde-

ide ini antarz lain:

a. Prinsip subsidiaritas 51 dalam memilih

denis sanksi pidana  (menurut Barda

Nawawi Arief ini sering terlupakan).
b. Ide individualisasi pidana.
pidana

. Ide uvntuk mengeffektifkan jenis

vang bersifat non-custodial atau meng-

Avief,  DBunga Rampai  Kebijakan Huakon Pidana,

118-119.




vaitu:

efektifkan denis alternatif pidans se-
lain pidana perampasan kemerdekaan da-
lam rangka wenghindari/menbatasi peng-
gunaan pidana penijara (kebiijaksn selek-
tif dan limitatift).

i, Jde untuk mengeffektifkan penggabungan
denis  sanksi  vang bersitat “pidana”
{strat-punizhnent Y dan vang lebih  ber-

sifat tindakan (maatregel-trecatment).

)

Ide  untulk  menghindari  ekaes pidana
pendelk.
Pedoman pemidanaan ini penting bagi hakim
cla Lam kaitannya dengan  kedudukan clar
reranan horban, sehbagatl faktor yﬂqg e lu
mendapal, perhalbian dalan peniatuhan pida-
na, haihk =ebagal pihak vong perlua merndapat
perlindungan, maupun sehagai Taklor  yvang
dapal memporbeorasl atau wmemperingan pidana

terhadap pelaka,

bige wacawm  hentuk  pedosnan penidanaan

Pedoman pemidanaﬂn vang  bersifat aibum,
hertniuean untuk memberikan pengarahan ks
pads  hakim mengenal hal-hal aps voang  se-
patutnya diperbtimbangian dalam meniatubkan

pidana.

g e




Pedoman  pemidanaan  vang fehih  bersifat
hhnzus, untulk memberi  pengarahan  hkepada
halim dalam memilih atou menjatuhkan
Jenis-denis pidana tertentnu.

3. Pedoman hagi hakim dalam menerapkan sistem
peramusan  ancaman pidana vang digunakan

dalan perunusan delik.

Pedoman pewnidanaan vang bersifat omum  diztur
dalam Pasal 48 Kansep. berupa daltar atan check-
Jist vlari hul-hal vang waiib <ipertimbangkan oleh
Halkim, namur tidak bersifat limitatif. dalam avti
masih dimungkinhan hagt haklim  nobubl memberlikan
rerbtinbangan fainnves ket ilka akan memberikan pirkbu-

SAannya, vaien

ke kesalalinn pembost;

he-2 motit  dan tojuan dilakokannya tindak
pidans,

he-3  cara welskokan tindasbk pidana;

se—-d smikap hatin pewmbusal;

ke-5  riwvavast hidoap dan hesdsasn sosi3) ahono--
mi pewnhbuat

be-3  mikap dan Lindakan pewmbuat sesuadzbh me-
Ilakukan tindak pidana;

ke-? pengaruh pidana  terhadap masws depan
pembhual;

ke-8  pandangan  wasyaraikzat  lterhadap  tindak
oidana vang dilakohkan:

ke-9 pengaruh tindak pidana terhadap korban

; atasu keluarga korban;

? ke-10 apakabh  bindak pidana dilakuvkan dengan

berencana.

KIHE vang kini masih berizhu tidak mencantumkan
masalah pedoman pemidanaan di dalam pasal-

pasalnva.



Dengdan  sdonys  pedoman penidansan imi‘ malka
apahila sebelumnya tidak tevdapat kewevagawman ten-
tang Uakbtor faktor apa yang dapat meniadi  pertim-
blangan  bagi hakim ketihks akan memberikan putus-
annyva, dengan adanva kriteria minimal yang diberi-
kan oleh andang-undang (knonsep), diharapkan akan
adz pula keseragaman pedowman hagi semua hakim  di
Indonesia, pads  tahap penjatuhan pidana  (fase
vodikabtif )y,

sedanghan . wmengenal sistem perunusan  ancaman
pidana vang ditetapkan di dalam conzep  terdiri
e

A nistem tunggal,

W omistem sallhernatilP, dan

. osisten kumulatif-alternati?l.

Dalam kailtannva dengan  Undang-undang Ling-
bungan  Hicdup nomor 4 Tahun 1982, pedoman pemida-
naan ini sebenarnya dapat pula digunaksn  oleh
hakim dalam memutﬁs delik lingkungan. Daftar atan
check-1list dapat membanty mempermudah hakinm  dalam
menelaphan  talkarsn stan ukuran  berast  ringannya
oidana. sehingga hilas selama inl hakim terkesan
sering ragu-ragu dalam mendatuhkan hukumsn kepada
pelakun delik lingkongan, pedoman pemidanaan  vang
terdapal dﬁ ddalam  konsep KUHE  inid dapat  pula
dipedomani oleh hakim Jika menghedepi hersgu-

caguan ihn,




dalsan

kumulatif-alternatif, Jedanpkan andang-undang
sektoral di  bidang Tingkungan menganut betiga :
sistemn
KUHS&D‘

duamlah

Sistem perumusan ancaman pidana vang terdapat

1

-

Pasal %2 4 Nomor 471982, sdalah sistem

vang Juga tercdapalb Jdi dulam rancangan  KUHP |

(teltah diuvaihkan di dzlam tabe) Jenis dan

ancaman pidana beagl delik lingkongan Iricupe

b3 dadam  ondang-nndang indal dan nndang-undang

sekloval Wi bidang Jingkongan) .

Momo e
BRm

lain

W
O

istene humolatif ol tornat o Aalan ann] 22
451988 gedikit berbeda depran oislen vang

el Kongep RUND D Portetoogn i anbara

acdalah;

menurnt fronsep KNP, sistenm gabungon hanva
dikenakan zecarz  khusus  nntuk tindak
pidana  vang dapat menimbulkan keuntungan
ekonomis/keuangan  vang cukup Lingei, pi-

dana weniara dapat dikomulatifhan rlengan

pidana alternatif Fiaten altornatif
humualatiry. Sedangkan WU Hemor 4 /1982

tidak memberikan kriteria demikian.
Denda vang dikumalatifkan Lersehut  sdalah

dends kategori V (maksimal 30 Juta

rupiah?l. Sedangkan dends di  dalam UULH

dapat dikumulatifkan dengsn pidana peniara

maksimal berjumlah Rp 100.000.000,- (untulk



keijshaban)y, oo Rp 100G,

pelangpgaran.

Bila dibhandingkan dengan o

hidup yvang berkualitas sebagsai

annaman  pildana penjara maksimunm

d4ilihat dari suduab  ancaman menur

kejahatan  yang diancam dengan hu

adalah tergolong keiahatan berat.

Siztem perumussn alternatiF o

chimungkinkan (pidana pendara atan

fetapd melalul pedoman pemidansan.

perumisan alternatif ini diatur di

Didalan medakukan pilihon,

kapn:

a. saelaln berovientasi pada

naan"”

B Jehbih mengutamakan

ringan, ila pidana

tersehbut telah

naan. Eetentuan ini dican

PPaszl 91 (17 Ronsep KUHP.

e, Walaupun diapcam dengan

halim tetap Jdapat men

kumulasif dengan catatan 1

[}

178 tmakasimunm peniars

dari

mut deneisd

Qe -

"kejahatan

pidana
vang

mencerminkan

brakuaon

Jatuhhan
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untalk delik

elik lirghkungan

dengan

10 tahun, dika

ut KUHF  konsep,

humun 10 tahun

alam KUHP keonsep

pidana  denda),
Tentang sistemn

'asal 51.

dalawn
haklim rfdlingat-

“"tuiuan pemida-

Vaung lebih
lebih  ringan
ftujvan pemida-
fumkan ci  dalam
nlberna-
LeCars

tebilh

idak boleh

cbitambah maksi-
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Tentang perumusan  pidana  slternatif ini.,
Barda Nawawi Ariel i dalanm bukunva Perbandingan
Hukum Pidana antara lain mengatakan.49) ”sisfém
Aalternat it  vyang disnut di daiam  KUHP Norwegis
hampir  sama dengan dengan vang dianub  oleh RUHPE
Kongep, perbedaan adalal di dalam  KUHP Horwegis
perumisan pidana yvang lebil ringan lebih  didaho-
hakan  dari  vang lebil herat, sepert Fineg or
datiling; Jailing avr dmprisonment: atau  fines ar
3ai1)ing or imprisonment. Lebih landut Barda Nawawi
Arief mengatakan, perumu=man vang demikian  lebih
sesnnl dengsn prinsip subsidiarilbas”

Mengenail sistem penerapan pidana vang bersi-
et tnngdalidi dalaw perundangsn Jingkungan hidup,
tevdapal di dalawm perundang-undangan linghungan
sektoral,  antara  Jein  dapat  dilibhst ‘dj cdalam
sanksl pidana dalam U0 Heo 5 Tahon 1883  tenbang
Zona Ekonomd Uhsklasif Indonesis, dimana -3 dalam

"

Pamal 18 (1) terdapat ancaman pidana denda  oedfon-

Tah Rp  ZES 000 000, -dcdua ratns dos o poluh o fiws

[N

duta) bagil rerlangsar ketentoan Pasal & (1y, [Fasal

T

dan Pasal 7 undang--andang ini.

Borda  Howawd Ariel, Perbandingan Hukom Pidana,  Badan Penve-
cliann Pahan Koliah Fakultas Hokow UNDID 1990,



memd ik

Menurot BDarda Nawawi Ariet v

&

b
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S e en Longenl
helemahan vaily;

menpunyveal sitat wangal kaku, abnolol  cian
imperatil. Ketentuan ini sama Sﬁkﬁii tidak
memberi  kesempatan bagi hakim menerapkan
ridana vang dianggsp paling sesuai untuk
terdakwa. sehinggs  hakim  kurang RaMpW
dalam melakukan individualisasi pemidanaa
vang berovientasi pada  orang, khususnya
dalam menentukan denis pidana.
Sistem  ini merupakan peninggslan alban
pengaruh vang sandat wenvolok dari  aliran
klasik vang ingin mengobyektiflkan hukum
pidana., sehingga =zangal mewmbatasi kebebas-
an  hakiw dalam memilik «dan menetapkan
jenis pidana.
Dikaithkar dengan penetapan pidana dengan
sigstem pemasyvarakatan di Indonesia, adanvs
sistem ini wenunjukkan adanya kontradiksi
ide, dimana konsepsi pemasvarakatan herto-
lak dari ide rehabilitasi. resocsizlisagi
dan individuali=zasi pidana.
Selain  hal-hal distas, has=il penelitian

menuniuhkkan  ada hubungsan erat antara ba-

B s

cit,

Parcla

Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijskan Hukum Pidann., op

hal.

1561587,
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nvaknya dJumlah pidans peniara vang dija-

é tubkan hakim dengan sistem perumusan
tunggal vang kalku. Ini kKurang menunjang,
adanva kecenderungan 3 hanvak negara
(herdasarvkan kongres-kongres internasion-
aly untuk  mwengembanghan kebijakan vang
gelektif  dan limitatif dalanm menggunakan
pidana  penjara  sebagai  sarana politik
Rriminal.

Hebugqi katnp pengaman toevhadap sisten e -

musan bunggal, konsep mevumushkan susty nerloman;

a. kewenangan  hakim antubk Licdak menialbuahkan
pidans  peniara  vang dirumushar S00ara
bunggal

v keadaan: headasn atﬂﬁ myasrat-ocyarar  untuk
dapat CLidak wmenjatuhkan pidana pendiara;

0, alt?rnatif sanksi vang  dapat  dijatubkan
aolelb hakin sebagai pengganti davi  pidana
peniara vang tidak didstuhlan Lto.

Btk tidak mendatubken pidana peninra, maka

oy
b
o

48 menvebuthan syarat-gvaral  vang  harusg
dipennhig

| g berdakwae  melakohksn  Linclak  pidanes yang
| hanya diancaam dengan pidana peniara secara

tunggal;
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b pongadilan berpondapat bidalk periu menija-
tinhhan  pideans peniara setelan memperbip-
hangkan
L. tuanan pemidannan,

2. pedoman pemidanaan;

3. pedopan peniatuhan pidoanas .

Dari apa vang btelah divvaikan mengenail bhagai-
panE poentingnya tnjuan paupun pedoman pemidonaan,
maka  sangatlah waijoar Liw pembuoat KUHE Bearo meru-
mushan kednanva inil di dalam rancendan konsep XUHP
Parn.

Adanva perumnsan Daduan masupun pedoman pemd-
Jdunaan  ticak sais penting bami penerapar KIOHD,
vebagad Induk darid esluveh bkebigdabsn pidans matboe-
riil, KUHE dapat pola mendadi pedomnan et i preabiat:
hetiijahkan  Jd3 0 Lidang  pidana lainnyas, bermasnk
kebijakan pidana Jd1 bidang lingkungan hidup.

Dengan  cemikian, dalam penyvelesaian kasug

Pingkungan  hidup schelum  menjatuhlan pubtusannya

sadah sebarnsnva hakin memperhatbikan tadoan wmeapun

pedoman pemidanaan vang terdapat dalom XUHE.

1. Hukum Pidana Sebagal Primum Remedium

Getelah membahas tentang  paorvwoindst ganksi

tmkam pidana 31 dalan masvarakat mabs o compad hopn
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ricana dalam mengtal asi peroanlan Pinakanean BWidup

nntul massa VAnE alian ot aney
doeperti o diketahui dalam penceakan narma by -
Lo linghnnsan, hedudulian kebidnkar hnkum  pidana

di dalam U0 Ha . A48 hanvaian merupakan  mata
rantai o vang terskhir celtimm remediom). 'ni bLer-
art i bida npava Jaipn manih Aapat ditakukan  di
dolam mengatan persosian hayinnn Pingkongarn, maka
pava melolar hirloam priclorin U ietag isunakan,

Devisan  ind BEnempalan soaket pidana sehagai
seniats pamungkas atay Hpasva teraikhir mulat dira-
snlian Beef ek Uit annyea . colol semaliin huril intensi-
Las  peoncemaran dan perussaban Pinghkungar  semalkin

e
meningkat.ﬂl)

Khusﬁsnya tlalam bidang penegakan hukun ling-
kungan, menurut hemat penulis kedudukan kebiijakan
hukum (sanksi) pidans vang sebagail nltimum remedi-
nm  sudah saatnvs untuk dislihlkan nenjadi  primom
remedium. Pendaspat ini didasarkan kepnds, hulium
ridana memiliki  apa vang tidalk dimiliki oleh
hidang hukum vang lain vajtn memilihl upava pemak-
fa. vang bersifal nestapasmenderitakan biagi wsiapa
soda vang dikenakan sankss tersebot, Kemuclian,

sepertl pernyataan vang disampaikan oleh Kapolri

Hovun Mo Thosein, op eit. Hal), 171,
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cdan  ketua Devigi Hulkum Lingkungan pada LBH  Sura-
hava  sebagsimans telah dikutin sebelumnva,  hahwa
dari 104 kasus lingkungan yvang terinci dalam kurun
wakty  antaras 1991-19408, hanva 6 kasous  gasds vang
telah diselesaikan melalui presas peracilan pida-
ST Kenyat?an ini menuninkkan  adanya angdgapran
hahwe dengan fungsi hukom pidana sebagai wltimum

remedion,  menimbulkan sikap selalu menunggu di-

Ja

alksa), se-

“

kalangan aparat penvidik (polisi dan
dangkan delik lingkungan adslzh dolik biasa bukan
merupakan' delik aduan, hevarti aparal renyidik
itantnt untak hekeris secara ahtil cdalam menemu-
kan Hnsus-kafus pencemaran dan perpsalkan Vinghkang-
s, Tetapl salama ini inisiati® unlulk menjaring
relaka pencemaran lebhib  banyaii  bBerasal

dari masvarakat atau L3M.  Sednlan dergan ind ada-~

) meski

tah  pendapat Oudijk vang: mr::n.sgatalx'an:b2
angdapan hukum pidana sebadail sarana untuk melawan
tindak pidana  linghungan werupakan “altimim
remediom  semakin lams makin,ditinggalkaﬁ, asumsi
ini masih dianut cukup kanvak sariana. Anggapan

atau  asamsi ini mengandung  bahava, dalam arti

dapat memunculkan kemalasan atau sikap menunggu

B Mr.J.C.Oudijik, ketika merbahas tentang Peranan dan Fungsi

Savksi Di Dalam Hukum Pidena Ckonomi Hengenai Linglungan,
datem D, Schaffmeister, Kekhawatiran Mnsa  Kini, Leriemahan
ol2l Tristam P.Moeliono, Citra Aditva BakLi, Bandung, 1994,
Hal.464, '
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dhikalangan  keialkzsan. Padahsal =eringkali mereka
duslro dituntut antuk bhekeria secsara aktif.

Beloin kedua alasan i atasg, penvelesaian me-

lalui Jdalan musyawarah maupnn penyelesaian melalui

bidang hukum lainnva (dengan sanksi administrasi -

dan  hukum perdata) ternyvata tidak membuat Jera
pelaku-pelaky pelandgaran norma Jingkungan, bahkan
haik secara kualitas mavpun kuantitas delik ling-
kungan semakin meningkat.

Perdagdrkan  pada heherapa  salasan tersebul,
maks  bila tadinya hukum pidana  menempati  urutan
iornhhfr. dengarn beralihnyas fuppal hukum  piduna
mangsdi primum remediom maka bhulam pidana  dengan
sanksi yvang dimilikinva itu menjadi pilihan vang
pertama di dalam menyeleéaikan persoalan-persocalan
ljnghungénm

Jika fungsi hukum pidana telah beralih menja-
di Jdalan keluar yvang utama di dalam nengatagsi per-
masalaban lingkungan. maka vang masih perln antuk
dipikivkan olel pembuat kebidararn di bidang  ling-
bungan  hidos selalin melenghand poraturan perp-
undangan vang mazih belum lengphkap, adalah pevsoal-
sn pembulitian vang i dalan hokom dinghungan Ke-
terlibatan  saksi ahli wmerupakan hal veng muotlak,
Ferntama ﬁLaﬁ}anu meneari pebenaran materiil (de

materiele wgarheid), sesuail dengan  sifat  hakuan

-




At

eldana Tt end Dy vane memeoaoad g W i
Brgy fiebemasro mote rig

Mo e Beborrardias hoehinm o« il o il
sehadal o upava atamnn ot ah o nenareen banes b fieneena ran
THESISINNN s linn Pinghnnean, Cernd nomn Jﬁnmﬂn
sinpya rancangan Kensoy P:Hjit‘ Poru dlenigon bherbazgali
Bl falian varng bercapal o lampyn sebhagaimnans
diurailan ot alas, Jdapat omewmbawn harapan ocerab
Dimgtd pommedabian hmkan Pinsthnogsn 40 mama olepan,

vebagaimona tolaly dinela! kan dslam uraian se-
Boec by, bahwa Vidal o aban Tann T aban Jdisah-
T drchane carmdane Tﬁn?wnﬁ Pengeloiaan Linghiondan
Hibhope ook mengsant Plhoan Uodong npdans Pobiak o
Poaney e becboan Dingiomean oy

Sl i ke owe b badninon tanere] Jieshnd
iakon hukawm pidara Gt dalam Haneangan Undang-
aodegr tenbhang Pengelalaan Lingkangarn,

PDideltasikan hahwa herlakonys kebiidisakan holkam
riclana et zp memperhnt Lhan A EIA snhsﬁdjnriﬁag,
vaitn Buknme pidana hmndahnyﬁ harn cHidayvagunakan
apalyi s aanksit hmbhoam lesin (reankad acdministrasi,
e el s dap albternatif  peonyveiasaian aenghela
Pinghungan ticdeh effalkt it Mennrat  pengamatan
penndie, kebrijakan hokon pidana ddlalpn rancangan
credang nndant o i Cidal magn berniPotbr o gdtimum

romediun tetani Juga bhoroifat s tmey remodiam.
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vera it prermiin o roaedian bila heehindaran densan
de ik Vipghunsgan vang menclat anghan vigika  yang
gt Frevero Cwemhnlieralinn R EAE abag matl inya
rang Tl o herart o opoeda basae tandah pivlann Lipge
kindzn sepeprtt ind kebdidabkan lmbam padonn (sanksi
padana sy dapat o langenng bherperan Lanna mennnggn
e ranan aankai hokoam lainnva tevlabih datinta,
Dalam ronabs menveleraaikasn kasus padana ling-
Bunstan vang kempleks, dapat dibentnk tin penvidik
bbormue, vange melibathan instansd berkairn dan para
st unink melakulian preavidikan seecara Levpadu.

e relarnisrkan prniaclasan dard Peaal ded Ran -

andan pdang ondeng rentang Linsghknrgtan Hidap,
Pindsk pidans Jinghnngan vang horpbebs didagarkan
Pl
sosomepntmhn lkan o ma bty intorprest aogg
oomenimbar T han Bernmahian somin ]l vamt boeesarg

preneen pembahtian vang sabit
Ao hednn oda varisprodensai tetap tentang kasus
vidann Dinghundnn vang heroanghotl ang
)

Pinelak midianao Vivgghkonean AT horsaneglinban

merimbe b han dompslh Yinohunesn o wong oas,

o o tincdak mivana Vinghoangan AAERETR Voeraanghatarn
ISR MPIRETS T EIRE tapedak pdcdans Dinohkanoan vang o oman-
SN

" 0 [kt o 1
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Diharapkan, dengan diletakkan dan diterap-
kannyva kebijakan hukum dan sanksi pidana di
barisan paling depan, di dalam mengawal Sumber
Daya Alam dan lingkungan hidup, sehagai salah
satu modal dasar yang dimiliki oleh Bangsa
Indonesia seperti tercantum di dalam GBHN, maka
cita-cita untuk mewariskannya kepada generasi

vang akan datang dapat terwuiud.




BAB IV
PEXNUTUP
Dari pembshasan terhadap ketiga permasslahan
pokok di dalam penulisan ini, maka dapat ditarik dus
macam kesimpulan, kesimpulan umum dan kesimpulan
khusus.
A. EKESIMPULAN UMUM

Lingkungan hidup adalah milik bersama vyangd
harus dijaga hkelestariannya, tidak saja untuk ke-
pentingan manusis yang ada sekarang tetapi Jjuga
untuk kepentingan denerasi mendatang.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyaraksat,
dilaksanakan pembangunan, yaitu sebagal upaya sa-
dar wuntuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya
alam guna meningkatkan mutu Kehidupan rakysat. Se-
makin meningkatnya kebutuhan manusia, semakin me-
ningkat pula kebutuhan skan sumber daya alam, se-
hingga pelaksanaan pembangunan mau tidak mau meng-
andung risiko pencemaran maupun perusakan ling~
kungan, vang dapat mengakibstkan tergangdunys daya
dukung lingkungan, dan menurunnya kualitas 1ling-
kungan hidup. |

Untuk mengatasi problem lingkungan inilah
perlu dikembangkan pengelolaan lingkungan sebagal
suatu sistem dengan keterpadusn sebagal cirl uta-

manva, untuk itu diperlukan adanya suatu kebijak-
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sanaan nasional mengenai pengelolaan lingkungan
hidup.

Sebagal negara yang berdasarkan atas hukum,
slstem pendelolasn lingkungsn hsrus pula mendapsat
dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu untuk men-
Jaga keberadaan lingkungan hidup beserta Ekosis-
temnya pemerintah mengeluarksn UU Nomor 4 Tahun
1982 Tentang Ketentuan-Ketentusn Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup, sebagai undang-undang pokok.
Undang-undang ini adslah undang~undﬁng yang memi-
liki fungsi undang-undang payung, dalam srti se-
bagai dasar bagi semua kebijakan di bidang ling-
kungan, serta menjadi landasan untuk menilai dan
menyesusikan semua peraturan perundang—undanéan
lingkungan, baik yang telah ada, maupun vang akan
dibuat. Dengan kata 1lsin UU Nomor 4/1882 ini
adalah undang-~undang yang mempunyai tujuan untuk
merangkum keseluruhan kebijakan hukum lingkungan
ke dalam satu sistem hukum lingkungan Indonesia,

Undang-undang ini dilengkapi dengan berbagai
kebijakan hukum berikut sanksinvs sebagai penguat,
Salah satu dari kebijakan hukum tersebut adalah
kebijakan hukum pidana dengan sanksi pidananvys,
Namun karena fungsi sanksi pidana di daslam Lkebi-
Jakan lingkungan sebagai ultimum remedium, maka
keberadaan sanksi ini cenderung kurang dimanfaat-

kan dalam penangansan kasus lingkungan.
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Sejak lahirnya UULH Nomor 4/1982 tanggal 11
Maret 1982, hanya terdapat 7 kasus pelanggaran
(delik) lingkungan yang telah diproses dipengadil-~
an. Enam kasus diantsranva mefupakan pelanggaran
Pasal 22 UU Nomor 4/1982, dan 1 (satu) Kkasus
berupa pelanggaran UU Nomor 3/1880 tentang Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnys. Dari ketujuh
kasus lingkungan tersebut, 5 (lima) kasus terjadi

di Jawa,

KESIMPULAN KHUSUS
Dari pembahasan terhadap permasalshan pokok
vang pertamsa, dapat disimpulkan sebsgai berikut
1. Rebijakan hukum pidana diatur di dalam keten-
tuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.
Didalam pasal tersebut, undang-undang ini me-
nyebutkan dua wmacam delik lingkungan hidup,
valtu delik pencemaran lingkungan dan delik pe-
rusakan lingkungan. Perumusan delik di dalam
Pa%al 22 ini merupakan delik materil, akibat
dari perbuatan merupsksn unsur esensiel vang
harus dibuktikan. Sehingda untuk dapat memidana
pelaku delik linghkungan, haruslah dibuktikan
bahwa perbustan pelaku menimbulkan askibat vang
dilarang (pencemaran atau perusskan lingkung-

an). Dengan kata lain, harus ada kausalitas
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antara perbuatan dengan akibat yang ditimbul~
kan.

Undang-undang ini membedakan perbuatan pen-
cemaran staupun perusakan lingkungan vang dila-
kukan dqngan sengaja (kejahatan), dan yang di-
lakukahlkarena kelalaian (pelanggaran). Perbe-
daan tersebut membawa konsekwensi bagi ancaman
pidana terhadap pelakunys. Terhadap delik ling-~-
kungan vang dilakukan dengsn sengaja, diancam
dengan pidana penjars selama-lamanya 10 (sepu-
luh) tahun dan atsy denda sebanyak-banysknya
Rp 100.900.000,— (seratus juta rupisah), dan
pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun
dan atau dends sebanyak-banyaknya Rp 1.000.
000,- (satu Jjuta rupiah) bila dilakukan karena
kelalaian. Dengan demikisn, maka kebijakan
sanksil pidana dalam undang-undang ini menganut
sistem kumulatif-salternatif.

Sebagal undang-undang payung, ketentuan pidana
Pasal 22 UU No. 4/1982 tidak secara konsisten
diikuti oleh oleh perundang-undangan lingkung-
an sektoral yang lebih rendah.

Tidak konsistennya antara undang-undang induk
dengan undang-undang sektoral, menunjukkan
bahwa tujuan dibentuknya undang-undang ini,

untuk menjadi pedoman bagi seluruh kebijakan di
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bidang lingkungan hidup, kurang mencapai sasar-
an. Hal ini terutama jika dilihat sebagai
suatu sistem kebijskan, walaupun dari sudut
penegakan hukum daspat diatasi dengan berbagai
adagium vyang dapat digunakan khusus untuk
menanggulangi terjadinya konflik hukum.

Dari pembahasan terhadap permasalahan pokok

vang kedua, maka kesimpulan yang dapat ditarik

adalah sebagai berikut

1.

Penegakan hukum lingkungan melslul sarana hukum
(sanksi) pidana berdasarkan ketentuan dalam
Pasal 22 UU No. 4/1982 masih belum berjalan se-
bagai mans diharapkan. Hsal ini disebabkan ma-
sih banyaknya kendala di dalam penegaskan hukum
melalul sarana pidana. Fungsi hukum pidana
sebagai Ultimum Remedium khususnya di dalam ke-
bijakan hukum lingkungan, juga menjadi salsah
satu penyebab rendahnya kasus pidana lingkungan
vang sampai ke pengadilan.

Kendala tersebut ada yang berasal dari undang-
undang linghkungan hidup ituw sendiri, maupun
vang berasal dari luar undang-undang.
Undang-undang ini mengatur delik materiel, se-
hingga menimbulkan kesulitan dalam pembuktian.
Dalam penvelesaian kasus lingkungan melaluil
kebijakan hukum pidana, khususnya terhsadap

ketigs kasus yang dipelajari dalam penulisan
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ini, kendala vang paling banyak terjadi sadalsah
berbedanys persepsi diantara para penegak
hukum. Perbedaan ini tidak saja merugikan ba-
g2i upsaya pemeliharaan lingkungan, bahkan da-
pat mengakibatkan lepasnys pelaku dari ancaman
hukuman. Selain perbedaan persepsi, kurangnya
pengetahuan para penegak hukum lingkungan ter-
hadap hukum lingkungan, sikap segan dalam
menanggapl dan menangani suatu kasus lingkung-
an, terutama yang berhubungan dengan kebijak-
an ‘“penguasa”, dan kesulitan pembuktian yang
dihadapai, terutamsa menyanghkut pembuktian
teknis, merupsakan fFaktor yang sangat menentﬁkan
dalam kegagalan penegakan hukum pidana ling-

kungan.

Sedangkan dari pembahssan terhadap permasalahan

pokok vang ketiga, kesimpulan yang dapat ditarik

adalah sebagai berikut

1.

Perkembangan di dalsm kehidupan masyarakat,
dalam kaitannys dengan pengelolaaan lingkungan
lingkungan hidup, menyebabkan sebagian materi
UU Nomor 4/1982 sudah tidak memadai lagi bagi

upsya pelestarian lingkungan hidup.

Perkembangan tersebut diikuti oleh meningkat-
nya kebutuhan aksn norma hukum yang lebih mem-

perhatiken kesadaran masyarakat terhadap ling-
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kungan, perkembangan lingkungan global, serta
instrumen hukum interna;ional vang berkaitan
dengan masalah lingkungan.

Kenyataan tersebut menimbulkan teksad dari pe-
merintah untuk mengadakan pembaharuan terhadap
kebijakqp hukum lingkungan yvang tertuang dalam
UU Nomor 4,/1982. Tekad ini telah terwujud
dengan adanva Rancangan Undang-undang Tentang
Pengelolasan Lingkungan Hidup, vang mungkin ti-
dak akan lama lagi akan disahkan menjadi
Undang-undang tentang Lingkungan Hidup.

Dalam Rancangan Undang-undang lingkungan hidup
ini, terdapat banyak perbedaan yang mendasar
jika dibandingkan dengan UU No. 4/188BZ. Perbe-
dasn tersebut antars lain mengenal kebijakan
pidana lingkungan.

Dalam Rancangan Undang-undang ini selain delik
lingkungan materiel diatur pula mengenai delik
lingkungan formil. Diadakannya delik lingku-
ngan vang bersifat formil, untuk mengantisipa-
si kesulitén pembuktian vang sering terjadi
pada penegakan hukum pidana lingkungan menurut
ketentuan Pasal 22 UU No. 4/1982.

Demikian pula mengenai sanksi pidara. Ada ke-
cenderungan pembust rancangan undang-undang ini
mengikuti pols pemidanaan menurut Konsep KUHP.

Ancaman pidasna terhadap pelaku delik lingkung-
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an, tidak seragam sebagaimana terdapat dalam
Pasal 22 UU Nomor 4/1882, tetapi didasarkan
kepada besar kecilnya akibat yvang ditimbulkan
atau vang diduga dapsat terjadi dari suatu per-

buatan.

SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di dalam
bab-bab terdahulu, diharapkan keberadaan undang-
undang lingkungan hidup yvang baru (jika telah
disahkan menjadi undang-undang), menggantikan UU
Nomor 4/1982, kendala-kandala yang terdapat di
dalam penegskan hukum lingkungan sebagsaimana ter-
jadi dalam penegakan Pasal 22 UU No. 4,1882, tidak
terjadi lagi.

Sehubungan dengan akan digahkannya Rancangan
Undang-undang tentang Lingkungan Hidup, mengganti-
kan Undang-undang Nomor 4/1982, maka untuk menja-
min terlaksananya fungsi undang-undang ini sebagai
pengawal bagi pelestarian sumber daya alam, khu-
susnya melalui sarana hukum pidana, perlu diper-
siapkan kemampuan aparat penegak hukum. Kemampuan
tersebut tidak saja meliputi penguasaan materi
undang-undang yang baru ini, tetapi juga mengeta-
hui masalah teknis dibidang linghkungan. Hal ini
untuk menghindari teruiangnya kembali perbedaan

persepsi diantara mereka ketika berhadapan dengan
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permasalahan lingkungan di lapangan sebagaiwnans
terjadi pada penegakan UU Nomor 4/1882.

Sedikitnya delik lingkungan vang diselessi-
kan melalui peradilan pidana, menunjukkan bahws,
fungsi hukum pidana di dslam kebijakan hukum
lingkungan sebagsai ultimum remedium sudah saatnyva
untuk dialihkan menjadi upaya yang rertama (primum
remedium) di dalam penegakan hukum 1ingkungan. Hal
ini didasarkan kepads kenyataan béhwa, penyele-
saian melalul upaya hukum yang lain (bukan melalul
sanksi pidana) maupun upaya melalui non hukum bagi
penyelesaian kasus lingkungan kurang membaws hasil
yang maksimal.

Dibentuknya laboratorium lingkungan dengsn
metode " dan kriteria yang”seragam untuk seluruh
Indonesis.

Disamping penyidik khusus dibidang lingkungan
hidup (yvang akan dibentuk sebsagaimana disebutkan
dalam rancangan undang-undang lingkungan), disa-
rankan pula adanys Jaksa khusus yang menyidiki
kasus lingkungan, yang dalam hal ini Jaksa terse-
but dibekali dengan pengetapuan—pengetahuan dibi-
dang lingkungan. Dengan adanya penyidik maupun
Jaksa khusus ini diharapkan akan ada penyidik-
penyidik vyang profesional dalam menangani kasus

lingkungan.
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